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ABSTRAK

Memahami pola hubungan buruh, pengusaha dan peme-
rintah (negara) dalam sistem perekonomian yang Lkapita-
listik dengan strategl pembangunsn yang mendejar pertum-
buhan ekonomi, menunjukkan kecenderungan keperpihskan
pemerintah pada pengusaha (pemilik modal). Upaya pemer-
intah untuk mensarik investasi asing demi pertimbsangsn
perekonomian, dengan mempertahanksan upah rendsh sebsgsi
daya tariknya, mengakibstkan keberadsan buruh menjadi
terdevaluasi, terpinggirksn dan tidak berdava.

Dalam menunjang strategi pembangunan ekonomi terse-
but diperlukan stabilitas politik vang mantap (seolid),
dengan pendeksatan keasmansasn (security approsch), menjadi-
kan peran militer menjsdi dominan. Hak-hak sgipil dan
politik buruh dikendaliksn dsn direpresi, sehingga
keberadaan serikat buruh yang independen dan bebas sulit
terwujud.

Pelanggaran hak-hak buruh, tidak bisa hanva dituju-
kan pads hubungan buruh dengan pengusaha saja. Persosalan
kelompok buruh akibat dari posisi struktursl yang tidsk
menguntungkan antara kelompok buruh sebagsi sustu bagian
dari civil society berhadapan dengan keseluruhan sektor
negara, perlu ada upaya pemberdaysaan dalam zrti memberi-
kan power hepada kelompok buruh.

Berkaitan dengan hukum maka pemberdaysan hukunm
berhubungan erat dengsn meksnisme bekerjanya hukum dsalam
mesyarskst, dalam hal ini ialah penegakan hukum sebagail
suatu sistem vang terdiri dari sub-sub sistem atau
komponen substansisl, struktural dan cultural.

Masyarakat sebagai suatu gistem yang dibentuk dari
jalinan hubungan antara anggota-anggots masyarskat, yang
padas akhirnys membentuk pola tertentu. Teori yang dapst
dipaksai dalam memshami untuk memahami dan menjelaskan
hubungan vang saling kait mengait ini ialah teori Struk-
tural Fungsional dari Taleott Parsons vyang memiliki
pengaruh besar dalam serangksian kajian teori vyang
berkaitan dengan Sociological Functionalism.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembangunan sektor ketenagakerjasn sebagai bagian
upaya pembangunsn sumberdays manusis merupakan =salah
satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional yang diarahkan untuk mencapai peningkatan
harkat, martabat dan kemampusn manusia serta kepercayasn
pada diri sendiri dalam rangksa mewujudkan masysarakat
adil dan makmur baik materiil maupun spiritusal.

Peranserts tenags kerja dalam pembangunan nasional
dewasa ini semakin meningkat, dan merupakan aset yang
sangat penting artinya karens merupaksn motor penggerak
yang turut menentukasn keberhasilan suatu kegistan usaha.

Oleh karena itu perlindungan hukunm terhadap tenags
kerja perlu mendapat perhatian, karens tidsk jarang kita
temul adanya sustu keadsan bahwa keberadaan mereka
sering tidak berdsys dalsm menghadapi pihak lain dslam
hal ini pengusaha yang memiliki kekuatan vang 1lebih
besar.

Dalam hubungsn ketenagakerjasan ini terdapat segitiga
pola hubungan yaitn, buruhl, pengusaha dan pemerintah

{negara). Hubungan dan keberadaan antara buruh dan pe-

1.) Penggunaan dan penyebutan istilah buruh dalam tesis ini
sengaja dipakai, menggantikan kata pekerja. Dari perspektif sosio—
logis istilabh pekerja tidak serta merta membawa perubahan status
peningkatan harkat dan martabat pekerja, itu banya sebagai lips
servise yang menyelubungi keadaan sebenarnya yang masih terpinggir-—
kan. Sedangkan kata tenaga kerja, tetap digunakan karena kata itu
menunjuk pada pengertian manpower.




ngusaha dalam mengadakan hubungan ketenagakerjaan, tidak
bisa sama atau séjajar.z Sebab kekuatan-kekuatan mereks
berbeda. Dalam keadaan yang demikian ini maka pihak yang
mempunygi kekustan lebihlah vang mendominasi pihak wvang
lain, yaitu pihak buruh yang berads pada posisi atau

kedudnkan yang 1lebih lemah. Pengusaha vang menguasai

nodal dan faktor-faktor produksi, aksn lebih berperan

dalam menentukan kondisi kerja termasuk syarat-syaratnya

terhadap para buruh.

Hubungan buruh dan pengusaha pada dasarnys dapsat
diamati sebagai suatu hubungan antar kekuatan-kekustan
vang berbenturan satu sama lain, atau skomodasi terhadap
konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara buruh
dan pengusaha dalam hubungan ketensgsakerjaan stau hubu-
ngan industrial (industrial relation), menunjukkan
keberadaan pekerja pada posisi yang lebih lemah. Inter-
aksi yang diserahkan pada posisi tawar menawar (bar-
gaining position) diantara kekuatan itu sendiri,3 akan
menghasilkan kesepakstan stau konsensus yang menunjukkan

adanya ketidak-adilan.

Lebih 1lanjut Satjipto Rahardjo, menegaskan bsahwa

2) satjipto Rahardjo, 1983, Suatu Perkenalan dengan Teor:
Sosial tentang Hukum dan Kemungkinan FPemanfaatannya di Bidang
Ferburuhan, dalam Masalah-Masalah Hukum No.2.

3) satjipto Rahardio, Ibid.




disini hukum tidak lagi netral, yaitu yang sekedar
memberikan prosedur serta kerangka formal bagi berlang-
sungnya berbagai hubungan perburuhan, melainkan sejak
semula dengan sengaja dibust vntuk menjamin agar pihsk
vang lemah tidak dirugikan.4

Keberpihakan hukum pada pihak vang lewmah Jjuga dike-
mukskan oleh Esmi Warassih, yang menyatakan bshwa ter-
nyata formalisme telah melupsakan bahwa tidsk semus orang
memiliki kemampuan, kesempatan dan tingkat ke-
sejahteraan vyang sama, baik kesempatan pendidikan,
kekuasaan atan bidang-bidang 1aiqnya. Formalisme lebih
mementingkan bentuk dan eksistensinya, sementars sub-
stansi hanysa berurusan dengan konsekuensi-~kon-
sekuensinya, sedangkan hukum memiliki unsur lsin vaitn
kultur. Anggapan ini telah mengabaikan adanya perlakusn
diskriminasi pada ksum miskin (poverty), tidak berdsya
(powerlessness), lemah (physical weskness) dsb. Seperti
vang diungkapkan oleh Nasikun, bsahwa hukum membuka
lebar-lebar kemungkinan ketidak-adilan hadir ‘“menysamar"
sebagai keadilan.®

Strategi pembangunan dibawsh rezim Orde Baru, vang

4) Gatjipto Rahardio, ibid, hal.34.

9) Esmi Warassih, 1998, Pemberdayaan Hukum Melslui Pembangu—
nan Alternatif Sebagai The Faradigm Reversal, Makalah Dalam Renun—
gan Kemerdekaan dan Syukuran, FH UNDIP 22-8-1958.




lebih mementingkan ekonomi dari pada politik, dengan
wujud pendekatan yang didasarksn pada stsbilitas poli-
tik, 1liberalisasi ekonomi dan arus masuknya modal
asing.s_ Dengan dalih pembangunan, membust pemerintsh
lebih mengutamakan kepentingsn pemilik modal/pengusaha
dari pada kepentingan para burph. Dalam hal ini sistem
perekonomian yvang menjadi kapitslistik, peran pengussha
dipandang sebagai sslah satu pemacu pertumbuhan ekono-
mi, sehingga pemerintah lebih menaruh perhatian melalui
pemberian fasilitas-fasilitas yang lebih kepads kelompok
pengussaha. Akibatnyas upah buruh'dibayar murah sekali,
termurah diantara negara-negara tetangga kita.l
Heskipun pemerintah juga berussaha melindungi psars
buruh, antara lain dengan menetapkan Upah Minimum Re-
gional (UMR), namun upah tersebut sangat Jjauh dari
pemenuhan kebutuhan hidup minimum buruh, dan belum semua
pengusaha beritikat baik untuk melaksanskan UMR dengan
berbagai alasan.
Dengan stabilitas politik yang dijaga ketat, men-

jadikan peran militer begitu dominan, militer dijadikan

6.) Sadyadharma, Hendaru, 1992, Korean and Taiwanese Companies
Investment in Indonesia, a Comparative Patitem in  Investment,
(thesis) Yonsei University, Seoul-—Korea, hal. 23.

7.) Suryadi A. Radiab : Lpahk murah tapl daya saing lemah,
mengapa 7, Bisnis Indonesia, 8 April 1992. (Upah periam dalam US %)
Indonesia 0,233 Filipina Q,54; Thailand 0,568; Malaysia 0,82; Korea
Selatan 1,97; Hongkong 2,83 dan Singapura 3.09.




alst untuk memelihars stabilitas melslui pendekatsan
keamanan (security approach), hak-hsk politik warga
negara dibatasi dan memperoleh pengawasan kuat, pemerin-
tah menciptakan sistem politik yang dapat dikendslikan
ocleh eksekutif melslui Presiden, lawan-lawan politik
(pemerintah) vang berpotensi menghalangi kebijakan
pemerintsh disingkirkan, dan sebagainya. Model pendeks-
tan yang seperti ini, nampak dari luar mampu menciptskan
keadaan dimana stabilitas politik dan ekonomi dapat
berjalan dengan baik. Namun, kondisi yang tercipts ini
hanys bersifat semu belaka. Perubahan struktur politik
vang menunjang penyelenggaraan stabilitas politik ini,
dilakukan dengan membuat eksistensi organisasi serikst
buruh yang dibuat tunggal,® keberadaan serikat buruh
diluar FSPSI dilarang, sehingga mudah dikendalikan
(dikontrol) oleh pemerintsh. Perubshan nama FBSI (Feder-
asli Buruh Seluruh Indonesia) menjsedi SPSI (Serikst
Pekerjs Seluruh Indonesia) pada tahun 1985, yang berarti
strukturr organisasi yang semuls berbentuk federasi
diubah menjadi Unitaris, Jjuga tidak membawa perubsahan

yang berarti bagi kepentingan peningkatan nasib buruh

8.) gejak tahun 1968 upaya menekan dan mendesak  organisasi-—
organisasi burubh  yang ada untuk bergabung dalam wadah tunggal,
tercapai pada tahun 1973 dengan terbentuknya Federasi Buruh selurub
Indonesia (FBSI), menjadi satu—satunya at'ganisasi buruh yang diakul
pemerintah.




dan organisasinya.

Dalam hal kelompok buruh melakuksn unjuk rasas :dan
pemogokan, dalam upaya menuntut hsk-hak mereka kenyaﬁaan
yvang d;hadapi adalah, bahwa mereka harus berhad%pan
dengan aparat keamanan (militer),® vyang seringkali
diikuti juga dengan penangkapan-penangkapan. Sebsb gara
buruh yang berunjuk rass dan melakukan pemogokan, digng-
gap mengganggu ketertiban umvom, dan karens itn menggang—
gu pembangunan. Ini dampak dari stabilitas keamansan vang
dijaga ketat, sehingga peran aparat keamanan menjadi
sangat dominsan. .

Pola hubungan santara pemerintah {negara) deﬁgan
pemilik modal/pengusaha vang begitu harmonis, merupékan
pencerminan hubungan dari proses birokratisasi fdan
korporatisasi. Peran pemerintsh secsara sistemik diian—
cang dan dikembangkan untuk mendukung kepentingan médal
(investasi) untuk bisa tumbuh secara cepat dan aﬁan.
Dilain pihak, dalam pola hubungsn segitigs tersegut,

posisi pekerja menjadi terpinggirkan (marjinal).

-} Intervensi militer dan polisi yang sangat merugikan hak-
hak dan kepentingan burubh muncul ketika Menteri Tenaga Kerja
Soedomo  mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.342/1588,
tentang penyelesaian peselisihan antara buruh dan pengusaha. Kasus
Marsinah adalah salah satu contoh keterlibatan aparat keamanan di
dalam menangani kasus pemogokan. Kemudian SK Mensker No.342/ 1988
dicabut dengan SK Menaker No.15A/1994 tertanggal 4 Januari 19?4

tentang petunduk Penyelesaian Perselisihan HIP & PHK di tihgkat
perusahaan dan perantara.




Daniel Sparinga, menyebutkan bshwa proses-proses
inilah yang dalam konsep sosiologis dikensal dengan
pembangunan Hegemoni.lo Hegemoni adalah kepemimpinan
moral dan intelektual, yang oleh individu atsu masyara-
kat diterima adanya sebagal sebush gagasan stau sebuah
rezim, karena adanya penerimasn publik (publiec consent),
vang timbul melalui pengakuan dan penerimasn, bukan
dengan paksaan atau adanys rasa takut; tetapi karens

individu menganggap sustu gsgssan sebagal common sense.

- Sebuah common sense yang mampu membentuk “kebenaran

dalam dirinysa", yang dapat menciptaksn "realitas sosial"
baru.

Melalul serangkaian diskursus, rezim ini tampil
dalam sebuah Orde yang bisa meligitimasi hegemoni yang
tangguh. Susatu realitas sosial yvang tercermin apabils
kita mendengar kata Qrde Baru, maksa yang terliﬁtas
sdsalsh adanysa stabilitas, pembangunan, pelsaksanaan

Panecasila dan UUD "45 secars murni dan konsekuen. Dan

10.) Konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonico Gramsci,
pada dasarnya berciri "lunak"” dan "subtle" dalam memahami represi
negara. Yang dicapai melalui diskursus yang sistematik, terarah dan
berkelanjutan guna memenangkan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau
rezim secara sukarela. Unsur terpentingnya adalah penerimaan publik
{public cansent), bukan paksaan. Jadi masyarakat menerima sebuah
ide atau rezim karena mereka menganggsp dalam ide tersebut terkan—
dung ‘“common  sense' yang didalamnya mengandung suatu  kebenaran.
Sebuah kebenaran yang mampu menciptakan realitas sosial. Berbeda
dengan konssp dominasi, yang pada dasarnya menggunakan kekuasaan
vang memaksa (coersive power), dalam Sparinga, Makalah GSeminar
Nasional Pernyusunan W yang demokratis {(kajian politik), 1998.




melslui proses inklusiweksklusi (memasukkan-mengelusar-
kan) dan menempuh cars hirarkhis sistem binner (binary
system), serta menggunakan salah satu dari pola mendeva-
luasi (devaluste), memarginalisasi (marginalise) atau
kalau perlu membungkem (silencing) atas semua hal vyang
tidak diinginkan (proses eksklusi). Tak pelak 1lagi
apabila sasaran yang ingin dicapai didasari demi kepen-
tingan nasional, maka itu artinya semua yang tidak
termasuk dalam konsep kepentingan nasional, seperti
kepentingan suku, kepentingan lokal atsu kepentingan
daerah mengalami devaluasi, marginalisasi atau "silenis-
asi"”. dan dengan dengan sendirinya berkedudukan rendah
dalam sistem biner terhadap kepentingan nasional.

Hal yang sama terjadi dalam bidang perburuhan,
seperti : politik pengupsahan, orgasnisasi serikat buruh,
hubungan industrisl Pancsasila, penyelessian perselisi-
han, dan kehadiran aparaf militer dan polisi yang terli-
bat dalsm unjuk rasas dan pemogokan buruh, itu semua
menunjuk pada realitas sosial dari konsep hegemoni
sebuash rezim, sehingga buruh benar-bensar mengalami
devaluasi, marginalisasi dan ‘"silenisasi®”.

Selain itu eksistensi Serikat Buruh yang bebas dan
independen dikekang, hak-hak sipil dan politik buruh
seperti hak berorganisasi dalam serikat pekerja berda-

sarkan pilihan pekerja sendiri, hak berunding senara




kolektif dihambat dan ditekan. Organisdsi FBSI wvang
bersifat federatif, yvang dibentuk pada tshun 1973 senga-
Ja dirancang sebagai alat kontrol. FBSI yang kemudian
diubsh namanya menjadi SPSI yang bersifat unitaristik,
tidak bisa membawa aspirasi dan Kepentingan para pekerja
berhadapan dengsan pihak pengusaha. Perubshsn struktur
SPSI tidak secara fundamental merubah kebijakan pemerin-
tah yaitu tetap membatasi dan mengontrol hak-hak sipil
dan hak politik para buruh.

Dalam memahami gerakan buruh sebagasi gerakan sosial
dapat dikaji dsri 2 (dua) pendekatan, yaitu :11
Pendekatan pertama, ini dipengaruhi oleh teori fungsio-
nalisme atau sering disebut Struectural Functionslism
dari Talcott Parsons, yang melihat masyarakst dsn pransa-
ta sosial sebsgsil suatu sistem, yang seluruh bagiannya
saling bergantung satu sama lain dsn bekerjs sams guns
menciptakan keseimbangan. Dengan demikian keseimbangan/
equilibrium merupskan kunci uvtama dalam teori ini.
Bagaimana sistem masyarakat menjaga keseimbangannys,
diperlukan nilai-nilail standar yang diterimsa bersanma.

Kesatuan dan perssatuan dianggap sebagai kuneci utama,

sehingga geraksan sosial atau pretes pekerja (sosial)

11.) Mansour Fakih, 1996, Masyarakat Sipil — Lhtuk Transforma—
si Sosial - Pergolakan Ideologi LSY Indonesia, Pustaka Pelajar,
Jogyakarta, hal.41-47.




dianggap sebagai konflik yang mengganggu keharmonisan
masyarakat, dan oleh karens itu harus dicegah. Kalaupun
perubahan itu harus dilskukan maks perubshan itu dilsku-
kan di-dalam sistem dan secara teratur, bertahap, yang
selalu menyeimbangkan kembali (akan menghasilkan susatu
keadaan keseimbangan yang bergerak). Meskipun Fungsiona-
lisme mengklaim sebagai teori tentang perubahan sosial,
namun pada dassrnya ia merupakan teori vang melanggeng-
kan status-quo. Dengan begitu teori ini bisa dipshani
sebagal teori tentang stabilitas sosial dan konsensus
normatif.

Pendekatan kedua, yang melihat gerakan pekerja sebsagai
fenomena positif, yskni sebagai media konstruktif vyang
nemungkinkan perubahan sosial. Pendekatan ini didasarkan
pada Teori Konflik. Ada 3 (tigsa) ssumsi yang merupsksn

dasar dari teori konflik, vaitu

al. Setiap kelompok masyarakat (organisasi pekerja) mem-

punyai kepentingan yang harus dicapai.

bl. Kekuasaan adalsh intisari struktur sosial, dan ini me
lahirkan perjuangan untuk mendapatkannya.

c¢]. Hilai dan gagassan adalah senjata konflik yang diper-
gunakan oleh berbagsai kelompok untuk mencspsi tujuan
masing-masing dari pada sebagai alat untuk memperts-
hankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Sengketa atau konflik merupsksan bsasgian dari kehidu-

10




pan sosisl yvang tidak terelakkan dalam setisp masyara-
kat. Aksn tetapl sengkets yvang ada tidak hanya bersifat
negatif sebagai faktor penyebab terganggunys keserasian
hubungan sosial, namun juga dapat mendorong terjadinys
perubahan-perubsahan. Dengan adanya perubshsn-perubshsan,
maka pola-pols baru dapat tercipta dalam hubungan sosial
antara kelompok sosisl vyang berbeda latar belakang
kehidupsnnya. Nilai-nilai baru dapst terjadi lewat
penyelesaian atau penanganan sengketa dengsan kepentingaﬁ
vang berbeda. Dalam bidang hukum, maka asumsi ini 1lebih
Jauh memberikan pengertian bahwa sengketa-sengketa vang

diselesaikan dengan sadar dan dengan Jjalan pemecahsn

vang dapat diterima oleh semua pihak dapat menyumbanghkan

pegangan bary satau pola-pola baru bagi penyelesaian
sengketsa.

Dalam kondisi masysrakat yang sifstnya heterogen/
msjemuk, pola-pola penyelesaiasn sengketa ditentukan oleh
struktur dsri sistem hukum dan faktor sosial budaya
lainnya seperti struktur dan organisasi sosial dan
perubahan-perubahan nilail yang diakibatkan oleh proses

interaksi sosial.

Istilah sengkets atau konflik merupsakan pertentangan

11

atau perselisihan terhadsp apa saja, baik antara dus

pihak atau 1lebih yang timbul dari kepentingan-kepen-

tingan vyang berbeda. Misalnya pada individu-individu




atau kelompok-sosial . stau institusi-institusi. 8leh

karena senghketa ini merupakan bagian vang tidak dapst

dihindarkan dari kehidupan sosisl. Secars eksplisit
mengulas bahwa sengketa stsu konflik itu daspat dibedakan
sebagai berikut : (1) Pra Konflik, yaitu keadaan vang
mendasari rassa tidak puas seseorang stau kelompok. (2)
Konflik, yaitu keadaan dimana para pihak menyadari stau

mengetahuli tentang adanyas perasasan tidak puss terse-
but. (3) Sengketa yaitu keadaan dimana konflik tersebut
dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan pihak
ketiga.

Penyelesaian sengketa adalsh suatu usaha pihak-pihsk
vang bersengketa dibantu oleh parsa penengah untuk dapat
menghilangkan ketidak sepskatan yang ada atau paling
sedikit menguranginysa dengan menggunskan beberapa prose-
dur hukum +yang telah disepakati secara bersama, di
tempat penyelesaian sengketa dilakssnskan. Dalam penye-
lesaian sengketa bukan semata-mata hanysa mencari keputu-
san akhir, tetapi mencaril kesepakatan bersama vang
diakhiri dengan memuaskan semus pihak yaitu dengan Jjalan
kompromi atau damai.

Dengan demikian, Jjelaslsh bahwa posisi pengussahs
vang Jjauh lebih kvat secara sosial-ekonomis seringkali

berakibat terhsdsp bekerjanya hukum dalam masyarakat,

sehingga tujuan hokum ketenagakerjaan seperti disebutkan

12




diatas sering kali tidak dapat dicapsi .atau bergeser
dari harapan idealnya. Gejala seperti ini, mewarnai
hubungan industrial di Indonesia.

Dalam hal ini Holyneux,lz nenyatakan bahwa ﬁerbaikan
hanya dapat diupayakan melalui perubahan insititusi-
institusi yang telsh meletakkan pekerja pada pogisi
subordinasi. Perubahan yang dimaksud diantaranya membe-
rikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerjs dan
memberikan tinghkat kesejahtersan vang memadsai. Posisi
buruh yang secars struktural dalanm aspek ekonomi
sebagai "penghasil nilai surplus", secars tidak langsung
menjadi penentu sektor-sektor lain untuk survive. Untuk
itu sektor lain berkepentingan terhadap langgengnya
status quo posisi strﬁktural kelompok buruh. Dinamiksa
kontradiksi antara kaum buruh dengan sektor lainnys ini
menjadi salah satu Ffaktor yang menyebabkan tidak ber-
daﬁanya kelompok buruh.

Oleh kafena itu pelanggaran hak-hsk buruh, tidsak
bisa hanya ditujukan pada hubungan buruh dengan pengusa-
ha saja. Persosaslan kelompok buruh akibat dari posisi
struktural vyang tidak menduntungkan antara kelompok

burnh sebagsi sustu bagian dsri eivil sociefy berhadapan

12) Molyneux,Maxine, 1985, Mobilitation without Emancipaticn,
dalam Hendytio, Medelina K.,Babari, j, Femberdayaan Kelompok Feker-—
Ja, Penyunting Prijono, Onny 5..,Pranarka, A&W., Femberdayaan,
Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, hal.l178.
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dengan keseluruhan sektor negara. Oleh karena itu lang-
gengnys posisi struktursl kelompok buruh menjadi Lang-
gung Jawab semua aparsat dalam sistenm yvang saling berksi-
tan. Artinya posisi kelompok buruh bergantung psda teori
dan wvisi pembangunan vang diterapkan, spakah keinginsan
untuk tetsp mendukung dan memperjusngkan agar teori dan
visi tersebut dilsnggengkan, stan memang ada kesadsaran
dan kehendak untuk melakukan perubazhan struktural demi

untuk memberdayakan kelompok buruh.

B. Perumusan masalah

Setelah mengetahui kondisi obyektif buruh vang
antara lain : tingkat upah yang diterimas buruh rendsah,
tingkst pendidikan buruh jugsa rendah, adanyas tingkst
pengangguran yang tinggi, jumlah penawarsn tenags kerjs
lebih besar (kebanysksn vang "unskilled labour" dari
pada vyang “skilled labour' terhadsp jumlah permintaan,
serta kondisi keris vang Jelek (memprihstinksan),
Kesemuanya ini mengakibatkan ketidskberdayaan kelompok
buruh, vyang ditsndsi dengan lkeberadssn organisasi/
serikat buruh sebagai alat kontrol dari pemerintah.
Sehingga tidsk biss menperjuangksn aspirasi dan
kepentingan psara buruh. Hak-hak ekonomi, sosisl dan
politik buruh dikekang (dihambat), seperti hak untuk

berorganisasi dalam serikst burnh vang sesusi dengan




C.
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pilihan buruvh sendiri dilsranzg, hak uantnk berunding
secars Holekiif dipersulit. Yang nsmpsak hsnvalah kebers-
daan institusi buruh vang marjiinal atauy terpinggirkan,
lemsh, tidak berdsysa.
Dari ursisn tersebut, rumusan masalszh vang diaiukan
dalam perelitian ini sdalah
1. Dari pendekstan socio-legal spa yang meniasdi faktor
penyebab fLimbulnys ketidsak berdavsan hukum dalam
bidang perburuhan sehinggs keberadsan buruh menjadi
terdevaluasi, terpinggirkan dan menjadil apatis
(silencing)} dan lemah (Lidak berdavz) 7.
2. Mengaps pelaznggarsn  hak-hak bﬁruh vang terjadi di
Jayapuré, tidsk adas gersksn perlawanan dari kelowmpok

buruh ?

3. Apa sajis golusgi yang dibutuhkan dalam pemberdavssn

hokuw kelompok burnh 7

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan vang menyebsbkan
ketidakberdayasn hukum kelowpok buarubh dan solusi
remberdavaannys .

2. Untuk wmendapstisn gambaran mengensl penegakan  hakam
di bidang hetensgshkerjsan, kKhususnys yvang menyanghkutb
rerlindungzn buruh.

3. Untuk mengsnalisis maknae vang terkandung dalsm  segl-

tiga pols hubungan antara buruh, pengusaha dan  pemne-

rintah {(negsarsa).
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D. Hanfaat Penulisan

2.

b

Secsra nmumn.

Diharapkan dapst memberikan kontribusi secsra Lteori-
tis berupa kajisn dan pengembangan Ilmo Hukum dslam
bidang ketenagakerdasn. Disamping it dapsat Jjugs
dipergunakan sebagal referensi bagi peneliti lain
vang melakuksn penelitisn sejenis, sSecaras lebih
mendalan dalam linghkup vang lebih luas.

Secars khusuas.

Diharspkan dapat dipsrgunakan untuk menyusun kebijas-
kan dibidang Lketenagakerjasan, 'dalam pemnberdaysan

hubkum institueil pekerjs.

E. Hetode Penulisan

1.

Pendekatlan

Penelitiszn ini mempergunsksn metode knslibtatif
dengan pendekstan yang bersifat yuridis sosiologis
atan socic~legal approach. Penggunssn wmetode dengan
pendekatan ini dimaksudkan untuk wewmahawi  hubungan
dan  keterkasitan entars sagspek-sepek tmkum, dengan
realitas empirik dalam wasyarakst. Dalam hubungan
ini, lkarakteristik khusus dari snalisis-znslisis di

dalam sosiologi hokum mencoba untuk menghubungkan
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! antara hukum dsn perilsku sosisl.1S
Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat
} sebagai suatu entitas normatif vyang mandiri atau
isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai
bagian riil dari sistem sosial vang berkaitan dengan
variabel sosial lainnya.l4

Sedsngkan metode kualitatif dipergunsksn untnk
menghasilkan dats deskriftif-naratif mengensai latar
belakang sosial budaya orang-orang (para buruh) vang
menjadi sassran studi. Melalui penelitian ini skan
dapat melskukan perekaman vang lebih cermat terhsdsp
fenomena sosial tertentu dengan cara menghimpun

konsep dan fakts.

Pengan penggunaaan metode penelitian kualitatif

I

ini di harapkan akan ditemnkan makna-makns yang ter

sembunyi dibalik obyek ataupun subyek vasng akan

diteliti, dengan demikian metode ini dapat menjangkau
dua hal seksligus yaitu dunia obyektif dan subyektif.
Metode penelitian kualitatif sebagail suatu konsep
keselurvhan [holistik] untuk mengungkspksn rahasisa

sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam

13} ndam Pedgorecki dan Christopher J. Whelan, (ed), Socio-
logical Approaches to Law, Diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan
G. Kartasaputra, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hal.272.

14) Roony Hanitidjo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum
dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.34.




keadaan sewajarnya [natural setting], mempergunakan

cara kerjs yang sistematik, terarah dan dapst diper-

tanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya

merekam hal-hal yang nampak secsrs eksplisit =saja

melasinkan harus melihat seecsrs keseluruhan

fenomenasa
vang terjadi di dalsm masyarakst.l9
! Penggunaan metode kuslitatif ini, mempunyasai
| beberapa kelebihan dibandingkan metode lainnys,
vatitu:
.

menyesusaikan metode kualitstif lebih mudsh spabils

berhadapan dengan kenyataan ganda,
! b. metode kualitatif menyajikan secars langsung
| hakekat antars peneliti dan informan,

¢. metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan
‘ diri dengsn banyak pensjamsn pengsruh bersams dan
: pola-pola nilai yang dihsdapi.

Menurut Sanapiah Faisall6 proses penelitian yvang

dilakukan dengan alamiah terdiri dari 3 tahap

vaitu,
pertama : tahap orientasi/eksplorssi yang bersifat
menyeluruh; kedua : tahap melakuksn eksplorasi secars

terfokus, sesuai dengsn domsin yang dipilih sebagai

15-) H. Hadari Newawi dan H. Mimi Martini, 1994, Peneli-

tian. Terapan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal.
175.

16) Sanapiah Faisal, 1980, FPenelitian Kualitatif Dasar-Dasar
dan Aplikasi, Malang, Yayasan Asah, Asih, Asuh, hal.s8.
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fokus; ketiga : tahap pengecekan dan keabsahan data.

Selanjutnys dikatakan bahwa banyak hsl-hal vang dapat
di angkat dari berbagai dimensi dslanm penelitisn
kualitatif ini, salah satu diantarsnya islash untuk

mendapatkan pemahaman vang utuh mengensi fenomena

atau gejala, kenyataan, tingkah laku sosial dsn

budays.

2. Paradigma

Didalam pendekatan interdisipliner, paradigm&17
memegang peran penting, ia dijadikan pedoman untuk
menentukan pilihan pokok persoslan dan arsh model
analisis dasar vysng akan dipergunakan. Suatu peneli-
tian vyang menempatkan masysrakat dan hukum sebsagai
titik pangkal analisisnya, umumnysa mempergunaksan

paradigma hukum secara sosiologis. Penggunasan para-

19

digma vyang demikisn diharapkan dapat mengungkapkan -

essensl darl aspek sosisl kultural yang mempengaruhi

17.) Secara umum Robert Freidrichs, mengartikan paradigma
sebagal suatu pandangan yvang mendasar dari suatu disiplin ilmu
tentang apa vang menjadi pokok persoalan  (subject matter) vyang
semestinya dipelajarinya {a fundamental Image adicipline has of its
subject matter), dalam Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu  Sistem,
Bandung, 1992:71. Dan Paradigma disini merupakan suatu Jjendela
dimana peneliti akan memabami dan menafsirkan secara obyektif
berdasarkan kerangka acuan : konsep—konsep, asumsi—asumsi dan
katagori-katagori tertentu. Suatu penelitian walaupun mengkaji
suatu fenomena yang sama namun mempeirgunakan paradigma yang berbe-
da, maka hasilnya {(output) juga akan berbeda, dalam Zamroni, Fez—

ngarntar Pengembangan Teori Sosial, Tiara wacana, Yogyakarta, 1992:
22) .




bekerjanya hukum, melslui paradigma ini hukum tidsk
dilihat semsta-msta sebagai perwnjudan atauy pencermi-
nan dari konsep-konsep dan aturan-aturan hukum, szebsab
regalitas hokum sesungguohnya sebagai perwujudan dan
pencerminan dari struktur masyarakat tempat ia
menjadi bagJ'.:aLr'xr'vyfa.1-8 Paradigma hukum yang sosiologis
secarsa katagoris bersifat ganda, dalam penelitian
ini katagori paradigma vang dipilih adslah raradigma
fakta sosial. Sebab analisisnya lebih menitik berat-
kan kepada varian: struktural, fungsional dan dis-
fungsional suatu substansi aturgn perundang-undangan
maupun status struktural ysng marjinal dari posisi
buruh berhadapan dengsn pengusahs.
3. Informan
Penentuan informan,l® dalam penelitian dilaknkan

secara purposive dengan mengikuti Snow Ball sam-

18.) Nasikun, 1995, Sistem Sosial Indonesia, RajaGrafindo
Utama, Jakarta, hal &4.

19.) Dipergunakan informan dan bukan responden. Karema kedudu-
kan peneliti, pads waktu bekerjia {(meneliti} dimulai dari ketidak
tahuan, sehingga lebih cocok mempergunakan informan. Selain itu
berkaitan dengan babasa yang dipergumakan untuk memformulasikan
pertanyaan. HMal ini disebabkan karena penelitian dengan responden
menggunakan standar tersrtuktur sedangkan pernelitian dengan  infor—
man pertanyaan muncul secara simultan sesuai konteks dari  sistim
sosial budaya informan, dalam James P. Spradley, 1997, Metode
Etnografi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 35-40. '

. T Tl T T E R
Cpoer s
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plingzo vang berhenti bilamsna terlihst adanya indi-

kasi sudah tidak muneyl suatu variasi atau informasi

baru. Informan awsl dslam penelitisn ini dikategori-
kan dalam 5 satuan amatan, yaitu
8. Pars Buruh
b. Pengurus Serikat Pekerjs (SPSI)
¢. Manajemen Perusahaan
d. Kelompok Pemerhati Masslah Perbuyruhan
e. Pihak Aparat Departemen Tenaga Kerjs vang terkait.
Dalam rangks untuk memperoleh dats vang akurat
dan dapat menggali makna simbolik, penelitian ini
Juga menggunakan informan kunci dari masing-masing
satuan amatan tersebut.
Jenis dan Sumber Data
Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif vyang
memfokuskan pada perilaku manusia, maka dats vyang
dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1)
data primer yang bersumber atau diperoleh dari pene-
litian lapangan, dan (2) data sekunder yang dilakukan
melalui studi pustaka maupun dokumen-dokumen vang
diperoleh pada waktu awal maupun pads sast penelitian

lapangan. Untuk selanjutnya dilakukan analisis sgecars

20)  Lexy J.Moleong, 1993, Metode Penelitian Kualitatif,

Remadja Rosda Karya, Bandung, hal.lé&3.
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mendalam terhadsp dats tersebut.
5. Hetode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi,
wawaﬁcara tidak terarah (non-directive interview) dan
wawancara mendalam (depth Iinterview).
Penggunaan metode di atas aksn dilakukan secars
bersams-sama untuk memperoleh data yang selengksp-
lengkapnya. Hal-hal yang sulit dilakukan dengan cars
wawancara dapat dilakukan dengan pengamatan terlibat,
sebaliknys hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan
cara pengamatan dapat dilakukaﬁ melalul wawancsara
tidak terarsh maupun wawancars mendalam. Observasi
dilaskukan tidak hanys mencatat suatu kejadian atan
peristiwa akan tetapi jugs segsla sesuatu vang diduga
berkaitan, sehingga dalam setiap observasi selslu
dikaitkan dengan dua hal, vyakni informasi dan
konteks agar tidak kehilangan maknanya.21

Dalam wawancara tidak tersrah tidsk mendssarksan
atas suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah
tersusun lebih dshulu. Pewawancara tidsk memberikan
pengsarahan yang tajam, tetapi diserahkan kepads vyang
diwawancarai untuk memberikan penjelassan menurut

kemauannya sendiri. Wawancara seperti ini mempunyai

21) Nasution, 5, 1992, Metode Penelitian Naturalistik, Tarsi-
to, Bandung, hal.SB.
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beberapa  keuntungan (1) mendekati keadszan vang
senyatanya, karens didasarkan spontanitas yvang
diwawancarsai; (2) lebih mudah wuntuk mengidentifikasi
masalah vyang diajukan oleh pewswancara; (3% 1lebih
banysk kemungkinan untuk menjelajah berbagai sspek dari
masalah yang diajukan.22

Sedangksn wawsncars wmendslam diharzpksn dapat

menggali lebih dalam mengenai aps yang dipercleh manpun

vang tidak dipercleh melalui amstan di lapangan.

Analisa Data

Analisa data vyang dipergunaksn adalah model

interaktif, seperti skema di bawah ini

Pengumpulan
data l
'S -
. Penyajian
" data
N Reduksi
data
Kegimpulan-kesimpulan
Ly Penarikan/ Verifikasi

Model analisa data kuslitstif Jjenis ini, merupskan

upays vang berlanjut, berulasng terus dan terus-menerys

“ Ronny Hanitijo Scemitre, 1998, Op.cit, hal. &0.




bergerak diantara empat sumbu kumparan tersebut
secara bolak-bslik, sehingga masslah reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi
menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan seba-
g€al rangkaian kegistan snalisis vang saling susul-
menyusu1.23

Selanjutnya =agar snslisis data melalui model
interaktif ini lebih sistematis, diperlukan teknik
analisis mempergunaksn analisis taksonomise? vaitu
penelashan yang dilskukan lebih rineci dan mendalam,
vang difokuskan pads masalah-masalah tertentu stsau
domain-domain tertentu. Pentahapan anslisis dilakukan
sebagai berikont : Pertama, dilskukan analisis secara
diskriftif sebagai tahap awal dengan mengarsh padsa
hal-hal yang perlu diperhatiksn satau menentukan
kategori; Kedua, menganalisis hal-hal ysng menjadi
perhatiasn atau yang paling menonjol untuk ditentukan
sebagai domain; Ketigs, mencari staw menghubungkan
antara domain satu dengan lainnya, didalamnya ads
unsur keterksitan, hubungan kontras, sebsb akibat,

sehingga akan dapat diketahui secara mendalsm.

7. Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek kehandalan dan keakurstan data,

23) Matthew B.Miles., Michael B.Huberman, 1992, Aialisa data

Kualitatif, Ul PPers, Jakarta, hal.l9-20.

24) Sanapiah Faisal, Op.cit. hal.98.
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maka digunakan teknik Triangulasi data, vaitu teknik
pemeriksaan keabsahan dats yang memanfasstkan sesnstu
vang lain diluar data itu untuk keperlusn pengeceksn
atau‘sebagai pembanding terhadap dats itu.25
Denzin, 2% membedakan empat macam trianggulasi seba-
gai teknik pemerikssan yang memanfaatkan penggunasan
sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian
ini teknik yang digdnakan adalah triangulasi sumber,
vakni membandingkan dan mengecek bslik derajat keper-
cayvaasn suatu informasi yang diperoleh melslui waktu
dan alat yvang berbeds. Hal ini dspat dicapai melalui
Jalan: pertama, membandingkan data hasil pengamatan
dengan data hasil wawancars; kedus, membandingkan
apa yvang dikatakan orang didepsn umum dengsn apa yang
dikatakan gecara pribadi; ketiga, apa yang dikataksn
orang pada situasi penelitian dengan aps yang dikats
kan orang sepanjang waktu; keempat, membandingkan
keadaan dan perspektif dengan berbagail pendapsat yang
berbeda gtratifikasi sosialnya; dan kelims, memban-
dingkan hasll wawancars dengsn isi suatu dokumen yang

berkaitan.z7

29) {exy J.Moleong, Opcit, hal.i78.
26} Ibid.

27) 1bid.
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F. Sistematika dan Tanggung Jawab Penulisan

Tesis ini, dapat dipilah-pilah menjadi beberaps ba-
gian, dari bagian satu kebagisn lainnyas diupayakan ter-
dapat suatu benang merah, sehinggs merursksn sustu kess-
tuan yang utuh.

Substansi tesis ini berussha untuk mengungkaphan
kondisi obyektif buruh, faktor-faktor vang menyebabkan
keberadaan buruh menjadi tidak berdsys, terpinggirkan
serta terdevaluasi, termasuk langkah-langksh pemberdaya-
annya sehingga perlindungan hak-hak buruh dapat diting-
katkan. Oleh sebab itu dalam hubungsn buruh majikan
kedudukan diantars para pihak tidék bisa disejajarkan,
sebab kekuatan mssing-masing jelss berbeda. Dalam kes-
daan yang demikian ini maks pihak vang mempunysi kekus-
tan lebihlah yang mendominasi pihak vyang lain, vyaitu
pihak buruh vang berada padsa posisi atau kedudukan
vang lebih 1lemah. Pengusaha yang menguasai modsal dan
faktor-faktor produksi, akan lebih berperan dalam menen-
tukan kondisi kerja termasuk syarat-syaratnya terhadap
para buruh.

Satjipto Rahardjo dan Esmi Warassih, menegaskan
bahwa keberpihakan hukum pada pihak yang lemah, sejak
awsl sengaja dibuat untuk menjamin agar pihak vang lemah
tidak dirugikan. Ternyata formalisme telah melupaksan
bahwa tidak semus orang memiliki kemampuan, kesempatan
dan tingkat kesejahteraan yvang ssma, baik kesempatan
pendidikan, kekuassan atau bidang-bidasng lainnya. Se-

hingga dapat dimungkinkan bahwa hukum membuka lebar-




lebar ketidak-adilan hadir "menyamar" sebagai keadilan.

Dalam penelitian ini katagori praradigms yang dipilih
adalah paradigma fakta sosial. Sebab analisisnya 1lebih
menitik beratkan kepada varian: struktural, fungsional
dan diéfungsional suatu substansi saturan perundang-
undangan maupun status struktural vang marjinal dari
posisi buruh berhadapsn dengan pengussha.

Strategi pembangunan dibawsh rezim Orde Baru, yang
lebih mementingkan ekonomi dsri pads politik, dengan wu-
jud pendekatan vang didasarksn pads stabilitas politik,
liberalisasi ekonomi dan arus masuknya modal asing,
menjadi gambaran kondisi perburuhsn pada tiga dekads
belakangan ini.

Demikian refleksi dari diskripsi Bab I, untuk selan-
Jutnys pada paparan Bab II, berisi mengenai bekerjanya
hukum dalasm masysrskat dan hubungan antara hukom dan
ekonomi. Dalam menjelaskan proses-proses bekerjanya
kekustan sosial dan pribadi teori Cybernetic Relations
dari Talcott Parsons dipakail sebagai acuan. Jugs penga-
ruh lingkungan terhadap penegakan hukum sebagai susatu
lembaga tidak dapat diabaikan, yang dikemukakan oleh
Chambliss dan Seidman. Pendeksatan sistem serta konsepsi
pemberdayaan dan pemberdayaan hukum dalam visi buruh,
langksh~langksh pemberdayasnnya dalam rangka melindungi
hak-hak buruh agar statusnya tidak marjinal dan terdevs-
luasi Jjugs dijelaskan.

Selanjutnys dalam Bab III, memapsrksn industrislissz-

51 dan ideologi pembangunan vang sedang berlangsung vang
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dipercaya, karensa menjanjikan haraspan untuk wmengatasi
masalah keterbelakangan dan kemiskinan vyang begitu
dominan mempengaruhi umat manusias secara global. Juga
Perlindungan hak-hak buruh dalam perspektif HAM, vyang
bertitik tolak pada pernyatsan Hak Asasi Manusia PBB dan
Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial
dan budaya, yang dibuat berpasangan dengan hak-hak sipil
dan politik, mempunyai makna yang penting karena buruh
memerlukan kebebasan menggunakan hsk-hak sipil dan
politiknya dalam pembentukan struktur organisasi buruh
dalam rangksa penentuan nasib mereka sendiri. Dengan
demikian implementasi dari hak-hak sipil dan hsk-hak
politik sangat terkait dengan memposisikan kekuatan
masyarskat sipil (ecivil society) didalamnys. Hasyarakst
sipil sebagal masyarakat politik yang telsh mengenal,
menghormati dan melindungi hak-hak dasar/hak asasi
manusia (human rights) warganya. Ini yang kemudian
dikenal sebagsi hak-hak sipil (ecivil rights). Sehingga
dalam sustu c¢ivil society terdapat adanyvs kenystasan
bahwa negara menghsrgai hak-hask dasar dari rakystnysa.
Dan untuk mengukur keberhasilan suatn pembangunan vang
dilakukan oleh suatu bangsa, maka indikator kenaikan
pendapatan bukan lagi menjadi sstu-satunya tolok ukur,
tetspi dilihst apakash vang dilsksanaskan oleh suatu
negara yang mampu menciptakan sustu civil society

atau tidak. Kemudian diunraikan penegakan hukum serta buo
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daya hukum dalam sengketa perburuhan. Dslam perspektif

pendekatan sistem, Lawrence M Friedman menegaskan bahwa




untuk kepentingan anslisis, maka sistem hukum vyang
beropergsi dapsat disnggap sebagai =uatu sisten vang
terdiri atas tiga komponen, yaitn : komponen substansi,
komponen struktursl dan komponen budaya hukum.

‘Dalam bab selanjutnya (bab V) digambarkan mengenai
karak-teristik perburuhan di Jsyapurs dan perubahan
sosial. Kondisi perburuhan yang dibshas meliputi pengu-
pahan, Jjaminan so0sial, organisasi serikat buruh dan
adanya konflik perburuhan. Pengupahan yang masuk sebsgai
biaya produksi secara keseluruhan, dan biaya produksi
ini dapat diteksn seminimal mungkin, menjadikan upah

buruh menjadi sangat murah. Peran dari Pegawai peagawas

- perburuhan memegang peransan penting dalam rangks penega-

kan hukum perburuhan, karens apsarat inilah yang diberi-
kan wewenang mengawasi berlakunys ketentuan hukum perbu-
ruhan. Membahas pengawas perburuhan khususnya dan De-
partemen Tenaga Kerja dari aspek birokrasi, dikemukakan
oleh T.5. Susanto, bahwsa pads awslnya birokrasi dicipta-
kan untuk melayani kepentingan masyarakat luas, tetapi
dalam kenystaannya justru masyarakst yang harus melaya-
ni birokrasi. Dan dalam perkembangannya cenderung
menjadi birokrasi vang ambaudendo, yang serba kuass.
Dari birokrasi seperti ini lahirlah kebudayaan birckra-
tis.

Selanjutnya sebsgsi penutup, seperti terpspar pada

Bab V disajikan tentang kesimpulan dan saran.
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BAB I1I
EERANGEKA PEMIKIRAN TENTARG HUKUH DAN HASYARAKAT
DALAM PENDERATAN SISTEM

A. Tempat Hukum Dalam Masyarakat.

Hukum dsn masyarakat merupakan dua sisi yang ber-
kaitan erat satu sama lain dan saling mempengaruhi.l
Memahami hukum vyvang berads daslam mssyarskat, berarti
hukum lebih dilihat sebsagsi popla-polas perilaku sosial
yvang terlembagakan, eksis sebagai varisbel sosial empi-
ris. Disini hukum diamati sebagal suatu fenomena sosisl
budaya vang riil dan fungsionil dalam masyarskat. Padsa
satu sisi hukum sebagail faktor determinan (menentukan),
dan masyarskst sebagail fakior indeterminan {(ditentukan).
Pada sisi yang lain Hukum diamati sebagai faktor inde-
terminsn dan masyarakat sebagsi faktor determinan.

Memshami dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya
karens fokusnyas lebih menyangkut pada persoalan bekerja-
nya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini hokum tidaklah
dikonsepsikan sebsagai suatu gejala normatif yang otonom?
tetapi sebagsai suatu pranata yang berfungsi sosial, dan

lebih bersifat empiris, oleh karena itu dalam langksah-

1) Adsgium : Ibi Soceities, Ibi Ius, dari Cicero
yang bermakna tiada masyarskat tsnpa hukum dan tiada
hukum tanpa masysrskat, menggambarkan bahwa manusisa dan
masysrakat itu memiliki tatanan (hukum) dalam kehidupan-
nyva. (Thoga Hutsgalung, 1980, Beberapa Pemikiran Tentang
Hukum Yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran, Armico,
Bandung, hal.b50)
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langkah penelitisnnya harus mendapat bantuan dari ilmu-
ilmu sosial lasin terutama sosiologi hukum baik dari
aspek metode maupun teori-teori yang aksan mendukung
penelitian tersebut. Metode penelitian seperti ini
sering juga disebut dengan socic-legal research.
Terdapat paling sedikit 3 [tigs] perspektif dari
fungsi hukom di dalam masyarakat,? pertama ialah per-
spektif kontrol sosial dari hukum, tinjauvan ysng demiki-
an ini dapat dikatakan sebagai tinjawuan dari sudut
pandangan seorang polisi terhadap hukum [the policeman
view of the law]. Pada hakekatnya kontrol sosial adalsh
salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling
banyak dipakai di dslam studi-stydi kemassysrakatasn. Ia
mengacu kepads berbagai slast yang dipergunsksn oleh
suatu masyaraskat untuk mengembalikan anggota-—anggotanya
vang Lkepala bstu ke dalam relnys. Tidsk ada masyarakat
yang biss ada tanpa kontrol sosial.?
Perspektif yvang kedua dari fungsi hukum di dalsm masys-~
rakat adalah perspektif social-engineering ysng merupa-
kan tinjsuan yang dipergunakan oleh para pejabat [the
official 's perspective of the law], oleh kareha fokus
perhatiasnnys adalah apa vyvang diperbuat oleh pen

guasa/pejabat dengan hnkum, maka tinjauan ini kerapksli

2.) Ronny Hanitijo Scemitro, 1989, Perspektif Sosial dalam
Pemahaman Masalah—-Masalah Fukum, Agung, Semarang, hal.l0.

3.1 peter L. Berger, 1985, Invitation to Sociology, A
Humanistic Ferspective, alih bahasa Daniel Dhakidae, Jakarta, Inti
Sarana Aksara, hal. 98.
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disebut Juga the technocrat’'s view of the law. Yang
dipelsjari disini adalah sumber-sumber kekuasaan apa
vang dapat di mobilisasikan dengan menggunakan hukum
sebagai mekanisme.

Perspektif vyang ketiga adalszah perspektif emansipasi
masyarakat terhadap hukum, perspektif ini merupakan
tinjauan dari bawah terhadap hukum [the bottom’s up view
of the law]. Hukum dalam perspektif ini meliputi kajian-
kajian hukum seperti misalnya, kemampuan hukum sebagsai
sarana pemenanpung aspirasi masyarakat, budaya hukum,
kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Pads saat ini hampir seluruh bidang kehidupan
manusia/masyarakat diatur oleh peraturan-peraturan
hukum. Peranan hukum sebagal social engineering vyang
semskin meluas ini menunjukkan semakin pentingnya pexa-
nan hukum pada masyarakat modern yang semakin kompleks.

Konsepsi operssional dari rekayasa sosial dengan
sarana hukum, ada dua yaitu : a]. konsep tentang ramalan
mengenai skibat-akibat (prediction of conseguenses) dari
Ludberg dan Lansing vyang mengemukakan bshwa setiap
atursn hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, mnen-
berikan dorongan pada tingkah laku para pemegang peran.
Tingkah laku setiap individu mewujudkan suatu fungsi
dalam bidang di manapun individu itu bertingkah laku.
bl. Hans Kelsen menjelaskan bahwa peraturan hukum vang
ditetapkan pemerintah dalam negara modern mempunyal

aspek ganda. Yang pertama, peraturan hukun diterapkan
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pada masyarakat (aspek primer), vang kedua, mengharapkan
hakim wmenetapkan hukuman jika ads anggota masyarakat
yvang melanggar (aspek sekunder).4

Dengan demikian hukum modern merupakan suatu proses
vang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-
kebijakan dan kemudian menerspkannya dalam masyara-
kat, maka dapatlah dikatakan, bahwa ia mempunyai tujusn
untuk mengatur masyarakat secars efektif dengan menggu-—
nakan peraturan-peraturan hukum vang dibusat dengan
sengaja.5 Akan tetapi daslsm kenyatasannys belum tentu
bekerjanya hukum itu selalu memenghi harspan dari pem-
buat kebijakan. Hsal ini karena ada kekustan-kekustan
lain dilwuar hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukam
dalam masyarakst.

Gambaran mengenai kehiduypan hukum yang seperti itu
menjadi semakin jelas, spabila dalam mengamati hukum itn
kits gunakan "optik hukum dan masyarakat“s vaitun yang
melihat kehidupan hukum itu tidsk hanya sebagai fungsi
dari peraturan, melainkan juga dari kebijaskan [policy]
pelaksanaannya serta tingkah 1laku masyaraksat. Cleh
karena itu penegskan hukum bukanlah semata-mata berarti

pelaksansan perundang-undangan. Pengamatan hukum secara

4.) Ronny Hanitijo Soemitro, Jfhid, hal.23.

3-1 pavid M. Trubek dalam Wukir Prayitno, 1991, Modernitas
Frikum Beywawasan Indorwesia, Semarang, Agung, hal. 39.

6.1 Satjipto Rahardio, 1977, Permasalahan Hukim di  Indonesia,
Bandung, Alumni, hal. 13,
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perspektif sosial ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

masalaq pokoknya terletak pada faktor-fsktor yang men-

.. .
pengarthnya vaitu:

i
1. Per%turannya sendiri

|
2. Aktivitas birokrasi pelaksana

3. Haréa_negara/masyarakat sebagai sasaran peraturan

|
4, Ker%ngka sosial politik ekonomi budaya yang ada vyang
|

turuit menentukan bagaimana setiap unsur/elemen dalam
hukum tersebut diatas menjalankan apa vyang menjadi
bagiannya.

Unsur-unsur vang dikemukakan di atas selanjutnya

harus |dilihat hubungannya satu sama lain dalam sustu

proges | interaksl yang dinamis, artinys bagaimana hubu-

" ngan gntara suaty peraturan huokum dengan warga negara/

i
masyarékat vang menjadi sasaran dari peraturan tersebut.

Dikeluérkannya atursn tersebut harus di lihat dalam pols
"harspan dasn pelaksanasnnya". Akan tetspi para sosiolog
sejak |semulsa telah menyadari, bahwa dalam rangka meme-

nuhi harsapan ataun menjalanksn peranan vyang diharspkan

dari p?danya, seseorang itu askan menerims pengaruh dari

kerangﬁa sosizal, politik, ekonomi dan budaya yang meng-
!

lilinginya, sehingga ada lebih dari satu kemungkinan
|

vang ?apat terjadi, seperti ditaati, tidak ditsati,

ditaati atau tidak ditaati sementara, dan lain-lain

kemungkinan lagi.7 Dengan kata lain gangguan ferhadap
|

7.1 satjipto Rahbardjo, Ibid.
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penegakan hukum terjadi spsbila ads ketidak-sersasian
antara nilai-nilai dalam mssyarakat, kaidah atau peratu-
ran hukum yang berlsku dan pola perilaku individu

% vang tidak terarsah 8

Hukum yang hidup itu adslah hukum vang mendominasi
kehidupan itu sendiri, yasitu hukum vang dipraktekkan
oleh masyarakat, walaupun tidak dicantumkasn dalam propo-
sisil yuridis. Rouland, menegasksan bahwaza hukun sesungguh-
nya bukan suatu obyek dengan pembatasan vang tak beru-
bah-ubah, melainkan suatu cara memahami hubungan-hubu-
ngan sosial.S

Oleh karena itu, konsepsi .tentang hukum tidak
terlepas dari aspek sosio-kulturalnya. Sudut pandang
vang demikian ini, dipengaruhi oleh c¢iri holistik
hukum, yang intinya adalah penekanan pada hukum‘ sebagai
salah satu unsur dari kebudayasan yang tidak terlepsas
dari unsur lainnya dalsm masyarakat. William Chamblis,
telah mengindentifikasi sifat-sifat dari konsep-konsep
hokum yang kini dominan, yaitu:

(1) hukum merupakan gambaran dari nilsi-nilsi vang
diterima secarsa konsensus di dalsm masysrakat;
(2) hukum menterjemahksn nilai-nilai tersebut sebagai

dagsar dari aturan-aturan sosial;

8.1 Soerjono Soekanto, 1986, Faktor—faktor Yang Mempengaruhi
Penegyakary fakum, Jakarta, CVY. Rajawali, hal. 4

-} Nobert Roulan, 1992, Antropologi Hukum, Atmajaya, Jogyakar—
ta, hal.3s.
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(3) hukum menterjemahkan nilai-nilai tersebut sebagai
slat untuk melindungi kepentingan masyarakat;
(4) negara dalam sistem hukum merupakan value netral;
(5) didalam masysarakat yang Jamak, hukum menggambarkan
kepéntingan—kepentingan dari masyarakat Secars
keseluruhan vang dapat mewakili semua kepentingsan
vang berbeda-beda dari kelompok-kelompok vang ada
dalam masyzzv.ra.l«uad:.1{J
Konsepsi hukum diposisikan sebagsi pola hubungan
antar manusia dan sekaligus merumuskan nilai-nilai yang
diterima oleh masyarakat kedalam bagan atsu stereotif
tertentu, vyang dikombinasikan dengan susatu paksasan
(negara), untuk mendorong agar suatu perbuatan tertentu
dikemudian hari sesual dengan yang dikehendaki. Hal ini
karena hukum berkaitan erat dengan usaha untuk mewujud-
wan nilai-nilai tertentu, melaluil suatu mekanisme pak-
ssan. Namun kekuatan yang bersifat memaksa dari hukum,
bukanlah merupakan unsur mutlak, vang harus ada pada
setiap hukum. Justru yang menjadi esensi hukum adalah
adanya adopsi nilai-nilai vang menjadi sifat untuk
mematoki (sikap tindak). Sebab menurut Wiener, jika hu-
kum lebih mengedepankan kepada kekuatan paksa justru
skan menimbulkan perlawanan.ll

Dari sinilah timbulnya ide, bahwa hukum ity memben-

10.)  pdam Podgorecki, Christopher J. Whelan, 1987, Fendekatan
Sosiologis Terhadap Hukiim, Bina Aksara, Jakarta, hal. 187.

11.) i1y Rasjidi, 1995, Hukum Sebagai Sistem, hal.%3.
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tuk masyarakat menurut suatu pola bangunan tertentu yang
spesifik sesuai dengan struktur masyarakatnya.lz Menurut
Griffits, hukum merupakan perwujudan nilai-nilai dan
berlakunys suatu sistem hukum tidsak dapat dilepaskan
dari struktur masyarakat dan nilasi-nilai pendukungnya,
dengan memberikan patokan penilaian, masyarakat telah
mendorong hukumnya untuk bergersk atas kekusatan
sendiri,13 vang tentunya tidak dapat dilepaskan dengan
basis sosialnya.

Vinogradroff menegaskan bahwa hukum itu
tumbuh dari praktek yang dijalankan anggota-anggota
masyarakat dalam mengadsksn hubungsn satu sanmsa vang
lain., Praktek itu tidak berpedoman pada norma-norms dari
sistem hukum tertentu, tetapi didasarkan pada pertimban-
gan kepatutan (based on a give and take considerastion in
a reasonable social intercouse}. Dengan perkatasn lain

V '[//‘ I

tidak 'fémbaga hukum yang tumbuhnya disebabkan karens

dimulai dengan pengaturan oleh hukum ataupun terjadinya

12.} Zevenbergen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto
Rahardjo, babwa hukum itu dalam dirinya mengandung dua hal, yaitu:
pertama, patokan penilaian dan kedua, patokan tingkah laku. Sebagai
patokan penilaian hukum menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan
menyatakan apa yang dianggapnya baik dan tidak dan kemudian melalui
penilaian ini lahirlah petunjuk tentang tingkah laku atau perbua-—
tan—perbuatan mana yang termasuk kedalam katagori harus dijalankan
dan vyang harus ditinggalkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya
dalam Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu AHukum, Alumii, Bandung, hal.70.

13.) Kondisi seperti ini, dapat disebandingkan dengan pendapat
Ronny Hanitijo Soemitro. Ketika Beliau mengatakan bahwa aspek
legalitas seharusnya berakar pada masalah kehidupan kolektif
masyarakat, dalam Ronny Hanitijo Scemitro, 1997, FPolitik, Kekuasaan
dan Hukum (Fendekatan Mansjemen Hukum), Badan Penerbit Undip, Sema—
rang, 1997, hal.S.

i
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konflik. Bohanan menambahkan, Hukum merupakan suatu
pelembagaan kemball (reinstitutionalization) dari kebia-
saan dan melalui pelembagsan kembali itu, kebiasaan di-
olah secara khusus (untuk memenuhi tujuan yang lebih
terarah) sehingga memperoleh bentuk vang dapat dikelols
secars hukum.l4

Kondisi ini sekaligus dapat dipergunakan untuk
menggambarkan hukum dalam tataran formal, yang bisa
saja seolah-olah bertindak otonom dalam melakukan pen-
gaturan. Padahal pada saat-saat tertentu akan muncul
fungsi kontrol lain, sebagai manifestasi yvang dijalankan
oleh dunia ide dan nilai-nilai, yang bisa jadi, esensi-
nys berseberangan dengan otonomi hukum formal tersebut.
Sebab hukum itu tidak jatuh dari langit atsu muncul dari
pikiran para ahli hukum melainkan merupakan bagian dari
kehidupan vang lebih bessar dan luas. Secara sosiologis
konsepsinya, tidak dipahami sebagai suatu institusi yang
esoterik dan otonom. Ia senantiasa berkaitan erat
dengan nilsi-nilail dan norma-norma serts bersifat ter-
buka dengsn proses kehidupan sosial masyarakatnya.
Penetrasi hukum ke dalam masyarakat15 dipengaruhi oleh

kemajuan teknologi dan indunstri, sehingga kehidupan

14.) Rgnny Hanitijo Soemitro, 1983, Masalalrmasalab Sosiologi
Hukum, Sinar Bard, Bandung, hal.49.

15.) Marc galanter mengungkapkan bahwa gejala penetrasi huokum
ke dalam masyarakat yang semakin meningkat telah "merubah keseluru—
han peta hukum di dunia ini secara dramatis", dalam Satjipto Ra-
hardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal.l3.
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sosial menghendsaki agar hukum melakukan adaptasi terha-
dap perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.
Dalam bidang ketenagakerjaan/ perburuhan, perkembangan
industri +telah menyebabkan timbulnya sifst-sifat vang
berbeda dalam hubungan antara buruh dan majikan. Pengua-
saan atss usaha industri tidak dapat disamakan begitn
saja dengan konsep lama tentang penguasaan manusia atas
barang. Pengaruh sosial industrialisasi vyang buruk,
seperil pemerasan tenaga kerja buruh dengan waktu kerja
vang lamsa, dengan tingkst upah vang rendah, kondisi
keris di dalam pabrik yang menyedihksan, keselamatan dan
kegehatan kerja yang tidak mendapgt jaminan, penggunaan
buruh anak, sudah saatnys diakhiri.

Penetrasi hukum vang semakin meluas ke dalam bidang
kehidupan masyarakat mengandung konsekuensi adanya
hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial vyang
lebih luas. Juga efektivitas pengaturan oleh hukum itu
serta efek yang ditimbulkan terhadsp tingksh lakun manu-
sisn, terhadsp organ-organ di masyarskat. Dengan demikian
hukum di satu pihak berkepentingan dengan hasil vang
akan diperolehnys melalui pengsturan itu, dan di pihak
lain ada faktor-faktor dan keknatan-kekuatan di luar
hukum vang akan memberikan pengaruhnys terhadap hukum

serta proses beskerjanys.

B. Interaksi antara Hukum dan Ekonomi

Hubungsn timbal balik antara hukum dan ekonomi, yang
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merupaksn dus subsistem dari suaty sistem kemasysarakatan
vang ssling mempengaruhl antara satu dengan yang lain-
nya. Di satu sisi hukum dapat dismsti sebagsi hagil dari
berbagai‘ kekuatan sosial dan ekonomi, vyang terdapsat
dalam proses kemasyarakstan. Pertantan antara hukum dan
ekonomi termasuk ssalah satn ikatan yang klasik antara
hukum dan kehidupan sosial diluarnya.

Ekonomi merupakan bentuk pengorganisasian masyara-
kat vang mempunyai tujuwan untuk memenuhi kebutuhan
masyarskat dan meningkatkan kesejahterasan masyarakat.
Dalam rangka memenuhi kebutuhannya ini maka muncul
kecenderungan bahwa setiap individu skan berusaha menca-
painya secara maksimal. Hal ini didasarksn pada prinsip-
prinsip ekonoml vyang rasional, seperti efisiensi dan
prinsip keuntungan maksimal. Perspalan akan muncul
apabila setiap seti@p individu dalam masyarskat memburu
kebutﬁhannya sendiri-sendiri, dan berusahs untok menca-
pai kepuasan bagi diri masing-masing secara maksimal.
Dan pada tingkatan tertentu akan timbul kekacauan., Keka-
cauan ini terjadi karena adanya tabrakan kepentingan
antara individu vang sstu dengan individu yang lain,
atasu antara kelompok yang satu dengan kelompok vyang
1ain. Kekacsusn ini tidak dapat dimasukkan sebagai hasil
dari perbuastan dan perhitungan yang rasional.

Sehingga diperlukan atau dibutuhkan penyusunan suatu
pola interaksi antara sesama anggota masyarakat dalam

rangka memenuhi kebutuhannya. Akhirnya muncullah masalah
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rule of game sebagai kebutuhan ekonomi, karens tanps
aturan sulit orang berbicara mengensai penvelengdarsan
kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain
adanysa sistem hukum dalsm masyarskat merupskan condifio
sine gua non bagi berjslannya proses ekonomi. Xehidupan
ekonomi mengandaikan terlebih dahulu adanya tertib
sosial, dan di dalam tertib sosial itulah Kkegiatan
ekonomi dilaksanakan.

Dengan demikian hubungan antars huokum dan ekonomi,
dapat dijelaskan bahwa di sstu sisi hukum memberikan
pengaruh (mpengonixol) terhadap kegiatan ekonomi, dan
mengarahkan dalam bentuk pemberian kaidsh-kaidah bagi
perbuatan yang tergolong dalam perbuatan ekonomi, yaitu
mengenal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam
proses ekonomi. Sementara di sisi lain ekonomi mempunvai
pengaruhnys tersendiri (yang sangat besar) tsrhadap
hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimba-
ngan ekonomis {untung-rugi) akan sangat berpangaruh
(mengkondisiksn) terhadap bekerjanya hukum. Dalam peris-
tiwa-peristiwa nyata di masyarakat, kesediaan orang
untuk taat atan tidak taat pads hukum, patuh atan tidsak
patuh terhadap hukum, menggunakan atau tidak menggunskan
hukvm, seringkali sangat ditentukan oleh pertimbangan

stan motivasi ekonomis (untung rugi).lB

16.) Stewart Maculay mengungkapkan babwa penggunaan  kontrak
dalam transaksi bisnis, tidak dipakai. Apabila kemudian timbul per—
masalahan diantara kedua belah pihak, maka cara penyelesaian dipi-




Dengan demikisn orang tidak selalu mentaati hukunm
(menggunakan dan tunduk pada huokum) atas dassr bahwa
hukum itu memang sehsrusnya ditaati. Orang juga bisa
mentaati hukum karens ia menggunaksnnys untuk tujusn-
tujuan - lain, dalam hal ini untuk memperoleh keuntungan
ekonomis. Sebaliknya spabila tidak dilihat adsnys keun-
tunga ekonomis, wmaka ia tidak akan mentaatinys, atau
hukum tidak skan digunakan.l?

Menurut Karl Marx (doktrin marxist), hukum merupakan

produk ekonomi, dan sebuah ide hukum tidak lain merupa-

kan refleksi dari dunia materi (ekonomi). Jika pemikiran

Marx ini ditetapkan dalam bidang hukum, maka berisi dusa

doktrin utama, yaitu:

(1) doiktrin tentang determinasi ekonomis dari hukunm,
artinya hukum hanya merupakan suatu suprastruktur
vang ditegakan di atas suatu basis ekonomi. Realsi-
relasi hukum tidak dapat dimengerti dan dijelaskan
olzh kemsajuan pikiran manusia uymumnya, melainkan
berakar dalam kondisi-kondisi hidup material.
Begitu terjsdi perubashan fondasi ekonomi, maks
seluruh suprastruktur ikut berubah pula. Jadi,

bentuk dan isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor

lih dengan cara informal, yaitu dengan cara-kompromi, tidak menun-—
juk pada pasal—-pasal dalam kontiak. Sebab menurut mereka jika harus
mengacu langsung pada hukum kontrak, mereka akan kehilangan relasi
bignis dan hal ini akan mengakibatkan kerugian di belakang hari.

17..) Satjipto Rabardjo, 19791, Ilmu Hukumy, Alumni, Citra Aditya
Bhakti, hal.&3.




ekonomi.

(2) doktrin ciri-ciri kelas dari hukum, dalam pandangsan
Marx, seluruh sistem huykum dsari permulaan sejarah-
nya hingga sekarang tglah diciptakan oleh mereka
yang berkusss secara ekonomis. Hukum hanyalah in-
strumen belaka vang dipegunakan utuk mempertshankan
kekussaannya. Begitu pula lembags-lembaga hukum
dipakail sebagsai sarana pembenar bagi kepentingan-
kepentingannya vang bersifat ekonomis. 18
Menurut MHarx, manusis pada dasarnys bebas memilih

pekerjasn vang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Dengan hadirnya kelas pemilik alat produksi, manusis

tidak lagi Dbebas dan selanjutnya menjadi teralienasi

oleh kondisi sosialnyas sendiri, karena pekerjaan upsahan
gselain tidak merupakan wahana realisasi potensi diri
manusia, jugas dilakukan sekedar untuk menyambung hidup.

Dalam keadaaﬁ demikian solusi yang diberikan oleh Marx,

tidak bisa lain kecuﬁli diadaksan reorientasi struktur-

struktur sosial yvang ada karena merupakan determinan
bagi pekerjasn yang memungkinkan terwujudnya solidaritas
manusis.

Mengascu pada pandangan Weber yang menempatkan faktor
sosial non hukum sebagai independent variabel, vyang
bperarti memahsami hukum sebagai kontrol sosial, Parsons

lewat tulisan The Law and Social control sampai pads

18.) Frans J. Rengka, 1997, Pembangunan Hdakum Dalam Visi
Global, Makalah Program Doktor Ilmu Hukum UNDIF, hal.il.
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konkluzi bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat
integratif, karena dimsksvudkan untuk mengatur, memeliha-
ra dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam susatu
sistem spsial.lg Agar dapat secara efektif menyelenggs-
rakan fungsi integrasi ini, menurut Parsons ada 4 masa-
lazh mendssar yang perlu mendapat éenjelasan secarsa tepat
dalam suatu sistem hukom, yaitu : [1]. masalah ligitima-
531, menyangkut landasan penatéan aturasn-aturan hukun,
[2]. masalah intepretssi, menyanghkut hak den kewajiban
dalam proses penersapan aturan hukum, [(3]. masalsh sank-
si, baik jenis maupun lembaga yang menerapkannys, dan
[4]. masalah yuridiksi, menyangknot kewenangan penegakan
norma-norma hukum.

Selain sebsgai lembags integrasi kepentingan dslam
kegistan industrial, sesuai analisis sistem Parsons
hukum seyogyanys Jjuga berperan sebagal sarana rekayass
sosial &atas suatu keadaan yang dikehendaki atau yang
hendak dicapsi. Untuk tujusn ini, hukum tidak hanysa
sekedar meneguhkan pola-pols (berupa motif dan cara
kerja), industrialisasi semata tetapl Jugsa berusahsa

menciptakan hal-hsal atau hubungan-hubungsn vang baru.

19-} Pparsons dalam menganalisa prasyarat fungsional suatu
sistem, menguraikan : [1]. pencapaian tujuan yang khas terkait
dengan politik suatu organisasi sosial, [Z2]. adaptasi yang terkait
dengan subsistem ekonomi, {33. integrasi, meliputi piranti  untuk
menjalin huburngan kooperatif, meminimalkan konflik, seperti  hukum,
administrasi dan adat kebiasaan, serta [4]. latensi atau pemeliha-
raan pola sebagai manajemen konflik. Kemudian Bredemeier, atas
dasar analisa sistem Parsons, yang berusaha menggambarkan secara
rimci.




Karena sebagsimana dipahami oleh pengembang doktrin
social engineering by law, perubahan yang hendak dicapail
hanyva mungkin dilakukan dengan cara memanipulasi keputu-
san-keputusan vang aksn diambil oleh individu dan menga-
rahkannﬁa dan tujuan-tujuan vyang dikehendaki. Dalanm
rangka ini pula suatu atyuran hukum tergolong engineer
apsbils memenuhi 4 azas, yvaitu : [1]. penggambaran yang
baik dan situasi vang dihadapi, {2]. analisa terhadsp
penilaisn-penilaian dan menentukan jenjang-Jjenjang
nilai, [3]. verifikasi dari hipotesa-hipotesa dan [4].
adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang vyang
berlaku.20

Dalsm interaksi antara hukuym dan ekonomi, peran
sentral hukum diharapkan mengabdi kepada 3 sektor, yaitu

[a]. hukum sebagai alat penertib (orderingl, [bl.
hukum sebagai slat penjaga keseimbangan (balancing), dan
{c]. hukum sebagai kstalisator yang berfungsi menjaga
keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan
yang ada.2l

Walaupun bidang ekonomi, didisipliner oleh subsis-
tem lainnya serta memiliki energi untuk menggerakkan

(melahirkan) ketertiban. Atau dengan kata lain, sub-

- 20.) Prasyarat ini dikemukakan oleh Podgorecki dalam Satjiipto
Rabardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu—Ilmu Sosial Bagi Pengembarigan Ilmu
Hukum, Alumni, Bandung, hal.bé.

21.) Pandangan ini dikemukakan oleh Michael Hager, dalam Bam—
bang Sunggono, 1994, Aukum Dan Kebijaksanaan FPublik, Sinar Grafika,
Jakarta, hal.104-105.




sistem ekonomi berperan untuk mengkondisikan berjalannya
proses-proses dibidang =ogisl, termsassuk didalammnysa
hukum. Namun ia sendiri tidsk bisa mendesain peraturan-
peraturan yang nantinya akan mengikat dalam kegiatan
ekonomi. Hal ini tidak lain karena subsistem ekonomi
hanya memiliki fungsi primer untuk melskuksn sadaptasi
dengan lingkungannya, sedangkan fungsi primer dari
pembuatan atan pengadaan peraturasn berada pada kewe-
nangan subsistem sosial. Sehinggs melalui rekayasa dari
subsistem sosial 1nilah, sakan memberikan legitimasi
dalam kegiatan dibidang ekonomi.

Regulasi aturan-aturan untuk melegitimasi kegiatan
dibidang ekonomi vang dilakukan oleh subsistem sosial
(termasuk yang bersumber dari subsistim ekonomi), menem-
patkan hukum pada kedudukan yang strategis dan sehkaligus
memikul potensi konflik.22 Dikatakan memiliki kedudukan
vang stiratedgis, karena melalui instrumen hukum dapat
dipergunakan untuk mengatur tingkat kepastian dan
sekaligus memproyeksikan bentnk sistem perekonomian yang

diinginkan. Sedangkan mengandung potensi konflik, karena

22.) Kedudukan hukum disini diposisikan rentan terhadap kon-—
flik dengan bidang ekonomi, sebab tidak mustahil otonomi  vyang
dimiliki oleh subsistem sosial dipergunakan untuk membuat atw an-—
aturan vyang tidak selaras dengan prinsip-prinsip dibidang ekonomi
atau aturan vyang dibuat tidak dapat mengakomodasi kepentingan
dibidang ekonomi. Menghadapi kondisi yang demikian ini, Satjipto
Rahardic. Menegaskankan bahwa kedudukan hukum bukan harga mstii  ia
diterima dan dijalankan sangat tergantung pada kesediaan orang—
orang  untuk menundukan diri dan ini sangat ditentukan oleh  per—
timbangan—pertimbangan ekonominya dalam Satjipto Rahardjo, 1986,
Opcit, hal. &3.
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kemungkinan adanys substansi aturan-sturan yang dibusat
oleh subsistem sosial, itu berbenturan dengan tats nilsi
masyarakat maupun kebiasaan~kebiasan yang berlaku dalam
rraktek kegistan ekonominya.

Hukum berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dalam
bentuk pemberian kaidah—kéidah bagi perbuatan-perbuatan
vang tergolong kedslam perbuatasn ekonomi. Pengkaidahan
seperti ini tidak terlalu mempunyai arti negatif bagi
perbuatan ekonomi bersangkutan, karena perbuatan-perbusa-
tan ekonomi sensntisss memerlukan peraturan guns membst-
agi perbuatan orang, sehinggs optimasi dari penyelengga-
raan kesejahteraan dalsm masyarékat bisa tercapai,
Dilihat dari sudut ekonomi, maka cars tersebut, dijalan-
kan dengsn menyediskan fasilitas pengaturan sehingga
lalu lintas ekonomi bisa dijalankan dengan seksams.

Pertukaran dan kegistan ekonomi misalnya tidak bisa
dijalankan apabila tidak diketahui secars pasti terlebih
dahuly sampai seberaps Jjauh penggunaan-penggunaan
sumber days-~sumber days dalam masysarakst bissa diterima,
misalnya: hukum perjanjian dapat memberiksan petunjuk
vang bisa diikuti orang tentané bagaimana caranys, suatu
perikatan bernilai ssh, seperti persyaratannys, akibat-
nyvs, dan sebagsinysa. Secara ekonomi, arti ssh ini
mempunysi makna tersendiri yang tidak persis sams dengan
makna vyang dihayati oleh pars ahli hukum. sahnya suatu

perbuatan aksn meningkat predikbilitas dari perencanaan

ekonomi.
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Kontribusi predikbilitas, vyang diwujudkan dalam
bentuk peraturan-peratursn, akan berfungsi memberikan
informasi dan sekaligus mengatur tentang aturan main dan
hal-hal atan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi stau
vang tidak boleh dilakukan oleh para peiaku bisnis
(ekonomi)}.

Hal senada secara terperineci, Nyhart mengemukakan
bahwa adanya konsep hukum yang mempunyai pengaruh bagi
pengembangan kehidupan ekonomi, antarsa lain:23
(1) Predikbilitas, hukum mempunyai kemampusn untuk mem-

berikan gambaran yang pasti dimassa depan mengensai

keadaasn =atan hubungan—hubungah vang dilakukan pada
waktu sekarang. Peraturan hukum itu hakekatnya
selain merupakan pelembagaan hubungan-hubungan
sosisal dalam bentuk stereotif-stereotif, jugs menja-
min, bahwa akibat-akibat tindaksn vyang dirumuskan
dalam peraturan itu kemudian hari dspat direalisasi.

Asss tidak berlakun surut dalam hukum, juga memberi-

kan andil untuk mempertinggi tingkat predikbilitsas

hubungan-hubungan dalam masyarakst.

(2) Kemampuan prosedural, Pembinaan dibidang hukum acarsa
nemungkinkan hukum meterial itu dapat merealisasikan
dirinya dengan baik. Kedalam pengertian hukum acara
ini termasuk tidak hanya ketentuan hukum perundang-

undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaisan

23.) satjipto Rahardio, 1980, Opcit, hal,l14b.
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vang disetujui oleh pars pihak vang bersengketa,
misalnya bentuk-bentuk: arbitrasi, konsilissi dan
sebagainya. Kesemns lembsga tersebut hendaknys dapat
bekerja dengan efesien apabila diharapkan, bahwa
kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkat vang
maksimum,

Kodifikasi daripads tujuan-tyjuan, perundang-undangan
dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta
maksdud sebagaimana yang dikehendaki oleh negara,
dibidang ekonomi misalnya kita akan dapat menjumpai
tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan didalam bebera-
pa perﬁndang—undangan yang secara langsung maupun
tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kehidupan
perekonomisn, seperti: Undang-undang Penanaman Modsal
Asing, Undang-undang Perbanksan, Undang-undang Koper-
asi dan lain sebagainya. Perumusan vang jelas serts
dibantu oleh teknik perundang-undangan yang baik
akan membantu pihak-pihak dilvar pemerintahan untuk
memahami tujuan pemerintah dengsn seksama serts
dengan demikian akan dapat menyesusaikan tindakannya
kepada arah yang diberikan oleh perundang-undangan
itu. Seperti antara lain dikataksn Seidman: "Untuk
memajukan pembangunan ekonomi, msks pemerintah harus
menyadarkan diri kepada hukum, oleh karena tertib
hukum itu merupakan saringan melalui mana kebijakan

dituangkan ke dalam praktek".

Penyeimbangan, Keinginan untuk mempertahankan hak-
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hak pribadi sebagai kometmen terhadap rule of Jlaw
dan hsk sasasi manusis sering harus bertentangan
dengan tuntutan pembangunsn ekonomi. Dengan demiki-
an, maka sistem hukum yang didukung oleh berlakunya
baik hukum material maupun formal wmerupskan satu
kekuatan yang memberikan keseimbangan diantars
nilai-nilai yang bertentangsan di dalam masyaraksat,
ia memberikan kesadaren akan keseimbangan (sense of
pProportion) dalam usaha-~usaha negara melskukan
pembangunan ekonomi,

Akomodasi, perubahan ysng cepst sekali pads hakekst-
nya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan vang
lama, bsaik dalam hubungan sntara individu maupun
kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan
sendirinya mengehendsakidipulihkannya keseimbsngan
tersebut melalui satu dan lain jalan. Disini sisten
hukum mengatur hubungsn antara individu baik secars
material maupun formal memberikan kesempatan kepada
keseimbangan yang terganggu itu untuk wmenyesuasiaksn
diri psada lingkungsan vang baru sebagai akibat
perubahan tersebut. Pemulihan kembali itu dimungkin-
kan oleh karena didalam kegoncangsn itu sistem hukum
memberikan pegangan kepastian melalui perumussn yang
jelas dan difinitif, membuks kesempatan bagi dipu-
lihkannya keadilan melaluil prosedur yang tertib dan

sebagainya.

(8) Definisi dan Kejernihan tentang Status, disamping




fungsi hukum yang memberikan predikbilitas itu dapat

ditambahksan bshwa is juga memberikan ketegasan

mengenal ststus orang-orang dan barang-barang dima-

syarakat. Ketegasan itu dicapai melzlui definisi-

definisi yang dituangkannya ke dalam peratursn-

peraturan hukum.

C. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan24 (empowerment), adalah gerakan vang
mengamanatkan kepada perlunys "power"” dan menekankan
keberpihakan kepada " the powerless"’ . Gerakan ini pads
dasarnya ingin agar semusa daspst memiliki “kekuatan’ vang
menjadi modal dasar dari proses aktualisssi eksistensi
itu. Dengan kata lain manusis dan kemanusiaanlah yvang
menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial.
Sehingga menempatkan pemberdayasn sebagai bagian dari
membangun eksistensi pribadi, keluargs, masyarakst,
bangsa, pemerintah, negara.

Oakley dan HarsdenZ® menjelaskan bahwa pemberdsyaan
mengandung dua kecenderungan. Pertama, disebut kecende-
rungan primer yaitu proses memberikan atau mengalihkan

sebagian kekuasaan, kekustan atau kemampuan (power)

kepads. masysarakat agar individu menjadi lebih Dberdaya.

24) Prijono, Onny S., Pranarka, AW, 1996, Femberdayaan,
Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, hal.44.

25) (Oakley dan Marsden, 1984, Apmroches to Participation
i  Rural Development, Geneva, ILO, dalam Pranarka, AMW., Moel—
varto, Vidyandika, Ibid, hal.S&h.
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Kedus, disebunt kecenderungan sekunder, yang menekankan
pada proses mestimulasi, mendorong atau memotivasi indi-
dividu =agsar mempunysl kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Hulme dan Turner25 berpendapat bahwa pemberdayaan mendo-
rong terjadinyva sﬁatu pProses perubahan sosial vang
memungkinkanl orang-orang pinggiran yang tidak berdaya
untnk memberikan pengaruh vang lebih bessr di arena
politik secara lokal msupun nasionsl. Oleh karena itu,
pemberdayaan sifatnya individunal sekaligus kolektif.
Pearse dan Stiefel?’ menyatakan bahwa menghormsti ke-
bhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan
peningkatan kemandirisan merupakan bentuk-bentuk pember-
dayaan partisipatif.

Pay128 mengemukakan bashwa pemberdayasn berarti pembagian
keknasaan vyang adil (equitable sharing of the power)
sehingga meningkstkan kesadaran politis dan kekuassan
kelompok vyang lemah serts memperbesar pengaruh mereka
terhadap "proses dsn hasil-hasil pembangunan".

Sarah Cook dan Steve Macaulay29 menyebutkan pemberda-

vaan merupakan perubahan yang terjadi pada falssafah

mansjemen yang dapst membantu menciptakan suatn lingku-

26.) 1bid, hal.s2.
27-) Ibid, hal.s3.
28} 1bid.

29-) ipid, hal.s63.
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ngan yang dl dalamnysa setiap individu dapét menggunakan
kemampuan dan enerjinya untuk meraih tujusn organisasi.

Pemberdayaan merupakan metode untuk mendorong terja-
dinya inisiatif dan respons, sehingga semua permasalahan
vang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan sefleksi-
bel mungkin.

Berkaitan dengan hukum mska pemberdaysan hukum
berhubungan erat dengan mekanisme bekerjanys hukum dalam
masyarakat, dalam hal ini islah penegakan hukum sebagai
suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem atau
komponen substansial, struktural dan culturzl. Pember-
dayaan hukuom di sini berkaitan dengan bagaimana cara

menciptakan sustu keadman atau kondisi agar hukum itu

—

— e

menjadi lebih berdaya dan efektif dalam rangka mqﬁg}pta-

—— e

kan supremasi hukum dalam masyarakat. Sehubungan dengan
komponen substansi, yaitu satursn perundang-undangan,
dalam hal ini Undang-undang Ketenagskerjaan (UU No.25
Tahun 1997) vang masih tidak kondusif, dalam arti masih
berpihak pads kepentingan pengusahs dan kurasng memberi-
kan perlindungan dan keberpihskan kepada pihak buruh,
sehingga spresisasi buruh terhadap aturan hukum vang
bersangkutan bersikap scuh (mass bodoh).

Untuk mengetahui konsep pemberdayaan dalam visi
buruhk, Beookman dan Horgeng0 mengemukakan pemberdaysan

lebih mengacu pada ussha menumbuhkan keinginan pada

30.) 1bid, hal. 177.
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seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobi-
litas kesatas, serta memberikan pengalaman psikologis
vang membuat seseorang merass berdaya. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa keinginan untuk mengubah keadaan vang
datang dari dalam diri tersebut dapat muncul Jika seseo-
rang merasa berada dalam situasi terteksn dan kemudian
menyadari atau mengetahui sumber tekanan tersebut.

Sedangkan McCelland dan Freire®! secara implisit me-
nystakan perlunya intervensi stau stimulasi vang berasal
dari luar. Hal ini dikarenakan adanya keinginan seseo-—
rang untuk berkembang stau mengubah keadasn tidak terle-
pas dari kemampuan individual, vyang ditentukan oleh
tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkun-
Ean serta konteks budays.

Holyneoux32 menegaskan dalam hal pemberdayaan buruh,
bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan melalui perubahan
insitusi-institusi yang telah meletakkan buruh pada
posisi subordinasi. Perubahan yang dimaksud diantaranya
memberikan tingkat kesejshterssn yang memsdsi. Disamping
peningkatan kemampuan fisik yang tercermin dari pengua-
saan Ketrampilan atas pekerjaannya, Jjuga peningkatan
kemampusn intelektualnya agar dslan memperjuangkan
aspirasi dan keinginan mereks dapat efisien dan efektif,

sehingga dapat memperkuat potensi dan daya yang dimiliki

31 1pig.

32.) rhid, hal.178.




0leh kelompok buruh.

Berkaitan dengan masalsh perlindungan terhadsp Hak
buruh dalam hubungan industrial, secars juridis formsal
aturan hukum vang mengatur sudah cukup memadai, permass-
lahan terletak pada apresiasi ksum buruh Lerhadsap aturan
yang bersangkutan. Di sigi lain pengusaha/majikan
adalsh anggots masyarakat vang dalam interaksi sosialnys
memegang peran [role ocecupant], sebagai pemegang peran
ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan
tertentu sebagaimana diesntumkan dalam aturan perundang-
undangan. Dengan demikian anggots pasyarakat diharapkan
untuk memenuhi peran yang tertulis di dalsm saturan
perundang~undangan tersebut [role expectation]

Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat agar aturan
hukum tersebut ditaasti atauw dipatuhi, maka pemberdayaan
hukum dilskukan dengan cars meningkatkan kessdsran hukum
masyarakat. Karena pada hakekatnya efektifitas hukun
berkorelasi dengan tingkst kesadaran hukun nasyarakat,
tegasnya kesadaran terhadap hukum merupakan dassar bagi
dilaksanakannys hukum itu, artinys semakin meratsa
kesadaran hukum dalam masyarakat, semskin kecil pulsa
kemungkinan untuk bertingkah lakn vang tidak sesuai
dengan hukum.

Pembinaan kesadaran hukum kepsds masyarakat tidak
dapat dilihat secara terpotong-potong, melainkan ber-
bagai faktor vyang mempengaruhi, misalnya dari aspek

aturan hukumnya sendiri. Dalam rangks menerapkan konsep




hukum sebagai rekayasa sosial [social englineering) maks
pembuatan suatu saturan perundang-undangan harns memaksi
metode teknik perundang-undangan yang akurat dan
sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya. Karens
penggunﬁan teknik yang tepat dan akurat menverupai
dengan teknik pemecahan masalah dalsm manajemen ilmish.

Berkaitan dengan teknik perundang-undangan vang tepat

dan skurat 1ini A. Padgorecky mengemukakan empat asas

pokok vang dapat dipakai sebagsi acuan dalam membuat
suatu aturan perundang-undangan, ke empat asss pokok
tersebut ialah:

1. Suatu penggambarsn yang baik méngenai situasi vyang
dihadapi.

2. Membuat suatuy analisa mengenai penilaian-penilaian
vang ada dan menempatkannya dalam suatu prutan
hirarki. Analisis di sini meliputi puls perkiraan
mengenai apskah cara-cara yang akan dipakai tidak
akan lebih menimbulkan suatu efek yang malah memper-

buruk keadaan.

3. Melskuksn verifikasi hipotesis-hipotesis seperti

apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan
pada akhirnys nanti memang skan membawa kepada tuijuan

sebagaimana dikehendsaki.

4. Pengukuran terhadsp efek peraturan-peratursn yang

ada .33

341,
hal. 154.

Padgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1983, Op. Cit,
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Karena kesadaran hukum itu sebagsi alat kontrol agar
hukum itu dapat berlaky efektif nantinys dalam
masyarakat, maka selain usaha tersebut di atas, perlu
adanya ussha-usaha 1lain ke arsh pemﬁinaan kesadsarsan
hukum ﬁasyarakat. Pembinaan ini hendaknya berorientasi
pada usahs-usahsa untuk menanamkan, memasyarakatkan dan
melembagakan nilai-nilai yang mendaseri peraturan hukun
atan perundang-undangan. Untuk itu perhatian harus
difokuskan pada sosialisasi aturan hukum stau perundang-
undangan sehingga dapat diketahui oleh anggota masys-
rakat sebagsal sasaran pengaturan hukum itu. Dslam rangka
sosialisasi aturan perundang-undangan ini komunikasi
hukum mempunyail peransan yang penting.

Komunikasi hukum ilalah menginformasikan hukum kepadsa
pihak yang menjadi sasaran informassi tersebuat, yaitu
masyarakat, bailk langsung atsupun tidak langsung vang
dapat berupa lambang, kode, bshasa, bicara, gersk, dan
sebagainva, dengan harapan munculnys reaksi positif ataun
negatif melslul perubshan sikasp dsn perilaku dsri pihak
vang menerima informasi tersebut .4

Hal penting vang perlu mendapat perhatian dalam
sosialisasi aturan perundang-undangan ini ialah pemsahs-
man materi hukum padz masyarakat. Derajat konkritisasi
perunusan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan

hukum dalanm masyarakat. Hal ini karena bahasa hukum atau

34.) Hirani Martoro, 1993, Komunikasi Hukum Dalam Pembangunan,
dalam Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1993, FH. Undip, hal. 8




perundang-undangan mempunyai ciri khss tersendiri wvaitu

berusaha untuk memakss melalyi penggunsan bahass yvang

rasional.

Sehubungan dengan bsahass sebagal media komunikasi

hukum, Satjipto Rahardjo39 menulis

bahwa masalah penggu-

naan bahasa dapsat dilihat dari dus fungsi, pertana,

sebagai media komunikasi mska bahas
harus dapat mengantarkan pikiran

pembuat undang-undang kepads masyar

a perundang-undangsan
1 dan kehendak dari

akat, oleh sebah itn

hukum harus dirumuskan dslam bahsassa vang bisa dimengerti

oleh masyaraksat; kedus, sebagai

bahasa dengan ragam

teknik bahassa perundang-undangan merupakan sarana komu-

nikasi di antara ahli hukum. Di

hukum di-usahskan untuk dirumuskan

dan setepat-tepatnya untuk kebutuhan mereks dan

rakat .

Dengan demikian masalah pembin

sini istilah-istilah
dengan sebsaik-baiknya

masya-

aan kesadaran hukum

masyarakat bukanlah masalah yang sederhsns, karena hanya

mengetahui aturan perundang-undangan sajs tidak cukup,

diperlukan pemahaman, penghayatan dan pengamalsn, untuk

itu diperlukan proses dan waktu.

Oleh sebab itu fiksi hukum yang

ignoranta legis excysat neminem va.
legalisme dogmatis harus sudah

suatuy aturan perundang-undangan

39-} gatjipto Rahardjo, Op.cit.

berpandangan
ng menjadi jiwa dari
ditinggalkan, karena

vang telah memenuhi
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syarat-syarast vuridis formal, yaitu dibuat oleh lembsga-
lembaga vyang berwenang, telah diumumksn dalam lembaran
dan berita negsrs, dan seterusnya atau telah berlakn

secara yuridis, akan tetapi secars sosial belum tentu

demikian.

Dalam perspektif kebijsksn publik Jika suatu aturan
perundang-undangan telah memenuhi semua persyaratan
vuridis formal dan telsh diumumkan bukan berarti tugas
welgever telah gselessi, tetapi disitulsh awal dan proses
rerjalanan psnjang dari sustu aturan perundang-undangan

dalam masyarakat, perln monitoring dan evaluasi terhadap

efektifitas dalanm implementasinya.

Teori Sistenm

Masyarskat adalah suatu "sistem", suatuy sistem
dibentuk dari bagian-bagian yang tergantung satu dari
vang lain, oleh Tatang M. AmirinS® dikatakan secara umum
sistem ialah sehimpunan bagian stau komponen vyang saling
berhubungan secars teratur dan merupakan satu keseluru-
han.

Menurut Satjipto Rahardjo37 masyarakat biss dilihst
sebagal suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antar

orang dengan orang yang hidup dan bertempst tinggal di

3.1 Drs. Tatang M. Amirin, 1984, Pokok-pokok Teori Sisten,
Jakarta: CV. Rajawali, hal.l.

37.] Satjipto Rshardjo, 1985, Beberapa Pemikirsn Tentang
Ancangan Antardisiplin Dalsm Pewmbinsan Hukum Nasional, Bandung:
Sinar Barun, hal. 18.




wilayah tertentu. Orang-orang ini kita sebut sebagsai

anggota masyarskat....dimsns Jalinan hubungan antars

anggota-anggota masyarakat itu pada akhirnya membentuk

pola tertentu yang memungkinkan lshirnys suaty

kat.

masyara-—

Suastu teori yang dapat dipakai dalam memsahami untuk
memahami, membentangkan, dan menjelaskan hubungan yang
saling kait mengait ini 1ialsh teori Fungsionalisme
struktoral dari Talcott Parsong3S vang memiliki pengsruh
besar dalam serangkaian kajian teori vang berkaitan
dengan Sociological Functionalism. Teori ini pada dassar-
nys bertumpun padsa empat premis yaitnu:

1. Masyarakat adslah suaty sistem, berupa suatu totsli-
tas yang tersusun dari bagian-bagian yang interdepen-
den;

2. Sistem tersebut menghssilkan makns vang ditentuksn
dari bagian-bsgiannya, dalam arti bahwa suatu bagian
{antara lain seperti institusi hukum, institusi
politik, institusi ekononmi, kepercayaan dan pola
organisasi keluarga)l haruslah dipahami sebagai kesa-
tuan yang utuh;

3. Bagian-bagian tersebut menjalankan fungsi untuk
memelihara keseimbangan dari sistem dalam memelihara

eksistensinya, vyang berarti bahwa hubungan vang

38.] Diringkss dan disederhanaksn dari tulisannys tentang An
Outline of the Social System, ysng menjadi bagian dari bukunya vang
berjudul The Theory of Society Foundations of Modern Sociological
Theory, New York. The Free Press, 1988.




tercipta adalah fungsional.

4. Interdependensi antar bagisn bersifat fungsional,
vang tercermin dari fungsi dari bagian-bagian vang
saling mendukung dan melengkapi, vyang menyebsabkan
bagian-bagian tersebut berfungsi untuk memelihars
kebutuhan dari keseluruhan.

Beranjak dari keempat premis tersebut, maks manusisa
dalam kapasitasnya sebagai bagisn dari masyarskat melsk-
ukan: [a] tindakan untuk mencapsi tujuan tertentn, [b]
orientasi pada situasi, serta [c] berpedoman pada nilai-
nilai yang dianut bersama. Serangkaiasn tindakan manusia
dalam kancah interaksi disebnt suatu sistem sosial.

Sistem sosial tersusun atas sejumlah bagian vang
juga disebut subsistem, yang saling berkaitan dan saling
mendukung. Setiap subsistem mempunyai fungsi tertentn
terhadap subsistem yang lain. Terdspat 4 [empat] fungsi
utama dari Sub-sub sistem itu, yaitu:

1. Pemeliharaan pola dan latensi [patterns maintenance
or latency), adalsh untuk melestarikan pola-pola yang
sudah terbentuk berdasarksn nilai-nilsi;

2. Integrasi [integration}, adalah memadukan atau meng-
akomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pen-
capaian tujusn;

3. Pencapaian tujuan [goal attainment], adalah pen-
capaian sasaran atau perwujudan tujuan;

4. Adaptasi [adaptation], adalah fungsi penyesuaisn diri

terhadap situasi dan lingkungan;
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Dalam kerangka strata sibernetik, tindakan wmsnusia
mulai yang tertinggi meliputi: sistem kultural, sisten
gosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Dalam strats
ini, sistem yang berads diatas serta kays informasi,
tapi miskin enerdi, mengendaliksn sistem vang berads
dibawahnya, vyang 1ebih miskin informasi, tetapi kaya
skan energi.

Sistem kultural terdiri stas elemen-elemen simbolik
dari pengetahuan, gagasan dan kepercayaan. Melalui
informasinya mengarahkan secara dan secara bermakns
memberikan orientasi pada tindakan vang dijabarkan o¢leh
sistem-sisten vyang lebih rendsh. éistem sosizl menghu-
bungkan dan menterjemahkan informssi dari sistem kultur-
al menjadi perskripsi tindakan, berupa norms-norms
sosial untuk para partisipan yang menjsadi anggota sisten
masyarskat yang bersangkutan, vyang melalui internalisasi
kaidsh-kaidah mengendalikan perilaku ekonomi.

Walaupun tidak berada pada level tertinggi dalam
Strata sibernetik, akan tetapi sistem sosial memegang
peran vang &amat sentrsl, karena fungsinys dalam
mengintegrasikan tiga sistem vang lainnya dalam dirinya.
Sistem sosial adalsh sistem intersksi dari sejumlah
individu, ketiga sistem tindakan vang lain berkaitan
dengan sistem sosial sebagai lingkungan utama Sistem
sosial berfungsi untuk mengartikulasi satu sistem dengan
lainnya dan mengorganisasiksn di dalam dirinvya.

Masyarakat adalah suatu tipe sistem sosial yang
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memiliki derajat kemandirian paling tinggi. Sebab seba-
gai sistem sosial wmasyarakat mengelola dan meng-—
integrasi lima lingkungan, yang tercakup dalam sistem
kunltural, sistem politik, sistem ekonomi, realita ter-
tinggi melalui sistem kultural, serta dunia fisik-
organik melslui sistem organik. Fungsi integrasi menem-
pati kedudukan sentral dalam proses organisasi masyara-
kat. Masyarakat sebagail kolektivitas ditunjuk sebagai
komunitas sosietal [the societal community], dan dipan-
dang sebagai struktur inti dari sistem. Fungsi utama
komunitas adalah integrasi. Sehingga secsra konkrit
dapat diartikan bahwa komunitas:

1. Menentukan identitas dan kriteria keanggotaan dalam
komunitas.

2. Menetapkan pengaturan normatif dari hwbungan-hunbungan
antar anggota masyarakat dan antar berbagsai komunitas
dalam masyarakat vang terdiferensiasi.s9

Senada dengan uraian diatas vang mengungkapksn
bahwa dalam stratas sibernetik, sistem sosial tepat
berada dibawah sistem kultural, maka identitas komunitas
memperoleh substansi norma-normanya dari sistem kultural
yvang sSecars bersama dianut dalsm nasyarskst. dalam
masyarakat fungsi integratif diwujudkan terutama melalui

medls bahssa dan sistem hukum formal.

39.) Talcott Parsons, dalam Bambang Sugiono, 1895, Masalah
Pemberdsyaan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegsh Geraksn Separa—
tisme di Propinsi Irian Jaya, Makalah, hal.4.

Lk




Jika menganslisis model sistem sosial dari teori
fungsionslis struktural, dapat disimpulkan bahwa hukum
sebagai bagian dalam sistem sosial mempunyai fokus atau
titik berat pada fungsi integrasi. Hukum disrahksn untuk
mengakoﬁodasikan keseluruhan sistem sosial kemasyarsksa-
tan. Fungsi ini meliputi sistem ksidah vang bertugsas
untuk mengoreksi perilaku yang menyimpang dari kaidah-
kaidah yang bersangkutan. Dalam konteks ini kaidah-
kaidah tersebut dalam integrasi sosial menuntut perilskn
tertentu untuk mewujudksn peranan tertentu. Dengan
demikian, kaidah-kaidah tersebut merupakan kerangksa
orientasi perilaku manusisa sebagai‘anggota sistem kema-
syarakatan, karena berlaku sebagsi sesuatu vang sah.
Keabsahan dari kaidah-kaidah adalah karens dilegitimasi
oleh kaidah-kaidah yang lebih umum yang berasal atan
terdapat dalam sistem yang lebih tinggi yaitn sistem
kultural yang bersumber pads realitas tertinggil.

Keabsahan kaidah yang lebih tinggi itu bertumpu
pads konsensus tentang nilai-nilai dalam masyarakat yang
bersumber pada sistem kultursl, dengan demikian rineian
tentang kaitan peran hukum dslam melaksanakan fungsi-
nya, adalah sebagsi berikut:

1. Fungsi latensi daripada hukum menunjuk pads pengenda-
lian keterikstan pada nilai vyang diyakini, vaitu
ikatan loyalitas

2. Fungsi integrasi dari huakum menunjuk pada kemsmpusan

pada kaidah untuk menentukan apaskah ada konsistensi




dan apaksh itu sesuai dengan nilai-nilai vang dipan-
dang tinggi dalam sistem kemasyarskatan yang bersang-
kutan.

3. Fungsi pencapaisan tujuan dari hukun menunjuk pads
pengendalian terhadsp kekuassan politik.

4. Fungsi adaptasi dari hukunm menunjuk pada pengen-
dalian kekuasaan ekonomi dan sosigl.40

Fungsi integrasi dan 1latensi mengusahakan agar
terhadap tujuan dari sistem kemasyarakatan, sgar selalu
harus tertib dan seimbang, maks setiap perilaku vang
menyimpang selalu harus dikoreksi: Sebab melaksanskan
hukum berarti mewnjudkan tata-tertib. Perilaku individu
dan atau komunitas dapat menyimpang dari peran vang
normal, Jiks meksnisme pengendalian sosial tidak be-
kerja dengan baik.

Dalam perspektif mekanisme sistem pada strata
sibernetik, maka ketidakberesan mekanisme suatu sisten
tertentu adalsh akibat dari tidak diperolehnyas input
dari sistem-sistem yang lain secara memadai, yang pada
akhirnya sistem tersebut tidsk dapat atau tidak mampu
mewujudkan out put secara memadai dalam mewujudkan
tujuannys.

Dalam ksitannya dengan analisis terhsadap bekerjanya

40.] Menurut Parsons jika hukum dipersamskan dengsn proses—
proses integrasi, maka perlu juga diketahui bshwa hukum juga bisa
dipersamskan dengan proses-proses lain yaitu, adaptasi; mengejar
tujuan; pemeliharaan pola dan latensi, mekanisme internal dalasm
proses tersebut dapat dibaca pada tulissnnya vang berjudul “7The Law
and Social Canirol' [1962].




hukum dalam masvarskat [sistem sosial], hasil analisis
Bredemeir4l mengatakan bahwa hukum saling berinterrelsa-
si dengan pattren variabels yang ada dalam sistem sosial
[patterp variabels of adaptation, goal bursuance, dan
pattern maintenance], sebaliknya hukumpun merupsakan
output dari solidaritas sosial dan dari hasil inter-

pretasi terhadsp rasa kesdilan.

41.] Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Studi Hulim dsn MNasyara—
kat, Bandung, Alumni. hal. 76-77.




BAB IIT
BEKERJANYA HUKUM DAN PENEGAKAN HURKUM
DI BIDANG PERBURUHAN

A. Industrialisasi dan Partisipasi Buruh

Industrialisasi merupakan sesuatu hal yang pasti, dan
proses industrialisasi bukanlah aktivitas vang terpisah
dari dinamika masyarakat, dan bukan pula suatn hal vyang
memiliki tujuan tersendiri. Industrislisssi bagaimanspun
juga dapat diamati sebagai produk sejarsh manusis. Dalam
proses Industri, tidak sajs terbawa serta teknologi,
tetapi juga peradaban dan tata cara baru yang menggantikan
tata susunan lams. Sehinggs membahss persoalan buruh yang
diletakkan dslam struktur dan sistem sosial, tidak dapat
dilepaskan dari konteks sistem pembangunsn industrialisasi
vang berlangsung saat ini.

Pembangunan sebagai suatn ideologi vang dipercavyvs
karens menjanjikan harapan untuk mengstasi masalah keter-
belskangan dan kemiskinsn berjuta-juta rakyat di dunia
ketiga, begitu dominan mempengaruhi umat manusis secars
global. MHakna vyang sama dari development diterjemahkan
seperti : perubshan sosial, pertumbuhan, progres msupun
modernisasi. Dan development selanjutnys menjadi sinonim
dari modernisasi, yang didalamnya terkandung adanya inves-
tasil dan industrialisasi.

Dalam melihat esensi pembangunan, teori pembangunan
tampaknya didominasi gleh 2 (dusa) ideologi, vaitu ideologi

kapitalis, yang bertumpu pada Iide pertumbuhan dan ideoclo-
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g1 sosialis, vang berdssarkan rada ide revolusi. Kedus
ideologi ini oleh Bergerl digambarkan sebagai keunggulan
pribadi berhadapan dengan keterikatan, dan persetujuan
terhadaﬁ model perlawanan masyarakst berhadspan dengsan
cita-cita keselsrasan. Yang pada akhirnya hanya mitos-
mitos yang masih harus dibongkar kepalsuannysa karena ssma-
sama telah membebanksn bisya-biaya manusiawi individu dan
persaingan pribadi, ternvata telsh menghancurkan kolekti-
vitas dalam kebudayasan tradisional dan menciptakan anomi-
tas bagi massa msnusia perorangan. Sedangkan ide pembangu-
nan sosislis di bawah prinsip' selfreliance-nya psatut
diraguksn karena sosialisme hanya dapst ditegakkan dan
diselaraskan melalui diktatur proletarisat.

Persaingan kedua ideologi tersebut, membawa bPersaingsan
dalam dua paradigma di dalam menjswab kompleksitas masslah
pembangunan. Ysity paradigma pembsngunan konservatif yang
mengacu pada teori tahap-tahap pertumbuhan (The Stages of
Economice Growth Theories), yang berkembang pada tahun 1950
-an dan tahun 1880-an dan paradigma pembangunan revolusi-
uoner yang mengacu pada teori internasionalis struktural
(The Structural Internasionalis Theories), khususnya

formulasi Marxis dan Neo Marxis, vyang berkembang pada

1.) Berger melakukan kritik terbadap ideologi kapitalis dan
sosialis serta mengelaborasi secara menyeluruh kedalam 25 tesis,
sebagal masalah sekaligus bahaya, dalam Peter L.Berger, 1982, Ayra-
mids of Sacrife : Politicsl Ethice and Social Change (terjemahan
A.Rahman Tolleng, Piramids Kurban Manusia : Etika Politik dan  Peru—
bahan Sosial), LPIES, Jakarta, hal. xxxii-—xxxiii.
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akhir tahun 1980~an dan awal‘tahun 1870-an. Dari kedus
raradigma ini munecul varian teori pertumbuhan konvensional
vang didasarksn psds assumsi-assumsi Neo—Klasik,z yang
dirancang—bangun oleh para pembuat keputusan gung merespon
investasi dan industrialisasi.

Orientasi kebijakan para pengguna pembangunsn konven-
sional, demi wmenarik investasi terdapat kecenderungan,
antara lain :{1]. membuat investasi vang mendukung peman-
faatan sumberdaya untuk ekspor demi meningkatkan pendapa-
tan devisa negars, [(2]. memobilisasi dans asing untuk
investasi dalam shala besar, [3]. menekan wpah buruh demi
menyediakan kondisi yang nmenarik investasi dan untuk
mempertahankan days saing internasional, dan [4]. menunda
pembangunan di bidang 1ainnya.3 Sehingga buruh benar-benar
mengalami devalusasi, marginalisasi dan "silenisasi".

Selain itu teori yang berusaha menjelaskan cara kerja
industrialisasi seperti The Industrial Organization Theory
of Vertical Integration, yang dikembangkan oleh Stephen
Hymer dan Charles Kinderberger, berpijak pada sasumnsi
bahwa biaya untuk melakukan bisnis di luar negerl, dengan
investasi, mencakup bisya-biava lain yang lebih besar,

maka memnrut teori ini investasi harus dilskukan dengan

2.) Tentang sisi negatif penggunaan asumsi Neo-Klasik, khususnya
menyangkut peran serta dalam kerangka kerja investasi, dalam David C.
Korten, 1993, (terjemahan Lilian Tejasudhana, Menuju Abad ke-21
Tindakan Sukacita dan Agenda Global), Pustaka Sinar Harapan, bal.&7-
74.

3} Ibid, hal.70-71.
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cara integrasi vertikal, yaitu dengsan menempsatkan beberapa
tahapan produoksi di beberapa lokasi yang berbeds-beda di
seluruh dunia. Motivasi utamanya adsalah : [a]. mendapatkan
keuntungan berups biaya-biays produksi yang rendzah, [b].
pemanfaﬁtan kebijakan pajak lokal, [c]. pemanfaatan tenaga
kerja yang murah dsn membuat "rintangsn perdagangsn” bagi
perusahaan lain, dslsam arti merintangi kedatangsn pessing-
pesaing daril negara lain agar monopoli dapat dipertahan-
kan. Motif vyang demikian ini merupakan indikator dari
konsep hegemoni dalam melsngkah kepads industrislisssi
menurut perspektif teori ini.

Modernisasi sebsgai teori yang lahir tahun 1950-an,
vang merupakan respon kaum intelektual terhadsp persng du-
nia, dan dianggap sebagail Jalan paling optimis menuju
perubahan.4 Huntington menjelaskan bshws modernisasi
bersifat revolusioner (perubsahan cepat dari tradisi ke
modern), kompleks (melslui bsasnyak cara), sistematik,
global (akan mempengaruhil semus manusiz), bertahap (mela-
lui langkah-langkah), homogenisasi (convergency) dan

progresif. Sedangkan Alex Inkeles, berdasarkan pokok

kajian vang samzs mengembangkan alat untuk menilai skala

modernitas guna menentukan tingkat modernitas suatu masys

4.} Gagasan modernisasi terdapat dalam buku McClelland, 7he
Achieving Society, 1961. Yang berdasarkan tafsirannya atas Max weber,
jika etika protestant menjadi pendorong pertumbuhan di Bsrat, analog
vang sama juga bisa dipakai untuk melihat pertumbuban ekongmi. Alasan
mengapa rakyat dunia ketiga terbelakang, menurutnya karena tendahnya
"the need for achievmerrt” (N Ach). Teori ini mempengarubhl  interdisi-
plin ilms seperti : sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, antropo-
logi bahbkan agama.




rakat, Sepgrti sosialisasi dalam keluargs, sekolshan dan
pabrik. Tradisionalisme dianggép sebagail masalah dan oleh
karenanys harus disingkirkan, dan modernisme dipandang
akan menbawa pada pertumbuhan ekonomi, jalan menuju ke
masyarakat high mass consumption. Yakni model masysrakat
vang diidamkan oleh W.W. Rostouw, dalam teori prertumbuhan
vang pada dasarnya adalah masyarakat Kapitalisme Barat
tahun 1950-an.

Para ahli ekonomi merumusksn teori modernisasi » de-
ngsn penekansn pada kemampuan produktif sumberdsvs manusia
sebagail modal utama. Theodore Schultz mengembangkan perta-
ma kali teori investasi terhadsp sumber daya manusia.
baginya keterbelakangan suatu masyarakat bersumber pada
faktor intern masysraskat itu sendiri. Teori ini mengandal-
kan economic return ¢f investment dslam bidang pendidikan.
Bagi pengambil keputusan upaya untuk meningkatkan investa-
£l manusia dilihat sebagsai skibat dari cepatnya pertumbu-
han ekonomi. Sementara bagi masing-masing individu, inves-
tasi tftersebut mereks lihst sebagai imbslan stas prestasi
masing-masing.

Namun yang melatar belakangi mengapa dan bsagaimans
developmentalisme diciptakan, tidak lain ide itu dikem-
bangkan dalam ranghks membendung semangat anti kapitalisme
bagi berjuta-juta rakyst di dunis ketiga, Jjuga sebagai

jawaban ideologis terhadap meningkatnya dsays tarik dunis
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ketigs terhadep Uni Soviet (sosislisme).® Gagasan 1itu

muncul pads sasat Presiden Amerika Harry 8. Truman pada

tanggal 20 Januari 1949 mengumumkan konsep development
sebagai doktrin kebijakan lusr negeri pemerintahnya.

Raitan developmentalisme dalam meletakkan posisi
kelompok buruh, terletak pada pemshsmsn mengensi sistenm
kapitalisme yang diyakini sebagsi bentuk idesal dari sistem
dan struktur masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu,
developmentalisme pada dasarnya mengupayakan pengalaman
negars-negars industri maju tersebut untu dijadikan wmodel
dalam proses politik, ekonomi, sosial dan budaya bagi
dunia ketigs, termasuk Indonesis,

Jika dilihat secara struktural, perscalan buruh pads
dasarnys tidak bisa direduksi hanya dalam hubungasn ekonomi
belaka, tetapi harus dikaji dalam hubungan vyang lebih
luas. Dan memposisikan kelompok buruh dalam hubungan vang
kontradiktif, sntara lain
Pertama, hubungsn sntsrz buruh dengan majikan/mansger, me-
nempatkan majikan mendapatkan nilai surplus dari hasil
kerja buruh. Akan tetapi hasil "surplus" tersebut harus
didistribusikan kepada unsur-unsur lain dslam bentuk
pajak, bungs bank, keuntungsn, gaji, investasi, riset dan
sebagainya, bukannys pada pera buruh 1ty sendiri ysng ne-

rupskan penghssil nilai surplus.

Dan negsrs sangat berkepentingan dalam melanggengkan sta-

o-) Gagasan oevelopment pada dasarnya adalah bungkus baru dari
kapitalisme.




tus hubungan buruh majikan tersebut, demi investasi dan
industrialisasi, vyang keberpihakannya diletakksn pada
pemilik modal (kapitalis) seperti diberikannya proteksi,
kuota, subsidi, kemudahan perizinan serts insentif lain-
nya, termasuk disiapkannya aparat keamanan dalam mengaman-—
kan sentra-sentra industri. Sedangkan Lerhadap buruh
dilakukan kontrol yang ketat di berbagai sturan perburuhan
termasuk larangan pemogokan, dan eksistensi organisasi
buruh dikendalikan dibawah SPSI.

Kedua, negara melakukan proses ideoclogisasi budaya terhs-
dap c¢ivil society yang disebut hegemony, yang dalam pe-
ngertiannya adalah sustu loyalitas.ysasng bersifst spontani-
tas dari golongan masa yang ditujukan kepada kelompok
sosial yang dominan, karens keunggulan intelektusl, sosial
dan ekonomi, dan merupakan alisnsi kelas vang mendominasi
kelas lain. Disini masyarakat yang meligitimasi melalui
penjinakan secara sukarelas (consent)} sehingga menerima
tatanan dan hubungan tersebut. Proses hegemony dilakukan
melalui media masa, lembaga-lembaga pendidikan serta
lembaga masyarakat lainnya untuk mempengaruhil csra pandang
dan keyakinan masyarskat sehingga kehilangsn kesadaran
kritis terhadap sistem yang sda.

Ketiga, bahwa knowledge ternyata mengandung kekuassaan
(power), artinya antara kinowledge dan power tidak dapst
dipisahkan. Sehingga ilmu pendetahuan itu tidak bebas
nilai (tidak netrsl). Disinilah peran lembaga-lembags

pengetahuan dalam melanggengkan sistem tersebut, dan




hamplr s=semua bildang i1lmu pengetahuan dikembanghkan demi
kepentingan proses kelas tersebnt. Para 1ilmuan dalam
proses pelanggengan sistem kapitalisme ini  Jjuga dalsm
bentuk secars terus menerus berusahs agar posisi burvh ini

berjalan_secara efektif dan efisien.

Hak Asasi Manusia Dan Periindungan Hak-Hak Buruh.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yvang melekat
pada manusia karens martabstnya, dan bukan karena pembe-
rian oleh masyarskat atan negara. HAM merupakan sarans
perlindungan manusia terhadap kekouasszan politik, sosial,
ekonomis, kultursl dan ideolegis yang skan menindasnya.
Maks menghormati dan melaksanskan ﬁAH menjadi prasyarat
agar pembangunsn tetsp berperikemanusisan dan beradab.
Pelaksanakan HAM sebagai upayas hukom untuk menjamin
bahwa bagaimanapun kebijaksanasan yang diambil, tidak
pernah akan mengorbankan manusia.

Gunawan Setiardja, menjelaskan bahws pendekatan HAM
dapat dilskukan melalui 2 cara yaitu
1]. Pendekatan obyektif (abstrak), menyatakan HAM meru-

pakan kewenangan pokok yang melekat pada manusia

sebagai manusia dan yang harus diakui dan dihargsai
oleh masysrskat dan pemerintah. Sehingga HAM bersi-
fat Universal, karena didasarkan kodrat manusia atau
nanusia sebagai manusia dalam segala dimensinya. HAM
merupakan hak setiap orang tanpsa kecuzali, vang

paling fundamental, lahir bersama eksistensinys.
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2].

hak
nya,
dise

1. H

a.

Pendekstan subyektif (konkrit), menjelaskan bshwa
HAM merupakan kesadaran manusia, sehinggs tidak
bersifat Universal tetapi beragam mengrut watak,
kultur dan ideologi bangsa yang bersangkutan.5
Jaminan perlindungan hak buruh sebagai rPerwujudan
yang melekat pada manusis (buruh) karens martabsat-

vang distyr dslsm pranats hukum perburuhan, dapat

butkan
ak mendapat upah.

Dasar hukum tentang upah terdapat dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Yang menysatakan bahwa
"Tiap-tiap Warga Negara berhak stss pekerjaan dan
kehidupan vyang layak bagi kemsnusiaan".
Kemudian dalam Undang-undang (UU) No. 14 tahun
1969 tentang Ketentuan-ketentusn Pokok Mengenai
Tensga Kerja dalam pasal 3 diatur bahwa :"Tiap
tenagas kerja berhsk atas pekerjaan dan penghasilan
vang layak bagi kemanusiaan".

Sebagai peratursan pelaksanaannya berlsku Peraturan
Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1981 tentang Perlin-
dungan Upah, sebsagsi penjabaran yang lebih opers-
sional.
Kelanjutan dari PP. No. 8 tazhun 1981 dikelusrkan

Peratursn Menteri Tenaga Kerja, HNo.: Per-01/MEN/

6-) p, Gunawan Setiardja, 1997, HAM dan Fendidikan Politik

Mahasiswa di Indoriesia Kini, dalam ARITIS, Jurnal UKSW Salatiga,

No.2

Th XI Okt-Des.

75




19989 yang mengatur mengenai Upah Minimum. Pasal 1
ayat (1) Permenaker tersebut menyebutksan bshwa
upah minimum adalah upsh bulsnan terendah vyang
terdiri dari upah pokok termasuk tunjangasn tetap.
Kemudian untuk mengetahui besarnya Upah Minimum
Regional (UMR} vang berlazku pada masing-masing
propinsi dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No.: KEP-20/MEN/2000, yang mulai berlaku
mulai 1 April 2000 yang menetspkan UMR per bulan
burvh di Irisn Jaya sebessr Rp.315.000,--
Selain itu karena buruh melakukan pekerjaan over
time, maks diberiksan upaﬁ lembur. Aturan yang
menjadi dasar adalah Keputusan Menteri Tensgs
Kerja No. KEP-72/MEN/1984 tentsng Dassr Perhitun-
gan Upah Lembur. Point keempat dari perhitungan
upah lembur tersebut ditegaskan bahwa
I. Lembur yang dilskukan pada hari kerja biasa.
1. vpah lembur dibayar 1% kali upah sejam, untuk
Jjam kerja lembur pertams;
2.‘upah lembur dibayar 2 ksli upah sejam, untuk
jam kerjs lembur berikutnya.
IT. Lembur vyang dilakuksn pads hari istirahat
mingguan dan atag hsri rays resmi.
1. apah 1lembur dibayar 2 kali upah sejam, untuk
setiap Jam kerja lembur dalam batas 7 jam se-

harl stau 5 Jam (pads hari Jum'at);




2. vpah lembur dibayar 3 kali upah sejam, untuk
kerja lembur pada jam ke 8 stau Jam ke 6 (pads
hari Jum at);

3. Upah lembur dibaysr 4 ksali upah sejasm, untuk
kerja lembur pada jam ke 9 atau jam ke 8 (pads
hari Jum’at).

Pads point kelima (KEPMEN No.72/1984), menga-
tur cars perhitungan upah perjam bagi buruh yvang
bekerja dan menerima upah secara bulanan, harisn
maupun borongan.

1. Upah perjsm buruh bulanan sdslsh 1/173 upah
sebulan;

2. Upah perjam buruh harisn adalzh 3/20 upah
sehari;

3. upah perjam buruh borongan adalah 1/7 rata-rata
hasil kerja sehari.

Hak buruh untuk memperoleh Tunjangan Hari Rays

(THR), diatur dalam Peraturan Menteri Tenags RKerija

No. PER-4/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya.

Dalam ketentuan ini buruh yang telsh mempunyali

masa kerja 1 tahun atau lebih secara terus menerus

berhak mendapatkan THR. Sedsngkan buruh vang
mempunyai masa kerja minimal 3 bulan (kurang dari

1 tahun), berhak mendapatkan THR secaras propor-

sional.
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2. Hak cuti, karens melahirkan, haid dan sakit, serta

waktu istirahat setelah nelakukan pekerjaan.
Hak buruh Jjika menderita sakit sehingga tidak
dapat melskukan pekerjsan, distur dalanm
PP No. 8 tahun 1981 pasal 5 vang menyebutkanbshwa
untuk 3 bulan pertams, upsh buruh masih dibayar 100
%; untuk 3 bulan kedus, upah buruh dibayar 75 %;
untuk 3 bulan ketiga upsah buruh dibayar 50 % dan
untuk 3 bulan keempst upsh buruh dibayar 25 %.
Sedangkan buruh perempuan yang karensa melshirksn

anaknya atau sedang haid tidak ada pengaturannysa,

Hak mendapat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),

vang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kematian sera Jaminan

Hari Tua.

Diatur dalam

1. UU No. 3 tahun 1892 tentang Jamsostek;

2. PP. No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jamsostek;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN
/1983 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepeser-
taan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunsn dsan

Pelayanan Jamsostek.

Hak untuk berserikat secara bebas.

Legalitas yang memberikan Jjaminan hak uantuk
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berserikst sudsh ditegaskan dalam

a.

UUD 1945 pasal 28, vang menyatakan bahwa "XKemerde-
ksan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan piki-
ran dengan lisan dan tulisan dan sebagainys dite-
tapkan dengan undang-undang".

Sebagai salah satu peraturan relaksanasnnys diatur
dalam UU No.14 tahun 1989 tentang Retentusn-keten-
tuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, dalsm passsl 11
menyatakan bahwa, dalam ayat [1] “Tisp tensga
kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota per-
serikatan tenaga kerja; gyat 23 Pembentukan
serikat pekerja dilakukan secars demokratis.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut antars
lain ditegasksn bahwa perserikatan tegaga kerja
diadakan untuk melindungi dan memperjuanghkan
kepentigan tensasga kerja, dan merupakan kekuatan
sosial yang mempunyai fungsi sosial dasn ekonomi
dalam usahs mencapai masyarakat Pancasila.

Selain itu dengan telsh diratifikasinya Xonvensi
International Labour Organization (ILO) No.98
mengenai berlskunya dasar-dasar dari hsk untuk
berorganisasi dan untuk berunding bersams (right
to organise and collective bargaining) dengan UU
No. 18 tahun 1856, dengan materi pokok yang menga-

tur

[1]. Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap
tindakan-tindakan pembedaan anti Serikat Bu-
ruh (SB) berhubung dengan pekerjaannya.

[2]. Perlindungan harus digunakan terutama terha-
dap tindskan-tindakan vang bermaksud
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&. memasyarakatkan kepada buruh, bahwa ia
tidak aksn masuk sustu Serikat Buruh stan
harus melepaskan keanggotaannya.

b. menyebabkan pemberhentian stau secars lain
merugikan buruh berdasarkan keanggotaan
Serikat Buruh atauw turut serta dalam
tindakan Serikat Buruh di luar jam kerja
ataun dengan persetujuan majikan dalam
waktu jam kerja.

[3]. Serikat Buruh dan Serikat Pengusaha harus
mendapsat perlindungan terhadsap tindakan-
tindakan ' gampur tangan oleh masing-masing
pihak dalam hal mendirikan, cara kerja, cara
mengurus organisasi mereks.

[4]. Tindakan yang sesusi dengan keadsan nasionsl
harus diambil untuk mendoreong dan memajukan
timbulnya perjsnjian perburuhan.

Sejalan dengan era reformassi yang masih berproses,
pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden R.T.
(Keppres) No. 83 tahun 1998 tentang pengesahan
konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat
dan Hak berorganisasi. Konvensi ILO No.87 menetap-
kan hak para buruh dan pengusaha, tanpa perbedaan,
untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi
atas pilihan masing-masing tanps mints ijin sebe-
lumnya. Organisasi-organisasi mereka berhak mem-
bentuk dan menjadi snggota federasi dan konfeders-
si, termasuk di tingkat internasionsal. Organisssi-
organisasi atan federasi-federasi ini hsrns bebsas
dari kemungkinan tindakan pembubsran astaun pembe-
kuan semena-mena oleh pemerintah.

Organisasi buruh dan pengusahs berhsk untuk menyu-

sun anggaran dasar dan anggaran rumah tsangga

mereka sendiri, memilih wakll-wskil mereks dan

menvelenggarakan kegiatan mereka, tanpa campur

tangan yang dapat membatasi hak ini, atau mencegsah
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renggunaan hak mereka secara hukum. Ketentuan
untuk mendspathkan kedudukan hukum bsgi organisasi
buruh dan organisasi pengusaha tidak boleh dibusat
sedemikian rupa sehinggs membstasi penggunaan hak
bérorganisasi.

Terbitnya Keppres No.83 tahun 1998 psds tang-
gal 5 Juni 1998, vang mengesahkan Konvensi ILO
No.87 membawa perubahan dalam penerapan sistem
single union dalsm organisasi buruh menjadi multi
union, ysng sebelumnys pads ers Orde Baru hanya
dikenal dengan sistem satu organisasi serikat
buruh, sekarsng menjadi lebih dari satu serikst
buruh di dalam satu perusshaan.

Dan sudah ada sebelas organisasi serikst buruh

vang terdaftar pada Departemen Tenags Kerjas Puszst,

vaitu

1]. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesis
(FSPSI)

23. Serikst Buruh Sejahtera Indonesis (SBSI)

31. Serikat Buruh Muslimin Indonesis (SARBUMUSI)

4]. Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh

Indonesia (FSBDSI)

5]. Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia

(GASPER~ MINDO)

8]. Persatuan Pekerjs Muslim Indonesis (PPMI)
7]. Kesatuan Buruh Marhaen (KBM)

81. Kesastuan Buruh Kerskysatan Indonesia (KBKI)




8]. Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia (KPNI)

10. Presidium DPP Reformasi Federasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesis (Presidium DPP
Reformasi FSPSI)

li. FOKUBA

Bertitik tolak pads pernyataan Hak Asssi Manusis
PBB dan EKonvensi Internasional tentang hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya, vang dibuat berpasangan
dengan hak-hak sipil dan politik,7 mempunyai makna
vang penting karena buruh memerlukan kebebasan meng-
gunakan hak-hak sipil dan politiknys dalam pembentu-
kan struktur organisasi buruh délam rangka penentuan
nasib mereka sendiri.

Hak stas kebebasan mengeluarksn pendapat dan hsak
atas kébebasan berkumpul serta hak atas kebebasan
memssuki serikat buruh, merupaksn hsk peolitik yang
diakui keberadsannya oleh Pernyataan Umum Hsk Asssi
Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights)
dan Konvensi Internssionsal tentang hak-hak sipil dan
politik.

Hak-hak sipil buruh, diantaranya hak untuk bebas
dari penganiayaan, hak untuk bebas dari perhambasn
atau perbudakan atau hak untuk bebas dari eksploitasi

7-) Adanya pemisahan menjadi dua konvensi, setelah melalui
komproml antara negara-negara liberal dan negara-negara scsialis,
yang saat itu masih terlibat dalam perang dingin dalam memperebutkan
supremasi ideologl, dalam Revrisond Baswir, dkk, 1999, Pembangunan
lanpa Perasaan, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, hal.ix.
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buruh, hak untuk diperlakuksn sama didepan hukum.

Sedanghan hak-hak politik, seperti hsk untuk
berperan serta dslam pemilihan umum (hak untuk dipi-
lih dan  memilih), hak untuk memasuki keanggotasn
salah satu partsi politik, hak untuk menjadi anggota
serikat buruh, yang memang merupskan hak dasar manu-—
sia yang diperlukan untuk melindungi dan memper-
Juangkan aspirasi dan kepentingan kaum buruh dalam
suatu negara demokrasi. Demokrasi memainkan peran
penting bagi ussha-usahs buruh untuk mewmperjvanghkan
kepentingannya. Tapnpa ads kebebasan mengeluarkan
pendapat dan kebebasan berorganisasi, sulit rasanya
bagi buruh Vdapat mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang berkenaan dengan rembuatan kebijakan
yang sangat berpengaruh dslam kehidupan mereka.
Hak-hak politik tersebut dapat digunaksn oleh buruh
jika ada Jjaminan kebebasan yang memadail, sehingga
tidak ada rasa takut karens ancaman atau intimidasi,
sehingga hak berorganisasi secars bebas dalam suaty
serikat buruh, dapat dilaksanakan dengan benar,
apabila ada pengakuan dan Jaminan terhadap hak-hak
sipil. Dengan perkstaan lain tanpa pengakuasn dsn
Jaminan terhadap hak~hak sipil maks mustahil buruh
dapat menjalankan hak-hak politiknya sebagaimana
lazimnys dalam negara demokrasi.

Lunberg (13990) menyatakan, demokrasi baru bisa

berjalan kalsu masyarakst (kelompok buruh) sadar
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bahwa mereks memiliki hak untuk mengontrel Jjalannys
pemerintahan, tidak sekedar ikut dalam tisp-tiap
tahap proses politik. Demokrasi menghendaki empower—
ment, ysang menyangkut kemampuan rakyat (kaum buruh)
untuk merumuskan dan memaksakan kehendak mereka ke
dalam proses pembangunan. Disini 1lebih diutamaksn
adanya demokrasi substansial dari pada demokrasi
formal atau prosedural. Dan hanya dengan melaksanskan
demokrasi substansisl skan tumbuh empowerment.8
Dengan demikian implementasi dari hak-hsk sipil
dan hak-hak politik sangat terkait dengan memposisi-
kan kekustan masyarakat sipil (eivil society)g didsa-
lamnya. Masyarakat sipil sebagai masyarskst politik
vang telah mengenal, menghormati dan melindungi hak-
hak dasar/hsk ssasi manusis (human rights) warganya.
Ini yang kemudian dikensl sebagsi hak—hak sipil
(eivil rights). Sehinggas dalam sustu civil society
terdapat adanya kenystasan bahwa negara menghargai
hak-hak dasar dari rakyatnya. Dan untuk mengukur
keberhasilan suatu pembangunan yang dilaskukan oleh
suatu bangsa, maka indikstor kensikan pendapstan

bukan lagi menjadi satu-satunya tolok ukur, tetapi

8.) palam Riswandha Imawan, 1997, Mombedah Politik Orde Baru,
Pustaka Pelajar, Jogyakarta, hal.79-80.

9.) Meskipun berasal dari konteks masyarakat Barat dalam masa
peraliban ke kapitalisme dan ditegakkannya demokrasi borjuasi, teori
ini kemudian berkembang sebagai teori antidominasi dan antihegemoni
negara, atau kontradiksi permanen terhadap negara, serta memposisikan
kekuatan masyarakat sipil di dalamya.




dilihat apaksh vang dilaksanakan oleh suatu negarsa

vang mampn  menciptskan suatu eiviJ society

tidak.10

atau

Rajesh Tandon,11 menyebutkan tiga unsur dari

masyarakat sipil, ysitu :[1]. basis material sumber

daya untuk peman-fastan produktif. [2]. basis insti-
tusional dari kelompok-kelompok atau asosiasi, sgerts
inisistif wuntuk mengelols masyarakat sipil. [3].
basis ideologis dari nilai, norma dan ideal yang

menyediskan legitimasi dari governance.

€. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Pendekstan Sistem

Terminologi sistenm sering digunaskan untuk menunjuk
pada pengertian, metode atau cars dari sesustu himpunan
unsur atau komponen yang saling berhubungan sstu sams
lain menjadi satu kesatuan vang utuh. Salah satu defi-
nisi vyang sederhans dari sisten ialah defenisi yang
mengartiksn sistem merupakan suatu kebulatan/keseluruhsn
vang thompleks atan terorganisir; swuatu himpunsn atan

perpaduan hsl-hal atau bagian-bagian vang membentuk su-

10.) Loekman Soetrisno, 1995, Menwiu Masyarakat Fartisipatif,
Kanisius, Jogyakarta, hal.44.

1. FPersoalan yang mincul adalah negara maupun elit penguasa
telah mengambil alih semua basis tersebut, dalam Bonnie Setiawan,

Organisasi Non-Pemerintah  dan Masyarakat Sipil, Prisma No.7 tahun
1995,




atu kebulatan/keseluruhsn yang kompleks atau utuh, 12
Definisi lain yang menunnjunkkan sdanysa tujusn suatu sis-
tem, yang menyatakan suatu sistem itu merupaksn himpunan
komponen, stan bagian yang saling berkaitan vang bersa-
ma-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.13
Suatu pemahaman umum dari sistem ialah "4 system is a
set of interrelated parts, working independently and
Jointly, 1in pursuit of common objectives of the whole,
within a complex environment" . 14
Dari definisi-definisi sistem di atas, maksa élemen—
elemen dari sistem adalsah:
1. Himpunan bagian-bagian,
2. Bagian-bagian itu saling berkaitan,
3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan
bersams-sama satu sams lain saling dukung,
4. Semuanya ditujukan pada pencapasian tujuan bersams
ataﬁ tuJuan sistem,
5. Terjadi di dalam lingkungan vang rumit stau kompleks
Dengan demikian secars eksplisit maupun implisit
ciri-eiri umum suvatu sistem ialsh: bertujuan, punys
batag, terbuksa, tersusun dari sub-sub sistem, ada saling

keterikatan dan saling tergantung, merupzkan satun kesa-

12.) johnson. et al. dalam Tatang M. Amirin, 1984, Pokok-pokok
Teori Sistem, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 10.

13-) Bonita J. Campbell dalam Tatang M. Amirin, Jbid.
14.) William A. Shrode & Dan Voich, Jr. dalam Esmi Warassih,

1999, Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukom, [Masalah—-masalah
Hukum], Semarang, Undip, hal.l.
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tuan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, sads
mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan
menyesuaikan diri. 1%

Penggunaan pendekatan sistem pada snalisis hukum
termasuk penegakannya aksn sangat membantu, karens
menempatkan konsep penegaksn hukum sebagai suatu sisten
akan mempermudah analisis.

Konsep dari sistem penegakan hukunm mengandung mskna
adanya komponen-komponen atau subsistem yang merupakan
bagian dari sistem penegskan hukum, dimans komponen-
komponen itu mewnjudkan sinergi dalam rangka mencapai
tujuan dari sistem penegakan hukum.

Analisis terhadap komponen-komponen dari sistem ini
merupakan hal yang amst berguna, terutama dalam hsl
memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan mem-
bedakan antars benda-benda, masalsh-masalah {konflik],
atau peristiwa-peristiwa vang berlainan _dan untuk
menetapkan batas-batas kelilingnya atan menyendirikannya
Lmemilahkannya] guna kepentingan sanalisis dan untuk
mempermudah masalsah.

Pada kalangan hukum sendiri perspektif hukum sebagai
suatu sistem ada dua pandangan. Pertama kalsngan Jjuris
atau normatif yang berpandangan bahws sistem hukum itu
berkaitan dengan massalah saturan-aturan hukum dan

putusan-putusan hukum yang berlakn pada suatuy masysrskat

19-) Baca Tatang M. Amirin, 1984, (Op. Cit. hal. 21,
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tertentu dalam suatu hubungan yang berkaitan. 1Istilah

sistem hukum yvang dimaksud itu berkenaan dengan sustu

keseluruhan yang terbatas, misalnya sistem dari hukunm
perdata.18

Berikutnya ialah hukum sebagsi suastu sistem dslam
perspektif sosiologi hukum. Kalangan hukum vyang ber-
aliran sosiologli tentu mempunyal cara pandang yang
berbedsa dalam menetspkan arti suatu sistem hukum. Aliran
ini dengan berpijak pada basis sosial dari hukum akan
menganalisis [menguraikan unsur-unsur] apsa saja yang
termasnk dalsm susatu sistem hokum. Contoh vang dspat
diangkat ialah teori dari Kees Schuyt vyang menegaskan
bahwa sebuah sistem hukum terdirg dari tiga unsur vyang
memiliki kemandirian tertentu {memiliki identitas dengan
batas-batas yang relatif jelas}, yang ssling berkaitan,
dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-
unsur tersebut meliputi:

1. Unsur 1diil, unnsur ini terbentuk oleh sistem makna
dari hukum, yang terdiri atas aturan-sturan, kaidah-
kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang disebut
dengan sistem hukum. Bagi para sosiolog hukum masih
ada unsur lainnva yailtuy;

Unsur operasional. Unsur ini terdiri stas keseluruhan

3]

organisasi-organisasi dan lembasgs-lembaga, yang di-

. 16-) 3.3.4. Bruggink, 1995, Rechts Reflecties, Grondbegrippen
uit de rechtstheorie, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung, P.T.
Citra Aditya Bakti, hal. 136.
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dirikan dalam suatu sistenm hukum. Yang termasuk di
dalamnys adalah juga pars pengembsn Jjabastan [ambts-
drager], vang berfungsi dsalam kerangka susty
organisasi atau lembaga.

3. Unsur aktusl, unsur ini adalah keseluruhan putusan-
putusan dan perbuastan-perbuatsn konkret vang berkai-
tan dengan sistem mskna dari hukum, baik dari para
pengemban jabatan maupun dari paras warga masyarskat,
vang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.17

Aps yang dikemukskan oleh Schuyt di stass, dipertegas
oleh Lawrence M Friedman, sehingga ia menegaskan bahwa
untuk kepentingan analisis, mska sistem hukum yang
beroperasi dapat dianggap sebsgai suatu sisten vang
terdiri atas tiga komponen, yaitu

Komponen pertama adalah komponen struktural, vaitu
bagian-bagian yang bergerak dalam susty mekanisme,
komponen ini adalah kelembagsan yang diciptakan oieh
sistem hukum, seperti pengadilan, badan pembuat undang-
undang, konstitusi tertulis, merupakan contoh-contoh
mengenai apsa yang dimaksud dengan komponen struktural
dari sistem hukum. Komponen ini memungkinkan memberikan
pelayanan dan penggarapan hukum secars teratur.

Komponen yang kedua ialah substsnsi, vyaitu hasil
sebenarnya yang dikeluarksn oleh sistem hukum. Setisp

keputusan vyang merupakan produk substantif dari sustu

17-Y 3.3.H. Bruggink, 1995, Ibid, hal. 140.




gsistem hukum, misalnya keputusan yang dibuat oleh penga-
dilan, juga setiap putusan yang diundangkan oleh pembuat
undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan
oleh badan-badan pemerintah. Yang kesemuanys diperguna-
kan oleh para penegask hukum dan oleh mereka yang diatur.

Komponen ketiga dari sistem hukum ialah yang bersi-
fat kultural, komponen mana terdiri dari ide-ide, sikap-
siksp, hsrspan dan pendapat tentang hukum. Komponen yang
dinamakan dengan kultur hukum ini dibeda-kan antara
internal legal culture yaitu kulturnya lawyer dan
Judged s dsn external legal culture vyang merupakan
kultur hukum masyarakat pads umumnya.l8

Dengan berpedoman pada pandangan di atas, maka
penerapan pendekatan sistem pada penegskan hukum sangat
dimgngkinkan. Karens penegskan hokum sebagsal suatu
permasalahan dalam masysrakat sekurang-hkurangnya akan
mengangkat persoalan-persocalan di sekitar ussha untuk
mengekspresikan citra moral yang terkandong di dalam
hukum, usaha manusia yang dengan sengaja dilakukan untuk
itu, serta faktor-faktor lain vang dapat mendukung.
Memandang penegakan hukum sebagai sustu sistem, maka
untuk menunjang keberhasilanysa, diperlukan suatu sinergil
sntara komponen-komponennysa [ subsistem] .
Aplikasi pendekatan sistemn terhadap penegakan hukum

ditegaskan oleh Socerjono Soekanto vang mengatakan bahwa

18.) | sawrence M. Friedman, dalam Esmi Warassih, 19995, Op. Cit.
hal. 2.
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masalah pokok dasri penegakan hukum sebenarnya terletak

pada faktor-Ffaktor atau komponen yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor atau komponen itun ialsh:

1. Faktor hﬁkumnya sendiri, atau persturan perundang-
undangan .

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mem-

bentuk maupun yang menerapkan hukum.

Fsktor sarana atau fasilitas vang mendukung penegskan

hukum .

4. Faktor masyarskat, vakni lingkungan dimana mokum
tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudsyasn, vakni sebagai hgsil karyvs, cipts
dan rasa vang didasarkan pada karsa manusia di dalsam
pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atss saling berkaitan
dengan eratnya. Oleh karens itu merupaskasn esensi dari
penegakan hukum, di sisi lain jugsa merupsksn tolok nkur
dari efektivitas penegakan hukum dslam masyarakat.18

Pendapat vyang sama juga dikemukskan oleh Satjipto
Rahardjo bahwa penegakan hukum berarti menempatkan hukum
sebagal suatu solengesetze pads kehidupan sehsri-hari.
pada saat itulsh hukum mendapatkan kesempatannya untuk
diuji dan diterapkan dalasm dunis kenyataan sehsari-hari.
Terjadilah di sini suatu proses intersksi yvang melibat-

kan empat unsur, yaitu:

19.) Soerjono Soekanto, 1986, Op.cit, hal. 5.
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1. Kemzuan hukum, artinya tujuan-tujuan dan Janji-janji
vang tercantum dalam peraturan hukum.

2. Tindakan para penegak hukum

3. Struktur penegakan hukum

4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan vang ber-
asal dari kenyataan hidup sehsri-hari. 20

Dari uraian di stas penulis menarik kesimpulan bshwa
komponen-komponen vang menjadi subsistem dari sistem
penegakan hukum islsh:

1. Aturan atau kaedah hukum

2. Birokrasi penegak hukum

3. Budaya hukum

Dalam proses intersksi antara uansur-unsur stau
komponen-komponen dari sistem prenegakan hukum, buksanlah
suatu hal vyang mustahil apabila berbsgsi hal biss
terjadi yang dapat dikelompokkan ke dalsm kejadian-
kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan
hukum yang baik.

Perihal mengensi perstursan perundangan-undangsn stau
kaedah hukum ini ialah:

1. Apakah kaedsh hukum itu berlakn segara yuridis, ysaitu
apabila penentuannya didasarkan pada kaedah vyang
lebih tinggi tingkstnya Lstufenbau)], satau sapabila
menunjukkan huobundan keharusan antara suatu kondisi

20.) Satjipto Rahardjo, 1979, Keadaan dan Fermasalahan Dalam
FPenegakan Hukum Dewasa Ini, makalah dalam Simposisum Penegakan
Hukum di Den Pasar, hal. 1.
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dan akibatnya. Menurut Kelsen setiap tata Lkaedsh
hukum merupskan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah
[stufentheorie}, dipuncaknya terdapsat “grundnorm"
atau kaedsh dasar dari suastu tata kaedah hukum na-
sional vang bukan merupskan suastu kaedah hukum posi-
tif vyang dibentuk oleh s=sustu tindakan legislatif
manapun, akan tetapi hanyalah merupakan hasil analisa
pemikiran yuridis, hanya dippstulasikan oleh pikiran
manusia. Kaedah dasar tersebut merupakan dassr dari
segala pandsngsn menilai vang bersifat yuridis, yang
dimungkinkan dalam kerangks tats kaedsh hukum suatu
negars tertentu.2}

Apakah kaedsh hukﬁm itu berlsku secara sosiologis,
vaitu apakah kaedah tersebut efektif, artinya sapaksh
kaedah itu dspsat dipaksakan berlakunya oleh penguasa,
walaupun tidak diterima oleh masysrakst, stauksh
kaedah tersebut berlsaku karena diterima dan diskui
oleh masyaraksat.

Yang perlu juga untuk dicermati bshwa setiap proses
sosial selalu melibatkan masalsh sistem nilai—nilai
vang oleh Astrid Susanto dikelompokkan menjadi dusg,
vaitu welfare values dan deference values. Yang
pertama berkaitan dengan nilai-nilai vyang dianggap
penting oleh dan untuk kehidupan manusis agar supayvsa

ia dapat hidup layak, mempunysi pendapatan vang

21.} Hans Kelsen dalam Purnadi Purbacaraka et. al, 1993,

FPerihal Kaedah Hukum, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hal. 22.
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mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan vang kedua
adalah kelompok nilsj vang lebih tinggi vang berkai—
tan dengan morsl, ysitu apa vyang dianggap baik,
buruk, jujur, tidak dan seterusnya.

Keterlibatan nilasi-nilai tersebnt dalam interaksi
sosial juga menentukan tingkah laku stan tindakan aps
yvang akan diambil Seseorang. Dengan kata lsin kedns
nilsi di atas merupsksn kekuatan yang cenderung mem-
pengaruhi perilaka seseorang.22

Dalam hal perilsku Seseorang itu melanggar norms umnm
atau norma adat, bahkan norma hukum, mska perilsku
orang tersebut umumnys dikatakan sebagail perilakn
yang menyimpang. Berkaitan dengan penyimpangsn ini
Robert B. SeidmanZ3d mengajukan teorinya bahwa dalam
ranghks melskuksn identifikasi kekunatan-kekuatan vang
cenderung mem-pengsruhi tingkah laku seseorang, teori
tradisional tentang penyimpangan Tdeviant theory)
dapat membantu. Teori ini mengajarkan bahwa pars
pemegang peran itu dapat mempunyal motivasi, baik
vang berkehendak untuk menyesuaiksn diri dengan norma
Lhkonform], maupun vang berkehendak untuk tidsk menye-

suaiksan diri dengan keharusan norma [non-konform].

22-3 pstrid S. Susanto, dalam Esmi Warassih, 1981, Ferlin—
dungan Hukum Terbadap Pasien Akibat Malpraktek, dalam Satj ipto
Rahardjo [editor), rukum Dalam FPerspektif Sosial, Bandung, Alumni,
hal. &9

25-) Rebert B. Seidman dalam Satjipto Rahardio, HMukun dan
Masyarakat, hal.l1.




selanjutnys dikatakan bahwa perilakn vang tidak
konform itu dapat saja timbul bersama-ssma dengan
motivasi untuk berkonform; dan sebaliknya, .perilaku
vang bersesuaian dengan bunyi norms dapst puia timbul
bersama-sama dengan motivasi yang berkehendak untuk
tidak konform. Dengan demikian ketidaksesuaién peri-
laku dapat saja terjadi sekalipun pemegang peran
telah berkehendak sungguh-sungguh untuk menjesuaikam
diri. Hal ini dapat terjadi pada perkara-perkars
dimana remegang peran tidak ssdsr akan normanya, stau
atau Jjika norma-norms vang seharusnya menjadi pedo-
mannya itu bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan
Yang ditetapkan untuk pogsisi-posisi pemegang peran
ity 24

3. Apakah kaedah hukom ity berlsku secarsa filosofis,
artinya apakash telah sesuai dengan cita-cita ~sebagsi
Sﬁatu nilai positif yang tertinggi.25 Dalam hubungan
ini dapat dikemukakan pendapat dari A. Ahrens yvang
mengatakan hukum dalam perspektif filasafst meliputi
penjiasbsran asas tertinggi dan stau cita hukum 'dari
manﬁsia dan kemanusisan, untuk selanjutnya dikembang-

kan dan diterspkan pada dasar hubungan kéhidupan

24.) Soetandyo Wignjosoebroto dan Satjipto Rahardjo fed],
1976, Hukum dan Masyarakat [kumpulan bahan bacaan], Surabaya, Pusat
Studi Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, hal. 1ii1.

25-}  Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosioclogi
Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, C.V. Rajawali, hal. 13.
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masyarakat.26
Suatu kaedah hukom haruslah memenuhi ketigas unsur
di atas, karena pada hakekatnya bila suatu kaedah hukum
hanysa beylaku secare yuridis, maks kemungkinasn besar
kaedah tersebut hanyalah merupskan ksedah mati [dode
regell. Demikian puls jika ksedah itu hanys berlaku
secara sosioclogis, maka kasedah itwn hanya menjadi aturan

pemskss [dwangmaatregel]. Di sisi lain Jika kaedah honkum

itu hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah

hukum ituw hanyalah merupakan hukum vang dicita-citakan
[ins econstituendum].

Analisigs permasslsahan mengenai berlskunya ksaedsah
hukum dalam masyarakat di atas memerlukan penelitian
kepustaksan vang mendalam. Hal ini diperluksn untuk
memberikan suatu masukan yang berharga dalam rangks
penegakan hukum yang baik, sehingga kendala-kendsls yang
timbul dapat diantisipasi.

Persoalan 1lain vang mungkin timbunl 'dalam suaty
aturan perundang-undangan ialah ketidakjelasan di dalanm
kata-kata vang dipergunskan pada perumussn pasal-pasal
tertentu. Ketidakielssan mana disebabkan oleh penggunaan
kata satsu istilsh yang dspst ditafsirkan secara amsat
luas.

Belum sdsanye perstursn pelsksanasn pads berbagai

26. p, pAhrens dalam Soejono Koesoemo Sisworo, 1988, Beberapa
Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan hukum, (Masalah-masalah Hukum
No. 4 tahun XIX 1989, Semarang, FH-UNDIP, hal. 2.
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peraturan perundang-undangan yang saat ini banyvak
terjadi, merupaklan suatu permasalahsn tersendiri
terhadap tersedianysa peratursn yvang lebih lengksp dan
Jelas dan menjamin kepastisn hukum, vsng pads akhirnva
jugs akan mempengaruhi penegakan hukum.

Berkaitan dengan lembaga penegskan hukum, ada dus
aspek yang wmempengaruhinya yaitu aspek penegsk hukum itu
gendiri, vang diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim di
saty plhak, dan faktor ssarana pendukung vang dalam hal
ini islah lembaga-lembaga penegakan hukum yang keduanys
diwadahi dalam birokrssi penegakan hukum. Jadi birokrasi
merupakan sustu bentuk pengorganisasian yvang mempunyai
berbagai .karakteristik tertentu, seperti spesialisasi,
hirarki, =sistem peratursn, dan tidsk personal.

Penegak hukum adalah warga masyarakat yang mempu-
nyail kewajdibasn menegakkan hukum, secars sosiologis
setlap penegak hukum tersebut mempunysi kedudukan
[status] dan peranan [role]. Peranan penedak hukum 1ini
sedikit banyak dipengaruhi pola-pola interaksi antara ia
dengan lembsga dimana ia berads dan interaksi antara
lembaga tersebut dengan lembaga-lembags penegakan hukum
vang lain akan mempengaruhi tingkah laku psra penegsk
hukum dalam menjalankan kewajibannya.

Di sisi lsin para penegak hukum ini juga dapat
memaksakan pola-pola interaksi sosial tertentu kepads
masyarakat agar berperilaku seswai dengan apa yang

diharapkan hukum [ JIlaw as a social engineering}. Hal ini
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menunjukkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya sehari-
hari pars penegsk hukum ini tak dspat dipisahkan dari
efektifitas birokrasi penegakan hukum itu dalam melaku-
kan fungsinya.

Sementars ity tiga lembaga yang merupakan bagisn
dari birokrasi penegaksn hukum di Indonesia, vaitu
kepolisian, kejakssan, dan pengadilan dalam menjalankan
fungsinyas terkesan terkotsk-kotak [fragmentasi], ini
terlihat dari peraturan perundangan-undangan vang me-
nyangkut penanggulangsn kejahatan bertitik tolak padsa
“instansi" [ instansi sentris].27

Dalam kaitannya dengan permassalahsn di atas, maka
peranan, fungsi, atau efektifitas birokrasi pénegakan
hukum dalam menjalsnkan mekanisme penegakan hukum inilsah
vang akan diteliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi
fakta dalam realita.

Peranan birokrasi dalam kehidupan modern sangat pen-
ting karena membantu warga masyarakat dslam menangani
berbagsi urusan yang tidak dapat dilakuksn secara pero-
rangan, namun disisi lain juga dapat mengancam bagi
kebebasan, kemajuan sosial, berkembangnya nilai-nilsi
demokrstis dan spontanitasg, seperti urusan yvang berbe-
lit, menjengkelkan dan juga mzahzl.

Pada awalnya birokrasi diciptakan untuk nelayani

kepentingan masyarakst luas, tetapi dalam kenyataannys

27-) Sudarto, dalam Soerjono Soekanto, 1980. Op. Cit, hal. 201.
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Justru masyarakst yang harus melayani birokrasi, Dan
dalam perkembangannys cenderung menjadi birokrasi
yang ambaudendo, yang serba kuasa. Dapi birokrasi seper-
ti dini  lahirlsh kebudayaan birokratis, budsya vang
muncul di bawah bayang- bayang birokrasi.

Menuruat I.S.Susanto, keadasn vang demikian ini
merupaksn ancamsan bagi masyarakat, khususnys apabils
kontrol dari masyarakat lemsh. Qleh karensa itu untuk
mengatasi hal tersebut diperlukan bPendawasan demokrasi
oleh masysrskat terhadsap keknasaan birokrasi, agar
birokrasi bekerja demi kepentingan nasyarsakat banyak.28

Sebagai negara hukum, Indonesisa mempunyal tujuan
utama untuk :17], melindungi masyarskat terhadap tindakan
vang merugiksn, membahayakan serta mengancam vang da-
tangnya dari kekusssan negara (penguasa); 2]. memberi
keadilsn; 37. melaksanakan pembangunan (memajukan kese-
Jahteraan umum, mencerdasksan kehidupan bangss. Hal ini
tercantum dalam penjelasan UuD 1845,

Pengan demikian UUD 1945 menunjuk hukum sebagai alsat
untuk mengontrol kekuasaan negara, dan ini berarti
konsepsi demokrasi dan hukum saling berkaitan satn sama
vang lain. Svpremssi hukum merupakan kondisi yang sangat
dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-

nilai demokratis. Dan ini hanya biss terlaksans bils

28.) 1.5. Susanto, 1998, Birokrasi yang Humanis, Makalah Seminar

Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan WU yang Demokratis (Kajian
Birokrasi) dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, FH UNDIP,

I
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hukum berisi nilai-nilaji dasar demokratis, seperti Jami-
nan terhadap partigipasi warganedara dslam pengambilsan
keputusan politik, adanysa persamsan dan kebebasan bagi
warganggara serta perlindungan terhadap martabat mann-
sia, dan vang tidsk kslsh pentingnys adanya kemandirian

atau kebebss=an lembaga pengadilan vang bernusnss pada

rasa dan suars keadilan, tidak rada kekuassan dan teka-

nan.
Selanjutnya peran birokrasi dalam model penyusunan

UU yang demokratis, dapat diamati dslam

a}]. Proses prembuatan UU.

Dapst dipshami dari peran Presiden, sesusi
dengan passl 5 ayat (1) UYUD 45 yvang menyataksn
Presiden menegang kekuasaan membentuk UU dengan
persetujuan DPR, dan Presiden sebagai pemegang
keknassan tertinggi di bidang pemerintahan. Menun-
Jukkan Bgﬁgpa besarnya pengaruh birokrasi dalam
pembuatan UU. Dalam proses penyusunan RUU, kebanya-
kan diajukan cleh birokrasi di departemen-
departemen, dibandingksan vang berasal dari DPR
sebagai badan legislatif vang mempunysi hak inisis-
tif.

Kemudian peran dari DPR sebagai lembaga legis-
latif wyang didominasi oleh Golkar dan ABRI, vang
Juga mengussai sepenuhnya pemerintahan dan birokrasi
di Indonesia. Hsal vang demikian ditegaskan oleh

Daniel Sparinga, bahwa proses-proses inilah yang

E-—s—.—
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dalam konsep sosiclogis dikenal dengan pembangunan
Hegemoni .29 Henunjukkan keberpihaksn birokrasi vang
gsarat dengan kepentinggh pemerintah dan birokrasi

vang berssngkutan.

Jugsa dalam _hal menjadikan pegawai negeri

' < .

(qgarﬁt birokrasi) ”digawah Golkar, membawa dampsak
- bahwa birokrasi yang merupskan slat (instrumen
politik), berubah menjadi kekuatan politik. Dengan
demikian birokrssi di Indonesis tidﬁk lagi netral,
tetapi sudah memihak dan diharuskan psada kekuatan
politik vang dominan. Menurut Hegel, bahwa fungsi
birokrasi adalah sebagai pendugung antara negara dan
masyarakat wargsa (civil;society). Sehinggs dspat
memberikan pelayanan sosial kepada senus warga
masyarakat secara adil. Hal ysang perlun mendapat
perhatian bsgi biro-krasi didalam menjalankan pers-
nan vang diembannys adalah seberaps janh memssukkan
nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilsi Pancasila
sepertl keadilan, persamsan menjadi salah sztu asas

dalam tatanan kenegaraan di dalam perundang-undangan

29.) Konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, pada
dasarnya berciri "lunak" dan “subtle" dalam memahami represi negara.
Yang dicapai melalui diskursus yang sistematik, terarah dan berkelan—
jutan guna memenangkan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau rezim
secara sukarela. Unsur terpentingnya adalah penerimaan publik {public
consent), bukan paksaan. Jadi masyarakat menerima sebuah ide atau
rezim karena mereka menganggap dalam ide tersebut terkandung “common
sense” yang didalamnya mengandung suatu kebemaran. Sebuah kebenaran
yang mampu menciptakan realitas sosial. Berbeda dengan konsep domina—
si, yang pada dasarnya menggunakan kekuasaan yang memaksa (coersive
power), dalam Sparinga, Makalah Seminar Nasional Penyusunan U yang
demokratis (kajian politik), 1998,
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kita,
D). Proses penegsakan hukum.
Ada 2 bentuk birokrssi penegakan hukum, vaitu:

1]. Birokrasi penegakan hukum seperti Pengadilsan;

2]. 'Lembags administrasi (birokrasi), seﬁerti di

bidang ketenagakerjaan, perpsajakan, perbankkan,
lingkungan hidup.

Lebih lanjut Satjipto$o menegaskan bahwa penegaksn
hukum sudah dimulsi pada saat peraturan hukum yang harus
dijalankan dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum
adalah suatu proses untuk mewnjudkan keinginan-keinginan
hukum wmenjadi kenvataan. Keinginsn dari Badan Pembuat
Undang~undang. {badan legislatif) yang dirumuskan dalam
peraturan hukom itu, sebagsi salsh satpn proses penegakan
hukum. Tak pelak bahwa suatu penyvusunan Undang-undang
vang demokratis merupakan langkah bagi pemberdayaan
hukum, vang dari perspektif sosiologis berkaitan ersat
dengan struoktur sosial. Artinya demokratis tidaknya
penyusunan Undang-undang untuk sebagian juga ditentukan
oleh struktur lembags penyusun atau pembuatnya. Lembags
meliputi faktor manusis, komponen fisik, fasilitas serta
pranata (prosedur dan mekanisme) vang dalam hal ini
tidak dapat dilepsskan dari lembaga pembuat Undang-
undang--Badan Legislstif-- Dewan Perwakilan rakyat (DPR)

dengan komposisi keanggotaannya. Sebagai salah satu dari

30-) gatjipto, Op.Cit. hal.2s.
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dua kekuatan penting dalam menyusun susty Undang-undang,
selain Presiden.

DPR sebsgai wakil rakyat mempunyail tanggung Jawab
untuk menjalankan suatu bargaining power. Dalam bidang
perburuhén lahirnya UU No.25 tahwn 1987 tentang ketena-
gakerjaan, yang akan diberlakuksn pada tanggal 1 Oktober
1988 ternyata ditunda,31 karena adanys resksi masyarskat
luas sebab muatan UU tersebut sarat dengan kontroversisal
vang sangat mendevaluasi dan memarjinalisasiksn buruh.

Berkaitan dengan budaya hukum, maka berdasarkan pads
apa yang diursikan oleh Friedman di atss dapat dinrsikan
sebagai berikut, bahwa budaya hukuﬁ ataun kultur hukum
ialah akumulasi dsri variabel-varisbel atan faktor-
faktor yang menentukan bagsimsns sistem hukunm memperoleh
tempat yvang sesuai dan dapat diterims di dslam kerangks
budaya masyarakat. Budaya mana tidak hanya merupakan
kumpulsn daril perilaku dan pola pikir yang saling terle-
pag, Letapi termasuk didalsmnys keseluruhan nilai soszisl
vang berhubungan dengan hukum, berikunt sikap-siksp vang
mempengaruhi bekerjanys hukum, tetapi yang buksn merupa-
kan hasil deduksi dari substangi dan struktur. Sehingga
termasuk didalamnya rasa hormat atau tidsk hormat kepads

hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan stan

31.) Berlakunya U No.28 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
dirubah, vyang semestinya berlaku tamggal 1 Oktober 1998 ditunda
menjadi 1 Oktober 2000, berdasarkan UJ No.1l tahun 1998. Meskipun
sekarang ini sedang diajukan pula RUU Ketenagakerjaan vyang akan
menggantikan U No.25 tabun 1997, bersamaan pula diajukan RUU
Serikat Buruh dan RUU Penyelesaian Perselisihan Perburuban.
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tidak menggunakan pPengadilan karens memilih ears-csrs
informal untuk menyeiesaikam suatu sengkets.

Termasouk di dalam budays hukum ini islah sikap-sikap
dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum vyang diajuksn oleh
kelompok—kelompok etnis, ras, agams, lspangan pekerjaan
dan kelas-kelas s0sigl yéng berbeda-beda .32

Dengan demikian konsepsi kultur atau budays hukun
merupakan ksjian tentang hukum yang mempunysai fokps
perhatian ﬁada bPengaruh nilai-nilai serta sikap-sikap
terhadap sistem hukum vang berkembang pada akhir-akhir
ini dapsat dipahami, karens pemshaman hanya terhadap
struktur ataupun substansi hukﬁm itu saja dianggap
kurang cukup, atau kurang banyak membantu. Terutams bils
vang ingin dipahami itu bukan sekedar kerangks formsil
hukum, tetapi lebih menukik ke dalam masyarskat, seperti
bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa di antarsa
mereka di luar prosedur hukum, yang lain izlah kajisn-
kajian vang men¢oba untuk memahami tindakan-tindakan
masyarakat vyang melakukan pelanggsran hukum secars her-
ulang-ulang tanpa merasa bersalah, sementars peraturan
yang mengatur hal tersebut masih berlaku,

Oleh sebab itu Friedman merumuskan kultur huokum itu
sebagai sikap-sikap dsn nilsi-nilai yang berhubungan
dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-gsiksp dan nilsi-

nilai yang berkaitsan dengan perilsku vang berhubungsn

32.3 Lawrence M. Friedman dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1989,
Op.cit. hal. 9.




dengan hukum dan lembaga-lembaganya, bsik secars positif
maupun negatif.33

Aspek-aspek hukum lain vyang berhubungan dengsan
budaya hukum ialah kesadaran hukum dan kepastuhan hukumnm,
karena tingkat kessdaran huokum dan tingkat kepatuhan
hukum suatu masyarakat ftertentu 1itu dapat dijadikan
potret budaya hukum masyarakat vang bersangkutan.

Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula
dengan kepstuhan hukum, bahksn diasumsikan kesadsaran
hukumn dianggap sebagai faktor vang mempengaruhi,
sedangkan kepatuhan hukum‘ merupakan faktor vang
dipengaruhi. Dengan demikian tingkst kepatuhan hukum
seseorang itu senantiasas tergantung atau dipengaruhi
oleh tingkat kegsadaran hukum, artinya bagaimansa
sezseorang dspat mentasti hukum, kalauw ia tidak memshami
peraturan atany hokum tersebuit? Lagi puls kesanggupan
untuk memahami hukum, secars logis diikunti oleh
kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan
antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas
dari adil atan tidaknys hukum tersebut.

Dipihak lain sada anggapan, bahwa kepatuhan hukum
terutama disebabkan karena rass takut pada sanksi hukunm,
karena ingin memelihara hubungan bsik dengan rekan-rekan
sekelompok atau pimpinan, karena cocok dengan nillai-

nilai vang disnutnyas. Namun demikian wuntuk wmenentukan

33.) Lawrence M. Friedman dalam Wukir Prayitno, 1991, Op.cit,
hal. 19.




hal tersebut maka seseorang harus dspat memahami hukum
dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.34 Dengan
demikian kesadaran hukum di sini dipakal dalsm arti
kesadaran untuk bertindak sesusi dengan ketentuan hukum.

Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadi seseorang
telah mengetahui dan memahsmi hukum sksn tetapi berperi-
laku menyimpang dari atursn hokunm tersebut, mengensi hal
ini teori penyimpangan menjelaskan bahwa perilaku sese-
orang vyang tidak konform terhadap hukum itu dapat s=aja
timbul bersama-sams dengan motivasi untuk konform, dan
sebaliknya tingksh laku yang bérkesesuaian dengsn norna
dapat pula timbul bersama-sama .dengan motivasi vang
berkehendak untuk tidak konform. Jadi ketidsksesuaisan
tingkah laku itu dapat saja terjadi sekalipun si peme-
gang peran telah berkehendak dengan sungguh-sungguh
untuk menyesuaikan diri [Jadi telah adsa pemahaman ter-
hadap norma].

Uraian di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap
budaya hukum akan banyak sekali berkaitan dengan saspek-
aspek kognitif dan persssan yang sering kali dianggap
sebagal faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara
hukum dan pola-pola perilaku manusis dalam masyarakat,
oleh karens itu pembahasannya selslu pada sekitar nilsi-
nilai. Dengan demikian dapstlah dipahami bils kajian-

kajian terhadap budaya hukum selalu berkaitan dengan

34.) Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan  Kepatuhan
Hukum, Jakarta, Rajawali Press, hal. 145.
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nilai-nilai, perilaku, dsn aspek mental dari manusisa.

Dalam psda itu penegakan hukum vang baik dan wmantsp
tidaklah semata-matas dapat dilihat dari jumlah peraturan
tertulis vang dikeluarkan serts luasnya bidsng kehidupsan
vang dilatur [karena akan mewujudkan penegakan hukum
dalam derajat formal sajal, tetapi juga harus mendapat
dukungan dari aspek materiilnya, yaitu pembinaan mental
dan perilaku yang sesuai dengan sifat dan hakekat hukum
itu sendiri [budaya hukum], tanpa pembinsan tersebut
akan timbul kendsla dalsm proses penegsakan hukum, oleh
sebab itu budaya hukum merupakan komponen vang mempunyai
pengaruh bessr dalam proses penegakan hukum,

Analisis melalui pendekatsn sistem mengungkapkan
bahwa komponen substansi hukum walsupun dikatskan telah
amat baik outputnya, akan tetapi tidsk skan berjalan
baik Jika tidak didukung oleh komponen satau subsigtem
lainnys, dalam hal ini ialsh komponen struktural dan

budaya atau kultur hukum.

D. Budaya Hukum Dalam Konflik Perburuhan

Interaksi hunkum ke dalam bidang sosial, budsya,
politik dan ekonomi tidsk biss dilepaskan, sehinggs
persepsi mengenai hukum sebagai suatu lembaga pengatur
dan pengendali masyarakat, menjadi semakin penting.
Sebsgal bagian dari budaya, maks budays hukum bukanlah
merupakan tingksh laku dan pemikiran yang saling terle-

pas, karena didalamnya termasuk seluruh nilai-nilai
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sosisl yang berhubungan dengan hukum, serts sikap-=sikap
vang mempengsruhi bekerjanya hukum 39

Bahwa nilai—nilai budaya tradisionsl vang masih
dianut oleh buruh ternyata mempengaruhi sikap buruh vang
lebih memilih tindakan yang lebih mengutamakan pads per-
damaian dari pada mengadakan gugatan ke rengadilan.
Sengketa mengenai relanggaran hak buruh (Rechtsgesehil)
vang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sangat tidak
banyak diminati oleb buruh untuk mendapatkan proses
penyelesaian. Selain karenalmemakan waktu yang lams,
biayas yang mshal, Juga kemampusn untuk "beradu” dslanm
forum tersebut sangat lemah.

Selain itu lembags arbitrase suksrels (veluntary
arbitration}, vyang disediaksn oleh Ul No.22 tahun 1957
pasal 19 s/d 22 juga tidak berfungsi. Hal ini sangat
terkait dengan adanya lembaga formal seperti P4D/P vyang
menjadi lembags penyelessisn wajib (compulsory aribtra-
tion)}, yang keberadaannya tidak jelas. Karens P4D/P vang
masih sebagsi gussi peradilan, belum mampn untuk member—
ikan keadilan substantif bagi para pencari keadilan,
khususnya pars buruh, netralitas pemerintah dalam peran
sebagai guasi peradilsn dituntut untuk tidak berpihsk
dalam menelash persoalan, serta obyektif untuk mewnjod-

ksn keadilsn. Kenyataam di lapangan menunjukkan bahwa

35-) Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai
yang ada pada rakyat mengenai hukum dalam Satjipto Rahardjo, Masalah
Penegakan Hukwn Suatu  Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung,
hal.74.
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unsur pemerintah sering berpihak pada kepentingan pengu-
saha. BSemua perkara yang diselesaikan oleh P4D Irian
Jaya hanys masslsh ijin PHK (menolsk PHK atan mengabul-
kan PHK) berdasarkan UU No.12 tahun 1984. 1Ini berarti
bahwa buruh vang konflik dengan pengusaha cenderung
untuk diputuskan hubungan kerjsnya (PHK), dengan prose-
dur pengussha mengajukan ijin PHK ke P4D/pP .36

Sebagai penegak hukum perburuhan, unsur pengswasan
ini diharapkan mampu bertindak terhadap para pelsanggsar
aturan di bidang ketenagakerjaan seperti, adasnya PHK
sepihak vyang dilakukan majikan, pelanggaran pembsyaran
upah minimum, upah lembur, Tunjangan Hari Raya, pelang-
garan terhadap jaminan sosisl tenaga kerja kepada pars
buruh, pelanggaran waktu kerja, tidak memberikan cuki
bersalin, yang seringkali dilakukan oleh para pengussaha.
Sebagasimana dijelaskan 0leh Seidman, bahwa ada rengaruh
dan kendala dari kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerja-
nya hukum yang menghadang. Selanjutnys Pengawas perburn-
han diamati dari aspek birokrasi dikemukakan oleh I.S.
Susanto,s? bahwa pada awalnya birokrasi diciptasksn untuk
melayani kepentingan nasyarskst luas, tetapi dalam ke-
nyataannya Justru masysrakst vang harus melayani biro-
krasi. Dan dslam perkembangannys cenderung menjadi

birokrasi yvang ambaudendo, vang serba kuasa. Dari biro-

36.) Untuk PHK  yang kurang dari 10 orang perbulan dari satu
perusahaan 1jin PHK dapat diproses pada P4D, tetapi untuk PHK masal
(lebih dari 10 orang) perbulan diajukan ke P4P,

37.) op.cit.
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krasi seperti ini lshirlsh kebudayaan birokratis, budaysa
vang muncul di bswah bayang- bayang birokrasi.
Nilai-nilai budaya tradisionsl vang selalu menilai

tinggi keharmonisan dalan masyarakat, serta mengutamaksn

‘perdamaian dari pada konflik ini telsh dihayati secars

turun temurun. 8alah satn nanifestasi dari nilasi tradi-
sional ini ialah suatu konsep penting bahwa manusisa pada
hakekatnyas tidak hidup sendiri, artinya ia selalu menda-—
pat bantuan dari sesamanya, terutama dari kanm kersbat-
nya dalam mass kesusahsn. Konsep ini membsawa konsekuensi
vaitu kewaiiban untuk memeliharsa hubungan baik dengsn
sesamanya . 95 Konsep gotong royong seperti itu adas bsik-
nya, akan tetapi ads segi negatifnya, karena konsep ini
Juga mewsjibkan sustn sikap konformisme, srtinys orang
sebaiknya menjaga agar Jangan dengan sengaja berussha
untuk menonjol di stas yang lain.

Nilal-nilai budaya tradisional vang masih dianut itun
membentuk sikap mentsal dari buruh,39 sehinggas lebih
memilih 3jalsn damsi dsn menghindari konflik. Budaya
"nrimo"”, "tidak mau susah-susah", dan "tidak msu ambil
pusing" merupakan sikap-siksp mentsl yang terbentuk dari
nilai budayas tradisionsl.

Dari saspek kesadaran hukum sikap mental seperti

itu tentu aksn dapat menggambarkan bagaimana budaya

38.) Koentjaraningrat, 1982, Kebudayasn Mentalitet dan
Fembangunan, Gramedia, Jakarta, hal. 41.

37-) Ibig, hal. 2S.
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Sehubungan dengan ini Daniel S. Lev mengatakan bahws

di Indonesia cara-caras penyelesaian konflik mempunvai

karakteristiknys sendiri, hal ini disebsbkan karena

dukungan nilai-nilai tertentu. Sekalipun terdapst inten-

sitas di sans sini, namun pada unymnysa kompromi dan

perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan

kuat masyarakst . 40

Nilai-nilai itu cenderung memberi tekanan kepada

hubungan-hubungan Personal, solidaritas komunsl sertsa

penghindaran terhadap sengketa~sengketa. 0leh ksrena itu

dalam masyarakat yang seperti ini pikiran-pikiran menge-

nal pengembangan konflik dan penyelesaiannya secara

formal tidak mendapat dukungan yang cukup dalam masyara-
kat. Disini ide tentang konflik tidak akan menjadi
fungsionsal, sebaliknya mempertahankan perdamaian mervpa-
kan usaha yang terpuji.

Sikap-siksp yang timbul dalam menghadapi konflik
berdssarkan kerangka nilai-nilai budaya tradisional yang
demikisn skan terwuajud dalam bentuk pemilihan berups
kompromi terhadap konflik. Fakts lain yang Jjugs mengung-
kapkan mengaps apresiasi kaum buruh, rendsh terhadap
hukum ialah karensa potret penegakan hukum sendiri vang
tidak menjsmin kepastian hukum. Sehingga banyak anggota
masyarakat yang Jjustru menghindsri hukum sebagai saransa

untuk menyelesaikan konflik.

40-) Baca Daniel 8. Lev, 1990, Op Cit, hal. 117.




BAB IV
KARARTERISTIK PERBURUHAN DAN PEMBERDAYAAN
HUKUH KELOMPOK BYRUH DI JAYAPURA

A. Masyarakat Buruh dan Perubahan Sosial di Jayapura.

Kebersdassan hkomunitas buruh di Jsvapura, sebsgsi ms-
syarakat majemuk terdiri dari penduduk asli Irisn Javs
(Papua) dan para pendatsng dari lusyr Irian, termssuk orang
asing. RKuantitas buruh penduduk Irian asli jumlshnys
seimbang dengan buruh pendstang, sedsngksn buruh asing
sedikit. Keterlibatan buruh perempuan dalam pasasr kerja di
Jayapura sgebessr 14,02 % atau berjumlah 1.518 c¢rang,
sedangkan buruh laki-laki sebesar 85,08 ¥ atau berjumlah
9.298 orang. Sedangkan jumlah para pencari keris coukup
tinggl berjumlah 13.688 orang, dan vang dapat diterima
pada tahun 1988/1999 hanya 779 orang.l

Usisa buruh bervarissi asntaras 15-55 tahun, diantéranya
ada Juga buruh snak (di bawash usiz 14 tahun). Secara umnum
lebih banvak buruh berusgis di bawsh 35 tahun. Psds gzat
rekrutmen tensgs kerja baru, perusahaan cenderung untuk
merekrut tensgs kerja muds {(di bawsh usia 25 tahun) karensa
buruh vang berusia muds masih potensial dan lebih mundash

diasrshkan (pads umumnys adalah buruh vang mempunyal penga-

1.} pata ketenagakerjaan Kandepnaker Jayapura tahun 199871999,
menunjukkan jumiah buruh yang bekerija berjumlah 10.812 orang terdiri
dari perempuan 1.516 orang dan laki-laki 2.2946 orang.
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laman kerja rertamal, =esnstn yang sangat diperlukan daslam
proses kerja industrisl.

Tingkat pendidiksn dalam Proses perekrutan buruh pads
perusahaan-perusahan vang ada di Jayapura, juga bervariasi
(dari Sb sampal SLTA bahkan ads vang lulusan S1). Hal ini
berakibat pada Jenis pekerjasn dan ketrampilan yang
diperlukan dslam industri tidak berhubungan dengan ting-
kat pendidikan formal vang dicapai buruh. Dengan pols
irama kerjs vang rutin dan spesifik, burah ditempatkan
pada éalah satu bagian produksi, tidak dituntut untuk
memiliki ketrampilan atany keahlisn tertentu pada awal
buruh bekerjas. Dalsm konteks ini t&nggi rendahnya pendidi-
kan tidak membaws pengaruh nyata pada perbaikan kondisi
kerja dan upah.

Pendudnk as=li Jayapurs dsn budays Irian berdssarkan
pendekatan sntropologis, termasuk dalam lingkaran kebu-
dayaan Melsnesia dengan ciri-eciri vang bersifat khusus,
termasuk dalam ras Negroit. Corsk budaya Irisn merupakan
satu kesatusn budsys dengan penduduk asli Papusa New Gui-
nea, yang mendiami kawasan timur pulau New Guines. Dan
terdapat suatu jaringan budaya dengan kepulauan disebelsh
timur, yaitu kepulauasn New Hebrides (Vanuatu), New Kaledo-
nia (Kanaki) dan gugusan kepulauan Fiji.

RKondisi masyarakat Jayapurs dewasa ini menunjukkan
dengan sangst jelas karakternyas sebagsi masyarskst maje-
muk. Hal ini ditandsi dengan adanya kersgaman etnik,

budaya, sgama, kemampuan ekonomi, tingkat pendidiksn dan
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sebagdinya. Selsin berbagai keragaman vang demikian,

perbedaan kemampuan memanfaatkan reluang yang ada pads

masing-masing kelompok sosial, baik penduduk ssli mavpun

pendatang, pada dasarnya berbeds.

Dalam kaitannya dengan kemampuan memsnfaatkan peluang

ini kemudian muncul berbagai bentuk kesenjangan sosial.

Dengan

semakin melebarnya kesenjangan antars etnis penda-

tang atau migran sebagai kelompok masyarakat yang umumnys

nampu

secara sosial ekonomi, dengan kelompok masyarakat

etnis lokal, yang dalsm reslitas tersebut kurang diuntung-

kan dallam pembangunan. Juga lemahnysa kontrol sosial nasya-

rakat terhadap proses pengambilan keputusan politik dalam

pemerintahan, khususnya pada kebijakssanaan politik vang

menjurus pada pemusatan kekuatsn ekonomi vang cenderung

semakin memnguat. Hal itu menjurus pads kuatnya korelasi

antara

pemusatan kekayaan dengan pemusatsn kekuasaan pada

sekelompok warga masyarakat tertentu di Jayapursa, vyang

membaws
raksat

apresis

tan per

etnis g

kannva

serta u

. implikasi pada rendahnya kesadarsn politik masysa-

dalam kerangka berbangsa. Ditambah pula melemahnya

151 penduduk lokal kepads hukum sebagai suatu kekua-

tgatur uvtama, baik untuk kelompok etnis lokal maupun

rendatang. Kualitas produk hukum dan proses penegs-
lemah, membawa akibat pada lemahnya tingkat peran

1asyarskat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan.

Serangksian skumulasi akibat tersebut menyebabkan

muncuilnya kelompok etnis lokal yang secara sosio-kultural,
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dan psiko-sosisal mengslami stigms dan bersds pads posisi

isolasi sosial, keterasingan sosial, kerawanan sosial,
ketidakberdayaan sosial, sehingga memudahksn terjadinysa
disintegrasi.

Secaré umum keragamsn dan kesenjangan sosial dsalan
masyarakat bersumber dsari adanya parameter "nominal"
maupun parasmeter “graduated’. Bekerjanva dus parameter
struktur sosial tersebut dapat menghasilkan heterogenitas
maupun kesenjangan 5051&1.2 Heterogenitas dan kesenjangan
menciptakan hambatan bagi terciptanys hubungan-hubungsn
sosial diantaras snggota masyvsarakat. 0leh karens secara so-
giologis dinvataksan bahws keanggotﬁan di dalam kelompok
vang sama dan kedekstan status sosial mendorong terjadinya
asosiasl sosial, maka makin tinggi tingkat heterogenitas
dan ataun tingkat kesenjangan sosial suatu masyarakat,
makin bessr hembstan yang ditimbulkan bagi terjadinya
hubungan-hubungan sosial diantara anggotanys (terjadinya
integrasi sosial).

Masysrskst Jayspura dengan kondisi obyektif vang
demikian, mewmberikan gambarasn yang Jjelas sebagsal masyars-
kat majemuk (plural society). Menurut Furuival,3 Masyara-
kat majemuk merupskan suatu masyarakst yang terdiri dua

atan lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampi-

2.) Nasikun, Op.cit, hal.S.

3.) ghepsel, Kemmet A and Alvin Robuskha, 1972, Folitic in
Pluwral Societies A Theory OF Democratic Instabrility, dalam Suharman,
Peluang Pasar dan Konflik Etnik, Jurnal UNISIA No,30/XVIII/1996,
hal .62-79.
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ngan tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan poli-
tik. Ia menekankan terutams pada aspek ekonomi dalam
melihat masyarakat Indonesia yang majemuk ini, dengan
melihat ~adanys pemilahan aktivitas ekonomi vang konkuren
dengan pemilahan etnik. Medis stau tempst yang mempertemu-
kan berbagai etnik itu hanysalah pasar (market place).
Sedangkan M.G. Smith¢ melihat masysaraksat majemuk Jugs
memiliki pemilahan organisasi sosial, kelembagaan serta
sistem kepercaysan dan nilai-nilsinya.

Suatu pengembangan konsep masyarakat majemuk vang
lebih memadsai dikemukakan oleh Bobuskha dan Shepsle®
menyatakan bahws masyarakst majemuk dapat diidentifikasi
melalui L1] keragaman budayva, [2] komunitag kultural
vang terorganisasi secara politik dan [31 asliensi etnisi-
tas.

Karakter masyarakat majemuk vang demikian sangst
jelas sangat terlihat pada masyarskat Jayapura khususnyvs
dan masyarakat Irian Jays pada umumnya. Dengan karakter
vang demikian itu, telah timbul hambatan terciptanys
hubungan sosial dan integrasi sosial di Irisn Jaya. Dari
berbagai bentuk hambatsn vsng terjadi dapat dilihat Lkom-
pleksnys permasalahsn sosial yang ada, yang secars tidak
langsung menggambsrkan masysrakat Irian Jaya merupakan

masyarakat plural yang multidimensional. Artinya terdapat

4.} Ibid.

S~} Robuskha dan Shepsle, ikid.
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banyak parameter.struktur sosial yang bekerjanya saling
tumpang tindih. |

Hambatan yang demikian makin nampak dengan Jjelas Jjika
deferensiasi sosial didasarksn padsa parameter suoku bangsa
{etnik) jatuh berhimpitan dengan paramelfer l1ain (agsma,
kelss ekonomi, bahasa), sehingga sentimen—-sentimen yang
bersumber dari parameter struktur sosial yang satu cende-
rung berkembang saling mengukuhkan dengan sentimen—-senti~
men veng bersumber dari deferensiasi sosial berdasarkan
parameter vang lain.

Kondisi parameter strnktur sosial yang demikian meru-
pakan kendala yang paling besar bagi tercapainya integrasil
sosial‘8 Masuknya berbagal prodram pembangunan di wilayah
Trisn Jaya juga dapat menyumbang terciptanys hambatan bagi
terjadinya intedrasi sosisl. Kemampuan tiap kelompok suku
bangsa (etnik) dalam merespon masuknya berbagsi program
pembangunsan sangat berbeds. Pengalaman menunjukkan -bahwa
pendatang memiliki beberapa keunggulan kompetitif {(compe-
titive advantege) dibandingkan dengan penduduk asli.
Keunggulan ini antara 1ain digebabkan karena perbedasan
latar belakang sejsrah, budsya, kemapuan teknologi dan
sebagsinya. Semuanya itu merupskan mata rantai yang saling
berksitan dan secara politik ekonomi menghasilkan suatu
pola hubungan antar kekuatan ekonoml yang timpang, vyang

merupakan suatu Proses vang mendorong konsentrasi kekuaztan

6.) Nasikun, Ibid, hal 5.
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(politik dan ekonomi) pada kelompok tertentu dan memsrjina-

lisasikan kelompok vang lain. Posisi tawar menawsr (bar-

gaining position) dengan demikian lebih kuat dimiliki oleh
kelompok yang mengussal kekustan politik maupun ekonomi.

Selain itu hambatan untuk meraih manfast dan peluang

dari berbagai program pembangunsn ysng masuk duga bersum-

ber dari persyarstan vang ditetapkan oleh berbagai progranm

pembangunan itu sendiri. Kondisi yang demikian menjadi

penyebab bekerjanva mekanisme dampak saring (filtering

effect). Pelnang, sumber dan hasil-hasil pembangunsn

tidak semuanya dapat diskses oleh kelompok vyang tidak

memiliki kemampuan dan tidak memenuvhi persyaratan itn.

Dengan mekanisme dampak saring itu menyebabkan kelompok

vang memiliki kemapuan dspsat mensrik keuntungan dan pelu-

ang vyang ada, sehingga skumulasi kekustsn politik

maupun
ekonominyva menjizsdi kian bertambah sedangkan kelompok lain
vang tidak mampu makin tergusur ke pinggiran. Konsep

menetes kebawah dengan demikian tertahan pads lapisan
tertentu dalam masyarakat, vang berakibat pada makin
melebarnya kesenjangan sosisl vang ada dalam masyarskat.
Dalam kondisi yang demikian, proses pembangunan bukan
tidask mungkin justru melipat gandakan terjadinya kendala
integrasi sosial.

Irian Jays memiliki sejarah masa lampau yang mempu-
nyai makna dan nilsi sosiologis bagi proses pembangunan
masa sekarang dan vsng akan datang. Pengalamsan rakyat dan

penduduk di bawah suatu sistem pemerintahan kolonisl
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(penjajah) Belanda selams lebih dari 350 tahun di Indone-
sia mempunyaili membaws segsala pengalaman tersendiri.

Indonesia memandang Irian Barat sebagal bagisn dari
wilayah R.I. sejak proklamasi. 17 Agustus 1945, sedangkan
Belanda hemandang Irian Barat éebggai bagian Hindia Belan-
da vang mempunya; pogsisi hitoris dan budays vang
berbeda.’ u

Antars periode 1961-1963, terjadi suatu Lransisi
politik dibawah UNTEA (United Nations Temporary Excecutive
Authority), suatu Badan PBB dibawah sekretariat Jendersal
yang menangani persengkataan antars Indonesis dengan
Belanda tentang wilaysh Irian Barat'(sekarang Irian Jaya).
Dengan adanyvs desakan dari dunisa Internasional (PBB)
Belanda harus meninggalkan Irian Barast, dengan dicapainya
persetujuan Indonesia Belanda yang dikenal - dengan “New
York Agreement”, yang ditandatangani di New - York pads
tanggal 15 Agustus 1982. Suatu persetujnan vang akan
mengakhiri masa pemerintahan kolonisl Belanda di Irian

Barat.

Untuk selanjutnysa UNTEA, sebsgai Badan Penguasa Pelak-

7+) Tarik—menarik atas wilayah Irian Barat antara Indonesia
dan Belanda, didasarkan atas hasil Perjanjian KMB (Konferensi Meja
Bunda) 1949 di Den Haag, vyang antara lain berisi balwa Belanda
akan menyerahkan Irian Barat dalam waktu satu tahun setelah penye—
rahan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Namum setelah ditunggu
hampir 12 tahun, Belanda tidak melaksanakan hasil KMB untuk menyet -
ahkan Irian Barat, maka dibawah pemerintaban Soekairno, dicanangkan
Komando Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 untuk merebut kembali
Irian Barat, yang berisi :al. Gagalkan negara Papua buatan Belandas

b]. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat; cl. Persiapkan mobi—
lisasi Umum. '




sana Sementara PBB di Irian Barat mewpunyai tugss pokok
yaitu : 1]. menerima penyerahan pemerintahan atas wilaysah
Irian Barat dari pihak Belanda; 23. menyelenggarakan
pemerintahan yang stabil di Irian Barat selsma suatu mass
tertentu;. 3]. menyerahkan pemerintshan atas Irisn Barat
kepada pihak Republik Indonésia.

Pemerintahan di bawah UNTEA di Irian Barat mulsi 1
Qktober 19682, bersamasan dengan berkibarnya bendera PBR dan
bendera Xersjsan Belands. Pada tanggal 31 Desember 1982
bendera Kersjsan Belanda diturunksn dan sebagai gantinya
bendera Republik Indonesia, Herah Putih berdampingan
dengsn bendera PBB.

Pada 1 Mei 1883 di Kotabsru (Jayapurs) berlangsung
penyershan kekusasaan pemerintahsn atas Irian Barat dari
UNTEA ke pemerintah R.I, bersamaan dengan diturunkannva
bendera PBB dan berkibar bendera Merah Putih. Artinya pada
tanggal 1 Mei 1883 Irian Barat secara de facto kemball ke
Pangkusan Ibu Pertiwi.

Sesuai dengan amanat PBB yang tercantum dalasm salsh
satu point New York Agreement 1962, bahwa dalam tenggang
waktu selasma enam tahun, masih sda pilihan untuk menentu-
kan status Irian Barat melalui plebisit atau Penentuan
Pendapat Rskyst (PEPERA). Untuk menentukan apakah Irian
bsrat akan ikut pemerintah Belanda, apakah ingin berdiri
sendiri, atau bergabung dengan wilayah negarsa kesatuan
R.I.

Dan padsz tanggal 15 Agustus 1869 dengan kemenangan




. PEPERA (dect of Free Choice), berarti wilayah Irian Jaya
secars de Yure menjadi bagisn integral dari negara kesa-
tuan R.T.

Dilihat dari tshspan perkembangannya, pembsangunan yang
dilesksanskan di Irian Jays dapat dibsagl dalam
1]. Mass Pemerintahan Kolonial.

Perkenalan dengan pembangunan dapst diamati sesuail
dengan politik penjajahan dan masuknys pekerjs missionsris
(Zending) vang mengsajarkan industri rumsh tanggs (pertu-
kangan) dan mengenslkan pendidikan (=zekolsh). ZKonsepsi
pembangunan pada periode ini, memiliki ciri mempertahankan
suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dan men-
guasai, sehingga model dinamika pembangunan yang sengsja
diciptakan adalah membentuk kondisi mentalitss ketergan-
tungan. Rakyat dididik untuk memenuhi keperluan penyeleng-
garaan administrasi pemerintahannya.8

Industrialisasi sudsh dimnlai sejak dilakukan eksplo-
rasi minyak dan gas bumi di kawasan Sorong, tambang Batu
Basrs di Stenkool Bintuni, perussahaan kayua di Manokwari,
perkebunan cokelat, kopi, dan pertanian sawaeh di EKumbe

Merauke. Dengan kondisi demografis vang terhitung sangat

8.) pi sektor pendidikan sampai tahun 1960, belum ada seorang—
pun  penduduk asli Irian Jaya yang menyelesaikan sutau Jjenjang
pendidikan akademis. Sejumlah putra—putri Irian baru pada tahun
1957 dikirim untuk mengikuti pendidikan ke Negeri Belanda.




kecil dengan kepadatan penduduk 2 orang per kmZ2,% perkena-

=)

lan dengan sistem perburuhan sudah dimulsi, dengan kondisi

dan syarat-syarat keria yang belum dapat dikatakan bsik.

2}. Hasa UNTEA dan Masa Transisi.

Dibawah penguasaan UNTEA, kondisi dan situasi

kehidupan masyasraskat dalam aspek budaya, sosial,

politik, dan ekonomi di Irian Barat tidsk menunjukkan

2]

adanya kemajuan. Setelah penyerahan kekuasasn ke

pemerintah R.I, dari tshun 1983 sampai 1989 kondisi

sosial ekonomi masyarakat yvang berads pada masa tran-

sizi, dalam keadaan yang tidsk bsik. Persediasn sembi-

lan bahan pokok sudah menipis dan pengiriman dari

pemerintah R.I belum lancsar.
3}. Masa Pembangunan Pelita I sampai sekarang

Profil pembangunan di Irian Jaya mulai Pelits

I

mempunyal makns khusus, karena pada tahun 19689 vang

bersamaan dengan dimulainya Pelita I, Irian Jaya

secara de Ffacto dan de Yure menjadi bagisn dari

wilayah negara Kesatuan R.I.10 ZRendati harus diskuil

sdanya perkembangan dan kemajuan yang begitu besar

?-) Luas daratan Irian Jaya 414.800 Km2 atau 21,2 % luas
wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk belum mencapai 850.000
penduduk pada tahun 19460 (Biro Pusat GStatistik, Djakarta 1959)
dalam A.Apandi, dkk, Mengenal Sebagian Dari Tanah Air Kita, IRIAV
BARAT, Staf Penguasa Perang Tertinggi, Diakarta, 1962, hal.l198.

10-}  penentuan Pendapat Rakyat (Pepera} vyang dilaksanakan
diseluruh Kabupaten di wilayah Propinsi Irian Barat (Irian Jaya)
oleh wakil-wakil rakyat, dengan kemenangan dipihak Pemerintah RI,
masih memerlukan pendekatan yang lebib transformatif, adil dan
manusiawi, sehingga proses integrasi budaya—politik yang sifatnya
ke—Irian—an menjadi nyambung dengan yang sifatnya ke—Indonesia—an.
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dalam bidang industri, teknologi serts ekonomi, patut-
lah dipshami bahwa proges transformassi dan pertumbuhan

ekonomi dalam PJP I dan memasuki PJP IT, kurang memi-

hak kepsds rakyat kecil dan Justru memsrjinalisasikan

kauﬁ pekerja. Kecenderungan pengelolasn di bidang

industri vang tidak efisien (high cost) dalam proses

produksi dan proses rerdagangsn yang bernilai tambah
rendah, akan berdampak pada produk-produk dengsn days

saing rendsh.

B. Rondisi Perburuhan di Jayapura

1]}. Pengupshan dan Kesejahteraan Buruh.

Upah vyang merupskan kontraprestasi vang diterims
buruh, selain digunaksn untuk mencukupi kebutuhan dirinya
(bagi vang lajang) juga bsgi kelusrganya. Untuk kebanyakan
buruh, upah yang mereka terima tidsk mencukupi untuk
pemenvhan kebutuhan hidupnys (dan kelusrganys), sebsab padsa
sisl yang lain harga barang kebutuhan yang terus melonjak.
Juga faktor tingkat pengangguran, serta sempitnys lapangan
pekerjaan yang ada, upah rendsh tersebut mau tidak mau
diterima.}! Dilihat dari standar penentuan besarnys nilai
upah dan mekanisme penentuan upah, maka dapat dipahami

bila besarnya upsh sangat jauh dsri pemenuhan hidup mini-

1. pari kondisi yang demikian maka tingkat upah buruh ditetapkan
atas dasar hasil tawar menawar, sedangkan bagi buruh yang tergolong
tidak berketrampilan lebib banyak mengacu kepada upsh minimum  dan
buruh mau tidak mau harus menerimanya, karena lemahnya bargaining
power mereka.

Lin




mum buruh.

Pengupahan merupskan bagian yang penting dalam pembsa-
hasan masalah perburuhan selain jaminan sosial, perlindu-
ngan keselamatan kerda, konflik perburvhan dan kebebasan
untuk berserikat. Karena upah merupakan salah satu parame-
ter penting yang digunaksn untuk mengukur tingkat kese-
Jahteraan buruh. UUD 1945 pasal 27 ayat (2), menyebutkan
bahwa, tiap~tiap warganegara berhak atas pekerjsan dan
prenghasilan vyang layak bagi kemanusiaan. UU HNo.14 tahun
1868 tentang Retentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tensga
Kerja pasal 3 menyatakan, tiasp tenaga kerjs berhak atas
pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemasnusiaan.
Selanjutnyas PP No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
memberi bstasan mengensi upah sebagai suatu penerimaan
atas 1imbalan dari pengusahsa kepada buruh untuk suatu
pekerjaasn atau jasa yang telsh atau akasn dilakukan, dinya-
takan dalam bentuk uang yang diterapkan menurut persetu-
jusn atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan=
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan
buruh, termasuk tunjasngan untuk buruh sendiri dan keluar-
ganya.

Kebijaken pengupahan sebensrnya sudsh ada sebelum UU
No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketena—.
gskerjaan, yaitu ketika pemerintah membentuk Dewan Peneli-
tisn Pengupshan Nasional (DPPN) pada bulan Juli tahun
1989. Dewsan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan

kepada pemerintah mengenai prinsip-prinsip dalam menjalan-
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kan kebijakan pengupshan, baik yvang bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang. Namun baru pada tshun 1878 pemerin-
tah menetapkan tingkst upah minimum, yang sampsi tahun
1882 barn menjasngkaun 7 (tujuh) propinsi, dan tingkst upsah
vang ditetapkan tersebut ternyats masih jauh dari tingkat
kebutuhan fisik minimom (KFM) buruh lajang pada tahun
1982, 12

Maksud dari ketentusan Upah Hinimum Regional (UMR),
sebagal jaring pengaman, agar kelompok buruh dalam meneri-
ma upah tidak kurang dari standsrt yang telsh ditetapksan.
Dan dari standart UMR tersebut bukan berarti kemudian
pengusaha hanya mengacu padsa UMR térsebut, akan tetapi
apabila sudah mampu membayar upah buruh distas UMR maka
pengusahs harus membayvar upsh sesuai dengsn yvang semesti-
nva. Ketentuan UMR tentu saja melihat upah pads skala yang
paling rendah, yang pada uvwmumnys upzh ini hanya dikenal
pada buruh kasar (blue collar Iabour). .

Besarnya upsh minimum, didssarksn oleh beberaps per-
timbangan, antara lain : a]. kebutuhan dasar hidup buruh
dengan kelusrgsnys; b]. tingkat upah pada sektor-sektor
industri dan usaha-usahs lainnya; c¢]. keadssan perekonomian
umumnya dan perusahsan khususnys ysng diksitkan dengan
pembangunan daserah dan pembangunan nasional; serta dJ.

kemampuan perusahaan di sektor yang bersangkutan.

12.) Perbandingan antara MR dan KFM buruh lajang perbulan pada
tahun 1982 di 7 propinsi: DI Aceh 84,6 %; Sumut 51,9 %3 Jambi 37,77%;
DKI JKT 57,3 %; Jateng 54,6 % DIY 48,8 %; Sulsel 38,8 % dalam Revri

son Baswir {(et.al), 1999, Pembangunan Tanpa FPerasaan, Elsam—Idea-Pus—
taka Pelajar, Jogyakarta, hal.41-42,
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Perkembangan UMR di Propinsi Irign Jaya
Dari tahun 1984 s/g 2000
Besarnye UMR per
No { Tahun . Pertumbuhan Dagar Hukum
Hari Bulan (%)
1 1984 1.600,-- 48.000,-- - Kepmenaker : KEP/415/MEN/1984
7.12-1984
2 1985 1.600,-- 48.000,-- - idem
3 | 1986 1.6G0,-- 48.000,~- - idem
4 | 1987 1.600,-- 48.000,-- - idem
5 1 1988 1.600,-~ 48.000,-- - idem
6 1989 1.800,-- 54,000, 12,5 Kepmenaker : KEP/270/MEN/ 989
18-5-1989
7 1990 1.800,-- 54,000, - Idem
8 1991 2.400Q,-- 72.000,-- 33,3 Kepmenaker : KEP/193/MEN/ 991
22.4-199}
9 | 1992 3.500,-- 105.000,-- 43,83 Kepmenaker : KEP/624/MEN/1992
16-12-1992 ) .
10 { 1993 3.500,-- 105.000,-- - Idem
11 | 1994 4,500,-- 135.000,-~ 28,57 Kepmeneker : KEP/190/MMEN/1994
06-06-1994 )
12 | 1995 4,750,-- 142.000,-- 5,56 Kepmenaker : KEP/12/MEN/199%
09-01-1995
13 | 1996 5.150,-- 154.000,-- 842 Keprnenaker : KEP/02/MEN/1996
14 | 1997 - 170.000,~- 10,03 Kepmenaker : KEP/OS/MEN/1997
15§ 1998 - 195.000,-- 13,04 Kepmenaker : KEP/1 20/MEN/1998
16 | 1999 - 225,000, 15,09 Kepmenaker ; KEP/23/MEN/1999
17 | 2006 - 315.000,-- " 40 Kepmenaker | KEP/20/MEN/2000
18-2-2000, berlaku TMT. 1-4-2000

Dati  data perkembangan UMR di Irjan Jaya secjak tahun 1984

menunjukkan bahiwa peningkatan rata-rata pertshun 12,5 %, dan pada tahbun

2000 meningkat 40 %, Namun dari sisi upah sl buruh, kenaikan tersebut masih

3 sumber Kanwil Depnaker Prop.Irja,
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belum dapat memperbsiki tingkat upah vyang 1layak bagi
kehidupan buruvh. Hengingat tingkat inflasi yang cukup
tinggi, sehinggs kenaikan UMR hanys cukup untuk mengim-
bangi angks inflasi dan tidak menyentuh Kebutuhan Hidup
Minimum (KHM) buruh.

Mengapa UMR yang rendah biss diterima dsn tidak ads
gerakan perlawanan dari kelompok buruh di Jayvapuras 7
Pertama, pengendalian buruh vang begitu ketat dengan
pendeksatan keamanan demi menjags staebllitas politik,
mengkondisikan buruvh agar tetap "lemah".

Kedus, tingginya tingksat penganggursan, sehingga Jjumlah
permintaan tenags kerja tidak sebanding dengsan Jumlah
penawaran dan ini mengakibatkan upsh rendah, msu tidak mau
harus diterima oleh para buruh.

Ketigsa, sistem mata pencaharian (ekonomi) masyarakat lokal
vang dalam transisi dari masyarsksi yvang hidup dari pene-
nahan kebutuhan hidup dari sumber daya salam sekifar
(berburu, penockok sagu dan nelayan), yang berbeda dengan
para pendatang dari luar Irian dengan pols pertanian
(bercocok tansm) pada lahasn basah ("sawsh") yang memerlu-
kan waktu untuk menyiapkan lahan, menanam, merawat Kemu-
disn memetik hasil (dan memanfaatksn sampai panen berikut-
nyaj.

Dari sistem mats pencsharian masyarakat lokal tersebut,
terkandung pengertian bahwa segala kebutuhan hidupnya
dspat dipenuhi seketika. Sehingga kebutuhsn untuk menyim-

pan persediaan bahan makanan yang dapat digunakan untuk
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waktu mendatang dirasa tidak mendesalk. Yang oleh Jaan
Boelaars ldisebutnya "Dia tidak memandang jauh kedepan,
menikmati saja barang yang dijumpainya, disini dan seka-
rang. Bahwa dia lsngsung menemukan sesuatu dan biss hidup
baik dengan ketidsk pastian itu.l4

Ketika pekerjasan masyarakst asli Irian, ads vyang
beralih menjadi masyaraksat buruh yané keberadaannya ter-
gantung pads pihak lain dan tidsk mandiri, perilsku dan
silkapnya tetap terbaws, ysaitu menerima kesdsan sebagaimansa
terpola, bahwa kebutuhan hidupnya dapst dipenuhi oleh
alam sekitarnya. Sehinggs perilakp kelompok buruh vyang
melakukan protes mogok dan unjuk rasa guna menuntnt
perbaikan upah dsn kesejahteraan pars burvh, kondisi
tersebut tidak muncul pada para buruh di Jayapura.15

Penggunaan konsep kebutuhan fisik minimum (KFM) dengsan
rerinciannya berdassrkan standar hidup buruh tahun 18950,
merupakan tanda dari rendahnya kemavnsn memperbaiki upah
buruh. Pengertisn kebutuhan disini seharusnys tidak disr-

tikan melulu kebutuhan fisik, melainkan jugs kebutuhan non

14} Jaan Boelaars, Manusia Irian — Dahulu, Sekarang, Masa
Depan, Gramedia, Jakarta, Hal.197.

15.) pata Karwil Depnaker Propinsi Irian Jaya selama tahun
1998-1999 menunjukkan hanya terjadi pada 3 unit industri, yaitu PT,
Prabu Alaska di Fakfak; PT. Freeport Indonesia Company Tembagapura:
PT.Wapoga Mutiara Industri di Biak.
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Tisik (psikis}.lB Tujuannys sgar buruh tersebut dapat
hidup tenang, mempunysai tabungan untuk jaminsan, dan Jjugs
untuk memenuhi kebutuhan yang tidsk terduga dan sebagai-
nya.

Standar KFM17 vang dipakail untuk menentuksn KHM buruh
sekarang ini sesungguhnya tidak layak, karena

1]. KFM berada di bawah ukvran garis kemiskinan. Untuk
seorang buruh lajang kebutuhan bersasnya setsra
dengan 234 kg pertahun. Sedangksn menurut ukursn
garis kemiskinan (Sayogyo) disetarakan dengan beras
320 kg pertahun di pedesaan dan 480 kg di perko-
taan;

2]. Daftar barang dan jasa yané dihitung dalsm KFM
tidak menghitung kebutuhan untuk pendidikan, kese-
hatan dan rekreasi dsn kegiatan sosial seorang
manusia;

3. Jenis dan kuslitas barang yang dihitung di dslam
KFM sudsh kadsluwarsa, seperti alas tidur dihitung
atas dasar harga selembsr tikar pandan, alat pene-
rangan dihargal setsrsa dengan lampu "teplok" minyak

tansh, alas kaki setingkst sandsl jepit, lauk pauk

18- Karena buruh sebagal manusia yang mempunyai kedua unsur  itu,
vaitu fisik dan psikis maka kebutuhannya terdiri dari kedua unswe
tersebut. Sehingga dapat dipabami bila pekerja terpaksa harus melaku—
kan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah minimum, atau  menuntut
kenaikan uang transporit, fasilitas dan tunjangan sosial yvang diperlu—
karn untul kelangsungan hidupnya.

17.) KFM yang diatur dalam PER-05/MEN/1989, Bsb II pasal 2 berds-
sar atss pertimbangan :a) RKebutuvhan Fisik Minimom; b) Indeks hargs
konsumen; ¢) perlusssan kesempatan kerjs; d) upsh vmumnya yang berlaku
secara regional; e) Kelangsungsn dan perkembangan perusshsan dan )
Tingkat perkembangan perekonomizn Regionsl dan atan nasional.




berupa ikan teri, rakaian dari bshan blacu;

4]. Penetapan harga komponen barang dalam KFM dihitung
berdasarkan harga-harga di pasar induk, padshal
buruh sehari-hari membelanjaksn upahnya di warung-

warung kecil sekitsr tempat tinggslnya yang pasti
harganys lebih tinggi dari harga grosir;
51. Jenis barang vang didaftar dalam komponen KFNM
seluruhnya berupa bshan mentah/baku. Bagi pekerjs
lajang, Jjarang mereka mengolah atau memasak maka-
nannya sendiri. Mereka membeli makansan vang sudsh
matang. Tentu saja bukan hanya harga makansan/minu-
mannya menjadi lebih mahal, tetapi Jjumlah kalori
dan kuslitas gisinys menjgdi turun dibandingkan
dengan mengolah bshan mentah sendiri;

B1. Jenis komponen barang di dalsm KFM tidak menghitung
kebutuhan khusus perempusn, seperti bedak, lipstik
dan lain-lain. Dengsn demikian menganggap buruh
adalah pria. Anggspan ini juga tercermin dalam
rembagian KFM berdasarkan pekerja lajang, pekeris
beristeri dan beransk. Penggolongan vyang Sama
antara buruh pria dan perempuan ini sangat merugi-
kan buruh perempunan, yang dikategorikan sebagai
buruh 1lajang terlepas apakah ia berkeluarga atsau
tidak.

Mekanisme penentuan upah, dalam hal ini terlihat dari

komposisi Dewan Penelitian Pengupsahan Nasionsl {DPPN) mau-
pun Dewan Penelitian dan Pengupshan Daerah (DPPD), vang

hanya memasukkan 1 unsur buruh dari 18 unsur vang
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lainnya,l8 dan fakta tersebut menjadi salah satu bukti dari

skema lemahnya posisi buruh, dalam kebijaken pengupahan.

Dari skems segitiga industri, maka dapst diketshui
bahwa pengembangan kebijakan pengupshan dilakuksan oleh
negara ’dan pengusaha. Melalui penerspan biays produksi,
upah buruh menjadi bagian yvang kecil. Sebagsi akibat dari
posisi yang lemah dan marjinal dari buruh maka

[1]. nilai upah buruh yang muncul melalui kebijakan UMR
senantiasas dibawah KFHM;

[2]. Jenis dan kunalitas bsrang KFM kurang memenuhi
standar;

[3]. KFM tidak memperhitungkan kebutuhan nonfisik para
buruh;

[4]}. adanya bias gender, artinys perhitungan dan kompo-
nen yvang dipergunakan lebih didassarkan pads kebu-
tuhan fisik buruh laki-laki;

[5]. perhitungan hargsa tidak realistik, tidsk didassr
kan pada laju inflasi;1S

[6]. sanksi hukum vang relatif ringan.

18.> Forum DPPN/DFFD yang terdiri dari 18 unsur, 16 oreng
mewakili ingitusi pemerintah, 1 orang wakil dari Apindo, 1 orsng dari
FSPSI. Struktur yang jelss tidak menguntungksn posisi kelompok buruh,
vang akhirnys meminculksan upsh minimum yang tetsp rendsh, yang berarti
kebijakan wpah mssih dipandsng sebagai bagisn dari strategi dan daya
tarik basgl masuhnys investssi.

19-}  Menurut perhitungan tingkat upah riil (real wage rates)
vang dibayar pengusaha, kira-kira dua kali lipat atau kurang sejak
tahun  1970-an. Setelah dihitung dengan tingkat inflasi, tingkat uwpah
tidak terampil di berbagai sektor (bangunan, tekstil, perkebunan)
meningkat antara 1-5 persen per tahun. Mengingat tingkat upah yang
demikian rendah, peningkatan ini agaknya terlalu lamban umtuk memenubi
aspirasi buruh yang makin meningkat (Chris Manning, Kompas 22/3/1994).




'_J.
i
Tl

Gambaran mengenai nilai upsh yang rendsh dan meka-
nisme penentuannya yang menjauhkan skses negosiasi buruh,
sesungguhnya baru memberikan gambaran tentang posisi buruh

dalam penentuan upsh fersebut. Akibat upah vyang rendsah

.

terkait pula dengan kualitss hidup, tingkat gizi dan

kemampuan untuk mengakses kehidupan yang lebih baik. Dari.

perspektif politik, upsh rendah menjadi instrumen yang
sangat efektif untuk menekan dan mengontrol dinamika
buruh.20

Upah murah menurut Hanning,21 karena ‘selama ini upah
buruh dihitung sebagai biaya produksi secara keseluruhan,
dan bisya produksi ini dapat ditekan seminimal mungkin
agar perolehan keuntungan bisa mencapai msaksimal. Selain
itu faktor rendahnys tingkat pendidikan formal buruh dan
rendshnys pengusssan ketrampilan serta besarnya Jumlah
pencari kerja.

Upah vang rendah juga dipengaruhi oleh tingkat pendi-
dikan buruh, sebab dengan tingkat pendidikan yang rendah
mempunyai kaitan dengan tingkst penguaszan teknologi dan
kemudian pada produktivitas. Produktivitas buruh merupakan
rasio total antaras nilai tambah yang diuvkur dalam rupiszh
dan jumlah tensga kerjs yang terlibat dalam sektor ekono-
ni. Produktivitas Jjuga merupakan gambarsn dsri Etingksat

efisiensi dalam proses produksi suatu perusahaan.

2. QOleh Hadiz ditegaskan bahwa dalam kondisi upah buruh  vang
rendah ini, maka setiap usaha gerakan buruh akan mengalami kesulitan,
dalam Medelina K.Hendytio, Pemberdayaan Kelompok Fekerja, dalam Onny,
Op.cit. hal.l182.

2Y.) Ikic.




Rendshnya produktivitas selsin karena tingkat pendidi-

kan jugsa berksitan dengan faktor lain, pelatihan,

fasili-
tas kerja, gizi dan kesehsatan buruh. Disamping rendahnysa
tingkst pendidikan, sistenm pendidikan yang tidak memadsai

dalam ménjawab tantangan kerja sehingga terjadi ketidak
sesuaian pendidikan atau mismateh vang dihadapi buruh 22
Dalam ZKonvensi internasionsal mengenail Hak Ekonomi-

Sosial dan Budays masyarakat (International Covenat on
Feonomie, Social and Culture Rights), vyang merupaksn
klausula sosial (social clause), menyebutkan bshwa negara
peserta menjamin kepadsg setiap orang (buruh) untuk menik-
mati suasana kerja vang adil dan nysman dalanm hal, tingkat
upah yang adil dan tanpa diskriminasi, sehingga dapat
menjamin kehidupan vang layak bagi buruh dan keluarganya.
Selanjutnya untuok memberdayakan buruh, maka negara wajib
menjamin kebebasan berserikat bagi setiap buruh.Z3

Jadl social clause Yang pada dssarnys berigi tuntutan
terhadap penghormatan hak-hak kaum buruh, vang dijadikan

acuan dsalam perdsgangan internssional maupun kerjasams

ekonomi vang lebih luas, seperti vang tertuang dalsm #Horld

22.) Ketidak sesuaian pendidikan dapat dibedakan menurut Jenjang
pendidikan  dan bidang pendidikan. Jenjang pendidikan tercermin dari
tingkat pendidikan seperti lulusan SD, SLTP; sedangkan ketidak sesuai
an  bidang pendidikan menuniuk pada pendidikan tenaga kerja tidak
sesuai dengan kebutuhar pasar.

234) Konvensi Intermasional tentang hak—hak enonomi, sosial dan
budaya, 1966 pada pasal 7 dan B, vang mulai berlaku tanggal 3 Januari
1976, merupakan klausula sosial (social clause) vang dipersyaratkan
dalam kerjasama ekaonomi dan perdagangan internasional di tingkat
regional  maupun global, seperti yang tertuang dalam World Trade
Organization [WTO]. Meskipun Indonesia belum menjadi peserta  dari
konvensi  tersebut, bukan berarti pemerintah terbebas dari kewajiban
untuk melaksanakan hak—hak tersebut,

X




2].

T'rade Organization (WTQO).

Pada tahun 1882 Indonesis mendapat kritiksn dari pihak
Amerika Serikst terhadap perlsakuan sosial buruh Indenesia,
atas desskan dari Human Rights Watch Asia dan Internation-
al Labour Right Education and Research agsy the United
State Trade Representative'(USTR), perwakilan perdasgangan
melakukan review terhadap situasi perburuhan di Indone-
sig. 24 Rarena disnggsp telah mengeksploitasi buruh di sek-
tor industri ekspor, guna meningkatkan devisa dengan pene-

rapan | upah buruh murah dan mengabsikan hak-hak buruh

lainnya.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

amsostek adalah sustu perlindungan bsgi buruh dalam
santunan berupa uvang sebagai pengganti sebagian

enghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan

1 skibat peristiwa atau keadssn yang dislami oleh
berups kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tus

ninggal dunia. Program Jamsostek ini terdiri atas

n kecelakaan kerja, jaminan kematian, Jjaminan hsri

n jaminan pemeliharaan kesehatan.

pesertaan program Jamsostek adalah wajib bagi pengu-

an buruh. Kepesertaan buruh dalam program Jamsostek

ikuti oleh buruh dengsn stsastns pekerjs tetap maupun

a tidsk tetap, seperti buruh harisn lepas, buruh

-} Yang meminta pemerintah agar pemerintah Amerika Serikat
t BSP (General System Freferences) yang dinikmati pengusaha
ngekspor textil-nya ke AS, dengan alasan babwa tekstil Indone-
ibuat (dikerjakan) melalul cara yang menindas hak—-hak buruh.




borongan'dan buruh kontrsk.

Dengan demikian, Jamsostek mempunyai beberapa aspek,

vaitu

1]. Memberikan prerlindungsn dasssr untuk memenuhi kebu-
tuhan hidup minimél bagi tensaga kerjas beserts

keluarganva, baik vang bersifat fisik wmaupun non
Fisik.
2]. Merupskan penghargaan kepads tenaga kerja vyang

telah menyumbangksn tenags dan pikirannya kepada
rerusahsan tempat mereks bekerja.

Dalam kenyatasn Pelaksanaan progranm Jamsostek di

Jayapura tidak bisa dilaksanakan secara konsekuen terhadap

pengusaha dan buruh. 29 Temuan kasus santunan kecelakssn

kerja vyang terjadi pada PT. Perkebunan Kelaspa Sawit
(Persero) di Arso Jayapura vang menimpa buruh bernamsa
Suyono, sebsgai operator pabrik biji kelapa sawit, dengan
tangan lengan kanan tergilas mesin renggiling biji kelsapa
sawit sehingga perlu diamputasi. Kejadian kecelakaan kerja
tersebut terjadi pada 12 Desember 1992, namun setelah 4
bulan berlalu, proses santunan kecelaksan kerja dari
PT.Astek (Persero) tidsk kunjung terealisir. Dan penguru-
san yang dilakukan korban keecelakszan kerja untuk mengurus
santunan tersebnt memerlukan ketabahan tersendiri, karena
memang berbelit, penuh prosedur, dan harus rulang pergi

dari lokasi pemnkiman pabrik (Kompleks Emplasemen PT.

25.) Dari 464 perusahaan yang ada di Jayapura, baru 340 perusa-
haan vyang mengikuti program Jamsostek bagi buruh. Bagi perusahaan

yang tidak mengikuti program Jamsostek belum ada tindakan penegakan
hukum.

L




Perkebunan II Arso) ke Kantor Depnaker kabupaten Jayapura
maupun Kanwil yang berjarsk sekitar 70 EKnm.

Dari Kandepnaker Jayapura diperoleh perhitungan
Jaminan (santunan cacad) sebesar : Rp. 2.299.118,--
Dengan gerincian santunan cacad Tetap sebsagai berikut
40 # x B0 x 30 x Rp.3.193,22 (upah perhari) =
Rp. 2.299.118,40

Kemudian PT.Perkebunan II (Persero) Tanjung Morawa
Medan, menyebutkan klaim kecelaksan kerja a.n Sdr. Suyono
sebesar Rp. 1.895.997,- (tunjangan cacad), yang dibayarksn
kepada korban‘kecelakaan. ( 40 % x B0 x 30 x
Rp. 2.833,33 (upah perhari) = Rp 1.885.897,--

Karena terdapat perbedaan penefapan besarnya santunan
cacad maupun keseluruhan pembayaran ganti rugi kecelaksan
kerja, maka Pegawai Pengawas Kanwil Depnaker Propinsi Irja
membuat penetapan daftar kecelsksan kerja bentuk 5 ter-
tanggal 11 Mei 1993 sebagai perbsikan bentuk 5 tanggal 5
Mei 19893, dengan rincisn sebagai berikut
a. Sementara tidak mampu bekerja

28 hari x Rp.3.505,-- (upah perhari)=Rp. 91.130,--

b. Santunan cacad Tetap

40 % x B0 x 30 x Rp.3.505,~-~ =Rp.2.523.800, -
c. Biaya transport =Rp. 200.000,--
d. Bisya perawsatan =Rp.1.153.000, --
e. Biaya pengobatan =Rp.1.081.825, --
Jumlah Jaminan Kecelaksan Kerja : Rp.5.049.3585,--

Biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahsan




1. Selams Tidak Mampu bekerja 28 hari : Rp. a1.130,--

2. Biaya transport =Rp. 200.000,--
3. Biays perswabtan =Rp.1.153.000, -~
4. Biays pengobstan =Rp.1.081.825,--

Jumlah biaysa : Rp.2.525.755,--

Jumlah vang belum diterima
Re.5.048.355,-- - Rp.2.525.755,-- =  Rp.2.523.800,==

Begitu berbelit dan memerlukan waktu vang lama, proses
pembayaran santunan kecelakaan kerja buruh {Suyono),
meskipun sudah mengikuti progranm Astek (Jamsostek) khusus-
nya program kecelakaan kerjs.
Mengacu pada pendapalh Max Weber . vang menyatakan bahwa
budaye birokrasi merupakan suatu budaya vysng mengatur
dirinya dengan carsa-cars hierarkis, impersonal,rasional,
yuridiktif legalistik. Budayas semacam ini menekankan bahwa
susunan hierarki merupakan konsekuensi logis bila birockra-
si menginginksn kerja vang rasional. Sikap yuridiktif
legalistik menekankan bshwa budaya vang dianut oleh birok-
rasi itu budaya kerja vang selslu dibatasi oleh ketentuan
hukum dan bukannya ketentuan politik.26

Apabila memperhatikan hal-hal yang berkembang saat
ini, pendapat Hartin Albrow yang menyatakan ada tujuh
konsep modern tentang birokrasi dapat dikutip, yaitu

birokrssi sebagai organisasi rasional, birokrasi sebagai

26.) Mitfah Thoha, 1992, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi,
Media Widya Mandala, Yogyakarta, hal.71.
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inefisiensi organisasi, birokrasi sebagai kekuasaam yang
dijalankan oleh pejasbat, birokrasi sebagai administrasi
negara (publik), birokrasi sebagai administrasi vang
dijalanksn oleh pejsbat, birokrasi sebsgai sebush organi-
sasl dan b%rokrasi sebagai masyarakat modern.?’

Meskipun nilsi-nilai ideal dan harapan vang tinggi
telah diletakkan pada birokrasi oleh masyarakat, ftetapil
beberapa sspek model birokrasi rupanya tidak sesual dengsan
cita-cita kebudayaan vang muncul sejsk awal abad ke-20.
Kita wmembangun birokrasi, birokrasi menjadi kusat, kits
bersyukur, tetspi kitapun terkejut karena bukannys birok-
ragi menjadi pelayan kepentingan-kepentingan kita namun
kita vang harus melayani birokraéi. Dan kita menemukan
birokrasi vang ambaudenda, serba kuasa. Birokrssi semacam
itulah vang melahirkan kebudayaan birokratis, budaya yéng
muncizl di bawah bayang-bayang birokrasi.28

Sehubungan dengan proses pembayarsn santunan kecela-
kaan kerja buruh (Suyono), meskipun sudah mengikuti pro-
gram Asﬁek (Jamsostek) khususnya program kecelakaan
kerjs, tetapi dalam kenyatasnnya sangat sulit, berbelit
dan memerlukan ketabshan. Tidsk disangsikan 1lagl betaps
besar peran birokrasi dalsm hal-hal perlindungan hak-hak

buruh. Mengingst peran dan posisi birokrasi vang sangat

27.} Martin Albrow, 1989, Birckrasi, terj. M.Rusli Karim &
Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.77-83.

28.) Kuntowijoyo, 1994, Demokrasi dan Budaya Birokrasi, Ben—
teng Budaya, Yogyakarta, hal.l77-178.




et
8]
o]

besar dalam susatu kehidupan masyarakat, menuntut birokrasi

mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi dan menja-

lankan semua kegistan vang menjadi tanggung Jjawabnya,

dengan tingkat efisiensi dan

efektifitas vang tinggi

seraya mengembangkan konsep kerjs yang berorientasi pads

pelaysnan masyaraskat.

Oleh karena itu perln diketahyi berbasgai hal vang

terkait dalam persn dan posisgi birokrasi yang berpengaruh

dalam pembentukan persepsi birokrasi terhadap perlindungan

hak-hak buruh, sehinggs diperoleh pemahaman mengensi

birokrasi yang diinginkan untuk menjawab tantangan massa

kini dan masa vang akan datang dengan karakteristik vang

organis-adaptif, humanis, apolitis, netral, berorientasi

pada pelayanan, dan menempatkan diri sebagai penghubung

antara kepentingan wmasysarskat

rintah.29

dan kepentingan peme-—

Kemndian ysng menvebsbkan terjadinya perbedaan penen-

tuan besarnya santunan cacsd bsgi korban kecelsksaan kerjs

dalam kasus Suyono tersebut

(oleh Kandépnaker, oleh

PT.Perkebunan II (Persero) tanjung Morawa Medan dan oleh

Pegawai Pengswas XKXanwil Depnaker Irian Jaya), adalsh

penafsiran yang berbeds terhadap ketentuan per-undang-

undangan, sehingga mengakibatkan Ketetapan tentang besgar-

nya santunan berbeda-beds.

27-) Priyo Budi Santosp, 1995, Birokrasi Pemerintah Oroe Baru,

Ferspektif Kultural dan Struktural,
hal.142-149,

Grafindo Persada, Jakarta,
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3]1. Eksistensi Serikat Buruh,

Serikat Buruh sebagai sustu organisasi yang dibentuk
secara bebas dan sukarela, menghimpun buruh guna memberi
rerlindungan bagi buruh, membela kepentingan buruh,
menyslurkan dan memperjuangksn aspirasi dalan proses
negosiasi dengan pihak pengusaha.

Eksistensl geraksn buruh di Indonesis telah sda
sejak awal zaman pergerakan nasionsl. Munculnya Serikat
Buruh (SB) berssmasn dengan perkembangan crganisasi-
crganisasi semacam Boedi Oetomo dan Sarikat islam.
Sekitar tahun 1926 organisasi burvh tampil pada garis
depan perjuangan nasional melawsn pénjajahan .30

Crganisasi-organisasi buruh pada era rezim kolonial
mulsi bersentuhan dengan kapitalisne, vang mnembaws
perubahan-perubshan pada struktur masyarakatnys. Persen-
tuhan itu menghsadirkan kelompok buruh, vaitu orang-orang
vang tidak memiliki slat produksinya sendiri, dan
menjual’ tenaganys untuk mendapatkan upah. Persentuhan
dengan pola kapitalis, terbaws pula faham atsu pengaruh
ide seperti gosialisme dan marxisme dalanm organisasi
buruh. Selain itu gerskan antikapitalis juga memberi
dorongan kust bagi berkembangnya gerakan Serikst Buruh.

Organisasi Buruh yang berdiri pada akhir tazhun 1810
sampai awal tahun 1920, mencerminkan sifst perekonomian

30.) Dalam versi sejarah "resmi® yang sekarang mengisi  kurikulum
pendidikan dasar [SD,SLTP] dan pendidikan menengah  [SMUJ, peranan
Serikat Buruh dalam perjuangan anti kolomial tidak terlihat, bahkan
diabaikan.
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kolonial yang pada waktu itu bertumpu pads ekspor hasil
perkebunan. Oleh sebsb itu organisasi buruh vang dominan
pada  waktu itu adslsh buruh yang bergerak di sektor
perkebunan, pabrik gula, disamping buruh kereta api yang
tentunya. diperlukan untuk memindahkan hasil industri
‘pPerkebunan ke pelsbuhan unﬁuk diekspor.

Peristiwa yang menandai gerakan buruh pads mass ini,
adalah terjadinys aksi mogok pada  buruh perkebunan,
buruh pabrik gula dan buruh kerets api, vyang membusat
pemerintah kolonial kewalahan. Tokoh-tokoh geraksn buruh
seperti Surjopranoto dan Semaun, memahami gerakan buruh
sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari perjnangan
melawan penjajah. ol Yang pads skhirnys dari perspektif
sejarah Jjuga mencatat bahws gerakan buruh vang berkem-
bang cukup militan ini kemudian dapat dibungkam oleh
remerintah kolonial.

Setelah proklamasi kemerdeksan, dan ditengah euforis
revolnsgi, organisasi-organigasi buruh muneul kembali,
seskan bangkit lagi dari tidurnya. Antara tahun 1950
sampsil dengan awsl tahun 1960-an, bermunculan Serikat
Buruh dan Federssi Serikst Buruh, yang sebagian besar

Federasi Serikat buruh tersebut berafiliasi dengan sslsh

31.)

liskan gerakan buruh pada masa kolonial merupakan gerakan nasiocnalis
yang berwatak kelas, konsisten, militan dan mempunyai pengarubh  luas
kepada massa dan penguasa kolonial; A.K. Pringgodigda, 19350, Sedjarah
FPergerakan Rakjat Indonesia, Pustaka Rakjat, Diakarta, juga menjelas—
kan pergerakan Sarikat Pekerja dengan pembagian periode waktu 1908-
1920, 1920-1930 dan 1930-1942 dengan lengkap.

Sejarawan John Inglesson dan Takashi Bhiraishi, yang menu-




satu psrtai politik. Seperti Sentral Organisasi Buruh
Seluruh Indonesisa (SOBSI) berafiliasj deﬁgan PRI, Sari-
kat Buruh Muslinin Indonesisa (SARBUMUSI) berafilissi
dengan NUY, Sarikat Buruh Islam Indonesis (SBII} atau
Gébungan Sarikat Buruh Islam Indonesis (GASBINDO) bers-
filiasi dengan PARMUST, Sentral OQrganigasi Buruh
Republik Indonesis (30BRI) dengan MURRA. Keberadsaan
Serikat Buruh pada wakty itu penuh perssingan antars
satu dengan vang lsin, sejalsn dengan partai-partsai
politik vang menaunginya juga bersaing satu dengan yang
lain.

Apabils dismati keberhasilan,gerakan buruh menyam-
bung kembali sejarahnys yang pernah terputﬂs sekitar 40
tshun  (mulai akhir tahun 1910 sampai awal 1920, dan
muncul kembali awal 1950 sampsi akhir tahun 1960}, ada 3
faktor yang mempengarnhinya, vaitu
Pertama, masih bertahannya euforia revolusi, -sangat
mendukung gerakan Serikst Buruh. Apalagi pada awzl tahun
1850, pemerintah masih belum mampu untuk melarang ber-
kembangnys gersksn Serikat Buruh, vang secars langsung
mewarisi cita-cita egaliterisme dan keadilan sosial dari
revolusi 1945. Meskipun aksi-aksi dari gersksn buruhk
tersebut merepotkan pemerintah sendiri.

Kedua, Gerskan Serikat Buruh dapat berperan karens
pihak-pihak vang biasanys menentangnyas - negars dan
kelas pemilik modal - mssih belum stabil di tahun 18950-
an dan awal 1960. Setelsh lengsernys kekuassan kolonial,

negara masih Inkoheren dan kelas borjuasi masih lemsh

14:




dan kekustannys belum dapat diandalkan.

Ketiga, kembalinya pars aktivis buruh vang mempunyai pe-
ngalaman dari pengasingan atau pembuangan di Erops,
Rusia dan Bouven Digoel (Irisn) selama 18 tahun dari
tahun 1927 - 1945,

Mengapa gerakan buruh pada tahun 1910 - 1920, berha-
1l dikendalikan dan ditekan oleh penguasa kolonial ?
Hal ini dapat dilihat dari persentuhsan masysrakat dengan
kapitalisme dan industialisasi vang berkembang masih
sangat terbatas. Akibatnya pada proses pembentukan kelss
buruh sedikit sekali terjadi. Implikasinys "basis mate-
rial” untuk suatu gerakan buruh yang knat tidsk begitu
dapat diharapkan, karena kuantitas burnhnya amat sedi-
kit.

Sedangkan gerskan buruh tahun 1950-1860-arn, vang
berusaha menyambung kembali geraksn buruh tahnn 1910 -
1820, dan dapat direpresi sehinggs tidak berdayva, jugsa
mempunyal masalah esensial yang sama. Persentuhsn dengan
sistem ekonomi kspitalistik, belunm berlangsung cukup
intensif wuntuk mendukung gerakan buruh yvang kuat. Dan
kondisi gerakan buruh yang demikian, dijaga ketat dengan
mengkondisikan agar tetap "lemsh".

Pada masa Orde Baru (Orba) dasmpak dari kapitalisme
dan industrialisasi terass lebih menonjel, hsl ini
ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok baru seperti
kelas menengah, kelas buruh khuswsnya buruh industri
secara lebih signifikan, sebagai hasil dari transformasi

sosial. Kelompok buruh benar-benar hidup dan bekerja




dalam sustu milien industrisl, vang berbeda dengan mass
sebelumnya yang lebih berorientasi pada ekonomi pedesaan
(pertanian).

Selanjutnys keberadasan organisasi serikat burunh
dalam éersepektif sejsrah di Indonesia, dapat dikelom-
pokkan.dalam tiga kurun waktu, yaitun
1]}. Mass rPenjajahan.

2]. Mess Kemerdekssn sampal Orla (1945-1965).
3]. Masa Rezim Orde Baru (1968-1998).
1]. Mass Penjsjahan.

Pada =zamsn renjajahan Hindia Belanda, peri kehidupan
buruh di Indonesis berads psda suatu kesdsan ysng sangat
mengenaskan, vyang mana ketiks ity buruh disejajarkan

dengan barang dagangsn alias budak, dan status mereks
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sebagai hsak milik kebendaan. Yang secars sogsial-yuridis

tidak ada perlindungsn hukum bsagi mereka.

Aturan perundang-undangsan tentang perbudaksn vang
dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda bukan bertu-
Jusn untuk mengstur hubungan ysng 1lebilh baik antars
budak dengan pemiliknya, yang ads malah sermakin  memper-
kokoh hubungan patron-klien antars buruh (baca : budak)
dengan para tuannya. Peraturan pendaftaran budak vyang
mengdatnr pembatasan masuknya buruh luar ke Tansh Jawa
dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belands pada tahun
1818. Peratursn lainnya tentang pajak atas pemilikan
budak dikeluarkan pada tahun 1820. Secars sekilas aturan
itu memang ditujuksn untuk lebih meningkatkan dersjat

kehidupan budak, namun pads kenyataannys tidsk mampu
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memberikan perbaikan dan perubahsn kepada nasib kehidu-
ran mereks. Pads zaman Gubernur Jendersl H.W Dsaendels,
nasib para budak mengalami pengorbsnan vang sangat
kejam, karens ratusan nysws budsk-budzk pribumi tewas,
untuk merealisasikan proyek besar pembuatan jalan sepan-
Jang Aﬁyer sampal Panarukan.

Barn pada atahun 1854 keluar RR (Regerings Regle-
ment), pasal 115-117 vang kemudian wmenjadi pasal 169-171
IS (Indische Stastsregelings), vang secara tegas mene-
tapkan penghapusan perbudaskan. Passzl 115 RR menvebutksn

"Paling lambat pada tanggal 1 Januari 1860, perbudsakan
di seluruh Indonesia harus dihapusksn". Dalam kenyataan-
nya dibutuhkan waktu 80 tahun untuk benar-benar menghs-
ruskan perbudaksn secsars fisik, kérena dalam hkurun waktu
tahun 1860 sampsai dengan tahun 1922 ternyata perbudaksan
masih ada di bumi Indonesia (Laporan pemerintsh kolonial
tahun 1922 yang secars reswmi menyataksn bahwa tidak ads
lagi perbudeskan di Indonesia),

2]. Mass Kemerdeksan sampai'masa Orls (1945-1985).

Pada wmasa Pemerintah RI yang baru saja berdiri, mem-
punyal komitmen terhadap buruh, dengsn Panca Krida Hukum
Perburuhan, yaitu
1). Membebaskan manusia Indonesis dari perbudakan dan

perhambaan;

2). Membebaskan penduduk Indonesia dari Rodi atau kerja
pakssa;
3). Membebasgkan buruh Indonesis dari Punale Sanctie

{kewajiban buruh untok membsyar uang dends spsbila




mereka melarikan diri dari kerja pakss);

4). Membebaskan buruh dari ketakutan kehilangan peker-

Jaan;

5). memberikan kedudukan yang seimbang kepads buruh dan
memberikan kedudukan ekonomi yang Lavak.

Situasi pads saat itup vang kondusif untuk mendorong
gerakan perburuhan, semakin diperkuat dengan diberikannys
kemudshan bagi buruh untuk berserikat dan berkumpnl,
sésuai vang tercantum dalam passl 28 UUD 1945. TIklim
politik yang berkembang saat ituy Juga berpengaruh, vaitu
dengan sdanva kebijakan politik pemerintsah, melalui
Meklumat Wakil Presiden No.X tahun 1845, yang menghendaki
tumbuhnysa partai politik di Indonesia. Maka lahirlah or-
ganisasi-organisasi buruh vang berafiliasi pads partai
Lertentu yang sksn memperkust posisi organisasi-organisa-
si buruh itu sendiri. Hal ini dipergunakan s=ebsgsi pe-
luang mengakomodir berbagai kepentingan buruh. Sampai
pada tzhun 1850, banyak serikat buruh berdiri dan terds-~
pat 18 induk organisssi buruh Vaksentral yang tercatat.
Pada masa ini buruh melaluni serikat buruh memperiuanghkan
kepentingannya. Adapun nama-nsamza serikat buruh dimaksud
adalah : GSBI, GASBINDO, SOBRI, HISSBI, KBM, KBKI, $0B
PANCASILA, GOBSI, SARBAMUST, KBIM, PORBISI, KUBU PANCASI-
LA, SOKSI, GERBUMI, KESPEKRI, IKM.

31. Masa Rezim QOrde Baru (1985-1998).

Adanya pergantisn sistem politik psda sekitar tshun

1985, membawa pengaruh terhadap sistem perburuhan di

Indonesia, Rezim Sosharto dengan Sekber Golkarnys bernsa-

D




1479

ha menggsbunghksn seluruh organisasi buruh dalam sstu
wadah yasitn FBSI (Federssi Buruh Seluruh Indonesia).

Pada vanggal 26 Meil 1972, Majelis Permusvawaratan
Buruh Indonesias (MPBI) menetapkan ikrar bersama tentang
pembsharuan dan penvederhanaan eksistensi Serikat Buruh
Indonesis yang ditanda-tangsani oleh 19 anggota Organisasi
Buruh.

Untuk memahami implementasi hak-hak buruh dalsm
berserikat selama tiga dekade belakangan ini tidak biss
mengabaiksn persn rezim Orba dslesm menghkonstruksiksan
pernbangunan ekonomi dan politik nagsional sebagal realitss
sosial. Dan sehubungan dengan itu melakukan berbagsi
tindakan ekonomi, politik dan hukum yvang dipandang perlu
untuk memungkinkan realitas sogsial tersebut menjadi
kenvatssn yang diterima publik.

Daniel Sparinga, menyebutkan bahwa proses-proses
inilah yang dalam konsep sosiologis dikenal dengan pgmba—
ngunan Hegemoni.32 Hegemoni adalsh kepemimpinan moral
dan intelektual, vang oleh individu atau masyarakat dite-

rima adanya sebsagsi gsebush gagasan atau  sebush rezim,

32.) Konsep hegemoni yang dikembangkan oleh #Antonio Gramsci,
pada dasarnya berciri "lunak" dan "subtle" dalam memahami represi
negara. Yang dicapai melalui diskursus yang sistematik, terarabh dan
berkelanjutan guna memenangkan rakyat akan sebuah ide, gagasan atau
rezim secara sukarela. Unsur terpentingnya adalabh penerimaan  publik
(public consent), bukan paksaan. Jadi masyarakat menerima sebuah ide
atau rezim karena mereka menganggap dalam ide tersebut  terkandung
“cammon  sense’ yang didalamnya mengandung suatu  kebenaran. Sebuah
kebenaran vyang mampu menciptakan realitas sosial. Berbeda dengan
konsep dominasi, yang pada dasarnya menggunakan kekuasaan yang memak-—
sa (coersive power), dalam Sparinga, Makalah Seminar Nasional Penyu-—
sunan UU yang demokratis (kajian politik), 1998.




karens adanya penerimaan publik (public consent), vang
timbul melalui pengakuan dsn penerimaan, bukan dengan
paksaan atau adanya rasa takut; tetapi karens individu
menganggap susiu gagasan sebagsl common sense. Sebush
comnon sense yang mampl membentuk "kebenaran dalam diri-

nya", yang dapat menciptakan "realitas sosial" barnu.

Melalui serangkaisn diskvrsus, rezim ini tampil
dalam sebusah Orde vang bisa meligitimasi hegemoni vang
tangguh. Suatu realitas sosial yang tercermin apabila
kita mendengar kata Orde Baru, maks yvang terlintas adalah
sdanya stabilitas, pembangunan, pelakssnaasn Pancssils dsn
UUD "45 secars murni dan konsekuen. Dan melslui proses
inklusi-eksklusi (memasukkan-mengelusrkan) dan menenpuh
cara hirarkhis sistem binner (binary system), serta
nenggunakan salah saty dari pola mendevaluasi
(devalvate}, memarginalisasi (marginalise) atau kalaun
perlu membungkam (silencing) atss semus hsl yang tidak
diinginkan (proses eksklusi). Tak pelak lagi apabils
gsasaran yang ingin dicapail didassari demi kepen—. tingan
nasional, maka 1i1tu artinya semus vang tidak termasuk
dalam hkonsep kepentingan nasionsl, sepertl kepentingan
suku, kepentingan lokal atau kepentingan dserah mengalami
devaluasi, marginalisasi atan "silenisasi”. dan dengan
dengan sendirinys berkedudukan rendah dalam sistem biner
terhadaprkepentingan nasional. Menurut Gransei,

Hal vang =ssma terjadi dslam bidang perburuhan,
seperti : politik pengupshan, organisasi serikat buruh,

hubungan industrisl Pancasils, penyelesaian perselisihan,




dan keha-diran apsarst militer dsn polisi vang terlibat
dalam unjuk rasa dan pemogokan buruh, itun sémua menunjuk
prada reslitas sosial dari konsep hegemoni sesbuah rezim,
sehingga buruh benar-benar mengalsmi devaluasl, margina-
lisasi dan "silenisasi”™. Dengan demiklan sikap apatis dan
represif kelompok buruh terhadap upayas memacu industria-
lisasi, vang terkandung pula upaya untuk menarik masuknys
modal (investasi), kiranyas konsep hegemoni dari Gramscl
dapat dipakai sebsagsi sacuan. Hegemony sebagal suatu
kemenangan vyang diperoleh melalui konsensus, dari pads
pada penindasan,33 bisa dilakukan melalui berbsgsi cara
misslnys melalui lembaga-lembaga masyarakat untuk menen-
tukan baik langsung maupun tidak langsung struktur-
struktur kognitif dan afektif dari suatu masyarakat.
Artinya orang ‘digiring’ untuk menilai dsn memandang
problematik sosisl dalam kerangka yang ditentukan. Dalam
rangks ini, Gramsci menempatkan superioritas ideologl
sebagai penentu fungsi subyek hegemonl untuk melakukan
konsensus, dan oleh sebab itu disyaratkan adanya keharu-
san memiliki aksar ekonomis yang kuat, karena apabila
tidak demikian, aksn muncul dekadensi hegemoni yang

memudahkan terjadinya konflik.
Bheistensi FSPSI begitu lemah, sehingga tidak bisga

diharapkan oleh kelompok buruh, ada beberapsa faktor vang

33.)  Konsensus sebagai titik tolak kritisnya terhadap realitas
sosial, dilengkapi oleh Josep V. Femia dalam Heru Hendarto, 1993,
Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
hal. 74-79.
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menjadi penyebsb, wyaitu : Pertama, hkurang mengsksrnys
FSPSI dalam kehidupan buruh sendiri, karena memang secars
historis-politis SPSI dibentuk untuk mendukung kepentin-
gan negars dan pemilik modal. Tak pelak lagi apabilas
buruh ber-sikap mass bodoh terhadap keberadaan FSPSI,
vang tidak dapat memperjuangkan sspirasi dan kepentingan
mereka. Kedua, FSPSI tidak mempunyai daya psaksa dan
bargaining posision dalam melakukan negosiasi terhadsp
pengusaha, yvang di lingkungsn buruh bekerja di1 psabrik,
tidsk ads serikat pekerjanya. Ketiga, kondisi internal
FSPST dalam hzl dana, sampal sast ini mssih mengandalkan
dans dari luar negeri selsin dana resmi dari Jamsostek.
EKeempat, selain masalah kekurangam SDM yang handsal dan
punvys dedikasi terhadsp FSPSI sebagal lembaga perjuangan
yang berdasarkan idealisme, banyak pengurus yang berpikir
bahwa FSP8I sebagai tempat transit untuk tujusn yang
lebih Jjsuh, seperti menjadi anggota DPR atau mengejar
jsbatan lainnya. Kelima, $PSI di tingkat perusshsaan mesih
biss menyuarskan dan memperjnangkan kepentingan buruh,
akan tetapi ketiks sudah ditingkst DPD atsn DPP, kebera-
daan pengurns tersebut tidak bisa menyuarakan kepentingsn
burnh, karena pengurus dikalangan itu bukan dari kalangan
buruh, melainkan pengusahs, aisu orangnya pengusaha dan

orang vang ditunjuk oleh pemerintsh (birokrat).

Konflik Perburuhan.
Dalam memahami geraskan buruh (pekerja) sebagail
gerakan sosial dapat dikaji dari 2 (dusa) pendekatan,

vaitu
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Pendekatan pertama, cenderung melihat gerakan buruh
sebagal suatu hal ysng mengganggu keharmonissn masyara-—
é kst. Herbele, 3% menyatakan bahwa gerakan buruh =sdalah

bentuk perilaku politik kolektif (terorgsanisasi) vang

secara potensial berbahays karena mengancam stabilitas

cara hidup (masyarskat) vyang wmapan. Demikian Jjuga
Fruer,35 melihatnya geraksn buruh sebsagai konflik antar
generasi vang harus selslu dihindari. Serts Lipset,38
vang menilai bahwa gerakan burunh adalah sustu bentuk
generasl penerus yvang sedang mencari pengskusn, sambil
E menggugat generasi lama yang mapsn. Pendekstan pertama
. ini dipengsruhi oleh teori fungsionslisme stsu sering
disebut Structural Functionalism dari Talcott Parsons,
vang melihat masyarskat dan pransta sosial sebsgail
suatu gigtem, yang selurnh bagiasnnys saling bergantung
satu sams lain dan bekerja sama guna menciptakan keseim-
bangan. Dengan demikian keseimbangan/eguilibrium merupsa-
kan kuneci utams dalam teori ini. Bagsimana sistem masya-
rakat menjagz keseimbangannya, diperluksan nilai-nilai
standar vyang diterima bersama. Kesatuan dan persstusan
disnggapr sebagai kuncil utams, sehingga gerakan soesial
i stan protes pekerja (sosial) dianggap sebagal konflik

38:) Herbele, R, 1951, Social Movements; In  Introduction to
| Folitical Sociclogy, New York: Appletaon—Crofts, dalam Mansour Fakih,
| 1996, Masyarakat Sipil Lhtuk Transormasi Sosial @ Pergolakan Ideoclogi
? di Dunia LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.41-44.

353-) Fruer, 1969, The Conflict OF Generation, London : Heineman
dalam Mansour Fakih, Ibid.

36-)  Lipset, S.(ed.), 1967, Student Politics, New York, Basic
Book, dalam Mansour Fakih, Ibid.




vang mengganggn keharmonisan masyvarakst, dan oleh karens
itu harus dicegah. Kslsupun perubshan itu hsrus dilaku-
kan maka perubazhan itu dilakukan di dalam sistem dan
secara teratur, bertahsp, vang selslu menyeimbangksan
kembali (akan menghasilkan suatu keadaan keseimbangan
vang bérgerak). Meskipun Fungsionalisme mengklaim seba-
gai teori tentang perubahan sosisl, namun pada dassarnya
ia merupskan teori yang melanggengkan ststus-quo. Dengsan
begitu teori ini bisa dipshami sebagal teori tentang
stabilitss sosisl dan konsensus normafif.

Pendekatan kedua, vang melihat gerskan pekerja
sebagai fenomens positif, yakni sebagsi medis konstruk-
tif vang memunghkinkan perubahan sosial. Pendekatan ini
didasarkarn pads Teori Konflik. Ada 3 (tigas) asumsi vyang
merupakan dasar dari teori honflik, vyailtu

8]. Setiap kelompok masyaraskst (orgsnisasi pekerjad
mempunyai kepentingan vang harus dicapai.

b]. Kekuasaan adalsh intisari struktur sosial, dan ini
melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya.

¢). Nilai den gagasan adsalah senjata konflik yang diper-
gunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapal tujuan
masing-masing dari pads sebagsi alat untuk memperta-
hankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat.

Tourin937 mengemukakan, dalam mssyarakst industri,

37-)  Tourime A, Social Movement and Social Change, dalam
Mansour Fakih, Masyarakat Sipil...., Pustaka Pelajar, Jogyakarta,
hal.44-45.




Justru gerskan buruh tidsk lsgi meniadi pusat konflik dan
perubahan. Perubahan sosial justru lebih berfokus pada
demokratisasi atau proses transformasi dalam aspek kul-
tural, sosisl, ekonomi, politik serts aspek kehidupan
lainnysa.

Dalam mengsnsalisis gerakan buruh sebagai keniscsyaan
vang akan membawa pada terciptanya perubahan dalam masyva-
rakat vyang wendasar dan lebih adil, msks disini kita
tidak bisa mengisolasi gerskan burvh dari kaitan struk-
tural dalam sistem yasng sds. Dalsm eras industrislisassi
(perubahan dari agrarig ke industri) snalisis t+erhadap
persoalsn buruh akan diletakkan dalam konteks sistem
pembangunan industrislisagi yang tengah berlangsung saat
ini.

Studi mengenai sengketa staun konflik di dalam hubu-
ngan industrial menunjukkan, bahwa sengketa merupakan
bagian yang tidak dapat dipisashkan dari kehidupan pefbu—
ruhan, apabila terjadi benturan terhadsp psrolehan hsk
yvang dirassakan tidak adil. Konflik merupsakan kondisi
terjadinya ketidak cocokan antar nilal atau tujusn-tujuan
vang ingin dicspsai, baik yvang berads dalam diri individn
maupun dalsm hubungannya dengan orang lain.

Margerison membagi tipe-tipe konflik menjadi :[17.
Distributive Confiict, suatu konflik yang timbul akibat
adanya pertentangan dalam perundingan mengenal perjanji-
an upah dan kondisi pekerjaan, sehubuﬁgan adanya peruba-

han pasar sehinggs salah satu pihak ingin melakukan
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peninjaunan kembali (perubshan) Lerhadap isi perjanj%an
tersebut. Disini menggambarkan adanys pertentangan ataﬁ
sengketa diasntars kelompok vang ada dalam perusahaan;
[2]. Struktural Conflict, muncul akibat adanya interaksi
dalam struktur formal organisasi, yang biasanya merupa-
kan akibst dari kegagsalan di dalam membentuk strﬁktur
organisasi pada waktu sebelumnys, atanpun karens kegaga-~
lan mengadaptasi struktur dengan perubshan yang terjadi.
Hal ini merupskan gambaran adanys rermagalahan yang
disebabkan oleh maksud pihak manajemen untuk mengadakan
restrukturisasi; [3]. Human Relations Confliect, vaitu
konflik antar pribadi dslam perusahssn vang berawsal dsri
masalah-masalah pribadi yang sering dilibatkan ke dsalam
aktivitas perusahaan, sehingga bisa menimbulkan efek-
efek negatif terhadap kelancarsn Jjalannva perussahasn.
Disini ssngat berkaitan erat dengan pemimpin dalsnm
mengatasi berbagal pertentangan pribadi dalam organisasi
perusahaan.38

Perselisihan perburuhan atsu disebut jugs perselisi-
han industrial adsalah pertentangan atau perselisihan
antara pengussha atau perkumpulan pengusahs dengan
serikat buruh atau perkumpulan serikat buruh berhubung
tidak adanyas persesusian faham mengenai hubungan kerja,
syarat-syarat kerja ataun keadaan perburuhan umumnys.

Dari terminologi Perselisihan perburuhan itu, bahwa yang

38-) g.R. Parker (et.al), 1992, The Sociclogy OF Industri,
disadur oleh G.Kartasaputra, Rineka Cipta, Jakarta, hal.l197-204,




berselisih itu adalah serikat buruh (kolektif), Jadi
bukan buruh secars perorangan (individual). Dan perse-
lisihan itu dapat digolongkan kedalam perselisihan hak
(rechtsgeschil) dan perzelisihan kepentingan (belangen-
geschil)l

Perselisihan hak adslah perselisihan yang timbul
karena adanya perbedaan pendapat tentang suatu peraturan
beserta pelaksanasnnys, kesepakatan stau kebiasaan yang
berlaku. Disini salsh ssatu pihak melanggar hal-hal vang
telsh diatur dalam perjanjisn kerja stau pPerjanjian
rerburuhan.

Sedangkan perselisihan kepentinéan adelah perselimi-
han yang timbul karena tidak adanya kata sepakat menge-
nai keinginan untuk mengadakan perubahan terhadap pers-
turan, perjanjian atau kebiasszan vang sudah berlaku,
atan mengadakan sustu peraturan dan perjanjian barn yang
belum ada atau belum diatur. Artinys perselisihan kepen-
tingan ini muncul ksrens pihak serikat pekerja ingin
mengadakan perubshan mengenai hal-hal vang telah distur
dalam kesepakstan kerjs bersams (KKB) skan tetapi me-
ngalami kemacetan, karena pihsk pengusaha tidak berke-
hendask wuntuk diadskannya perubshsn dslam KKB tersebut,
yvang biasanya berksitan dengan pemenuhan hak-hak buruh.

Konsekuensi dari kedus penggolongsn perselisihan,
kedalam perselisihan hak dan perselisihan kepentingan,
membawa akibat kedalam yuridiksi penyelesaian perselisi-

han Perburuhan. Perselisihan hak menjadi kewenangan dari




Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada pasal 118 g

1;

dari R.0 (Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het.

Beleid der Justitie in Indonesie) Stbl.1847 No.23, vang
menetapkan bahwa penagihan hengenai perjsjian keris dan
perjanjian perburuhan dengan tidak melihat pada jumiah—
nya uwang, dan tidsk melihat golongan warganegaras, dari
pihak-pihak vyang bersengketé, pada tingkst pertamsa
diadili oleh Hakim Residensi. Dengan dihapusksnnysa
hakim-hakim residensi itu dengan UU Darurat No.! tahun
1851, maska soal perselizihan hak menjadi kewenangén
Pengadilan Negeri.39
Sedangkan kewenangsn dari P4P (Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat) maupun P4D (Panitis
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) melipnti
perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Landasan
vuridis dari perselisihan perburuvhsn vysng sifstnys
kolektif diatur dalam UU No.22 tshun 1957 tentasng Penye-
lessian perselisihan perburuhsn, sedangksn perselisihan
perburuhan perorangan, distur dalam UU No.12 tshun 1964
tentang Pemntussan Hubungsn Kerjs di Perusahsan Swasta.
Eksistensi P4D/P sebagai institugi penvelesaian kon-

flik perburuhan yvang bersifat wajib (eompulsory Arbitra-

37-) Iman Soepomo, 1991, Pengantar Hukum Perboruhan,  Jamba—
tan, Jakarta, hal. &4.
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tion},4o berdasarkan UU No.2Z tahun 1959, masih menyim-

pan banyvak kelemahan.

Pertama, Institusi P4D/P yang masih sebagai guasi
peradilan, belum mampu untuk memberikan kesdilasn sub-
stantif bsagi para pencari keadilan, khususnys pars
buruh. Kedudukan P4D/P yang mssih berada di bawah Dep-
naker, masih belum independen dalam memberikasn putusan.
Apalsgi putusan yang dikeluarkan oleh P4D/P masih memer-
lukan fiat eksekusi dari Pengadilan Wegeri di wilsyah
hukum dari pihak-pihak yang berperkars, seandainya salah
satu pihsk tidsk melaksanskan putusan P4D/P yang sudah
mempunyail kekunatan tetap (inkracht van gewiisde).

Pilihan seseorang untuk menggunsakan pengadilan
atau tidak, tergantung pada kultur hukum dari masysra-
kat vyang mengakui adsnya sikap-sikep dan nilsi-nilsi
vang ada pada rakyat mengenai hukum (pengadilan). Adanya
penyelesaiaan di lusr pengadilan itun buksn bersrti
pengadilan sebagai lembaga formal menjadi tidak penting
atan tidak dibutuhkan, tetapi pads derajat-derajat
tertentu hukum satsau peradilan resmi tetap diperlukan,
Jika upays penvelesalan secars informal masih tetsap

belum daspat memuaskan pihak-pihak yang bersengkets.

40-) Dleh Iman Soepomo institusi yang menyelesaikan perselisi~
han perburuhan yvang sifatnya wajib (Compulsory Arbitration) dilak-—
sanakan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan Daeerah
ataupun Pusat (P4D/P), ada vang sifatnya sukarela (Voluntary Arbi-
tration) vyang dibentuk oleh kedua pihak vyang bersengketa dalam
memberikan putusan atas konflik yang terjadi, yang nilal putusannya
setingkat dengan putusan P4P, sehingga tidak ada upaya banding.
Namun pada kenyataanya jarang yang menggunakan lembaga yang sifat-
nya suykarela ini dalam menyelesaikan konflik perburuhan.
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Forum renyelesaigan senghkets secara informal,

oleh Satjipto Rahardjo41 diistilahkan dengan Penyele-
salaan Sengketa Jalan Lain (PSJL). Selanjutnya diuraiksn
bahwa =ejak kapanpun beliau tidak menvatakan bshwa
pengadilan adalah satu-satunya forum dimana kesdilsan
diputuskan (Justice dispenced). Pengadilan adalah salsh
satu saja dari sekian banyak institusi yang ‘"memberikan
keadilan", dalam zsrti keadilsn substansial, bahkan bukan
tempat yang pertasma-tams (primary Iocation). Maks ijalan
lain menuju ke pemberian kesdilan "vang lebih memusskan”
adalah dengan melshukan dekonsentrasi dan ngbgidax&au
nasing-mnasing primary locations. Qagasan PSJL itu dapat
dilakukan melalui dan di dalam Pengadilan sendiri, akan
tetapi Pengadilan tidsk selslu melskukan Ffull blown
ajudication, melainkan menyerahksn penyelesaisn vang
substansial kepada pars pihak dan baru pada akhirnya
"disahkan” melalui sidang resmi. Ini yang oleh Mookin
dan Kornhauser dinamakan bargaining in the shadeow of the
Iaw. Kalau pola tersebut ingin dipskai maska Pengadilan
harus dipacu untuk msakin mendorong pars pihak menyele-

saikan sendiri sengketanya (to put aside the centripe-

tal view &and to focus on the move ment of fthe law out

A1) pembabasan Makalah Mardiono Reksodiputro, Legal Institu-—
tions And Alternative Dispute Resolution, dalam Seminar Nasional,

Bappenas—-UNDIP, tentang Fembangunan Hukum Tahun 2000, Semarang,_
1996.
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from the forum into private ordering}.42

Memang dikenal adanya lembaga "Dading”, tetapi mengacu
pada sistem PSJL, bukan merupakan bagian vyang penting
dari sistem 1itu.

Sedaﬁgkan Mardjono Reksodiputro menamakan dengan
istilah Alternative Dispute Resolution (ADR).43 Adapun
model penyelesaiasn sengketa ADR tersebut, dapat dilaku-
kan dalam berbsgai bentuk yang dapat berupa: negosiasi,
mediasi, konsiliasi, arbitrasi. Negosiasi pada dasarnya
dalam penvelesaian senghketa tidak ada pihak ketiga,
sedangkan dalam mediasi, konsilissi dan arbitrssi adsa
pihak ketiga yang diminta bantuannya. Padas konsiliasi,
pihak ketiga ini hanysa bertindsk sebagsi fasilitator,
pada mediasi sudah membantu mencari opsl penyelesaian
dan pada srbitrasi bertindak sebagai wasit .44

Kedua, dari susunan keanggotaan P4D/P vang terdiri

42.) Marc galanter, 1981, Justice in the many rooms, dalam
Satjipto, ibid. Juga Marc galanter, Keadilan di Berbagal Ruangan i
Lembaga Peradilan : Penataan Masyarakat Gerta Hukum Rakyat, dalam
T.0.Ihromi (peny), 1993, Antropologi Hukum Sebuah  Bunga Rampati,
Yayasan Obor, Jakarta, hal.74—-101.

43.) Sebenarnya kalauw diamati keduanya terdapat perbedaan
antara Penyelesaiaan Sengketa Jalan lain (PSJL) dan Alternative
Dispute Resolution (ADR). PeJL bersifat lebih fleksibel dan ne-—
tral, walaupun berada diluar forum resmi namun bisa menjadi  forum
yang primer {(mandiri) dan menentukan dalam menyelesaikan sengketa.
Sedangkan ADR, lebih terkesan sekunder, karena hanya merupakan
mekanisme tambahan disamping litigation dan wujudnya  kemungkinan
ada dua, yaitu yang disponsori oleh swasta dan yang disponsori oleh
pengadilan.

84.) Mardjono Reksodiputro, 1996, Legal Institution and Alter—
native Dispute Resolution, Makalah Seminar Nasional Pembangunan
Hukum tahun 2000, Bappenas—UNDIP, Semarang.
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4 dari 15 orang anggota, unsur buruh 5 orang sebagsi
anggota, unsur pengusaha 5 orang sebagsi anggotas dan
unsur pemerintah 5 orang dengan koﬁposisi seorang wakil
dari Depnaker sebszsgai ketusa merangkap anggota, seorsng
wakil dari Deperindag (Departemen Perindustrian dsn
Perdagangan) sebagal anggota, seorang wakil dari Depken
(Departemen Keuangan) sebagai anggots, segrang wakil
dari Deptan (Departemen Pertanian) sebagai anggota dan
seorang wakil dari Dephub (Departemen Peéhubungan)
sebagai anggots. Dalam upayas pemberdayaan pekeria,

posisi dan sikap peme- rintah menjadi sangat penting.

Netralitss pemerintsh dalam persn debsgsi gussi peradi-
lan dituntut untuk tidak berpihak dalam menelaah persoa-
lan, serta obyektif untuk mewujudkan keadilan. Kenyvataam
di lapangan menunjukkan bahwa unsur pemerintah sering

berpihak pada kepentingan pengusaha.

I.5.5usanto menegaskan, bahwa pengksjian undang-
undang dari perspektif reslitas sosial, menempatksn
bahwa undang-undang hanya merupakan ‘janji—janji, yang
bisa berbeds dengan dengan kenyataannya.45

Melalui pissw analisis strukiur fungsionsl vang
merupakan salah satu varian dari paradigms fakta sosial,
dijelaskan bahwa perasnan norma dan nilsil sangat penting
terhadap tindakan manusis. Dalam parsdigma inl, semus

tindakan manusia selalu berorientasi pada nilai vang

45-) 1.8, Susanto, Op.cit, hal.18.




terkait pada standar-standsar normatif yang mengéndalikan

prilihannys.

Sesuail pendapat Talecott Parsons, bahws tindaksn

manusia tidaklsh dilihat sebagail suatu kelakvan bislogis

melsinksan sebagsi suatn  kelskuan vang bermakna. Seseo-

rang itu senantiasa ditempatkan dalsm sustu kaitan (so0-

sial) tertentu stau dengan perkataan 1lain wmerupakan

suatu tindaksan yang berstruktur yang dikondisikan oleh
latar sosial-budayanys, yang dalam sstuan dassr terdiri
dari:

1. Adanys individn sebagai aktor,

2. Aktor dipandang sebsgai pemburu’ tujuan-tujuan,

3. Aktor memilih slternsatif cars, slst dan teknik untuk

mencapai tujuannva,

4. Aktor berhsdspan dengsn sejumlsh kondisi situa-

sional vyang membatasl tindakannya dalam mencapsi

tujusn.

5. Aktor berada dibawah nilai-nilai, norma-norma dan

berbagai ide abstrak vyang mempengaruhinya dalam

memilih dan menentukan tu.juan.48

Dalam hal ini, Parsons melihat saktor diksaitkan
dengan situasi yvang dipengaruhi oleh adanye motlf dan
nilai. Mptif dsn nilai melshirksn bentuk tindakan,
berupa tindakan untuk meresalisir tujuan secara efisien,

tindakan untuk memperoleh kepuassaan psikologis (emosion-

46.) Lamroni, 1993, Fengantar FPengembengen Teori Sosial, Tiara
Wacana, Jogyakarta, hal.2Z7.
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al). Asumsi ini mendasarkan‘bahwa masyarakat merupakan

suaty sistim sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang

menyvatu dalam keseimbangan. Sistim sosial tersebut

terbentuk dari tindakan individu-individu yasng tindskan
tersebut bergerak kearsh keseimbangan dan stabilitgs
komunitasnys. Dslsm keadaan yéng demikian, kelompok

buruh tidask berada dslam keadzan yang bebsas untuk

melakukan tindaksnnya. Karena tindakannya pads dasarnys

diatur dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar-

standar normatif bersams dalam kehidupannya.
Ketiga, dari perksra perburnhan yvang masuk ke P4D,
vang sebelumnva sudah ditangani oleh pegawasi perantarsa

Kantor Depnaker (Kabupaten), vang sifatnys anjuran,
karenz salsh satu pihsk atsu kedua belsh pihak tidak
puas terhadap nasehat tersebut kemudian mengajukan
sengketa perburuhsn ke P4D. Namun dari data yang ditemu-
kan, bshwa masalash yang terjadi adalah masalah ijin
Pemufusan Hubungan RKeris (PHK) vang disjukan oleh Pengu-
saha terhadap buruh tersebut, bukan lagi perselisihan
perburuhan (yang sifatnys kolektif) antasrs serika%f buruh
dan majikan tentang sesuatu hal. Data dari kompilasi
perkars vsng ada pads P4D Irian Jaya dari semus kasus
vang masuk ternyata yang menyanghkut perselisihan perbu-

ruhan  (menurut UU. No. 22 tahun 1857) tidak ada. Semus

perkara yang diselesaikan oleh P4D Irian Jaya hanya ms-

i
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salah ijin PHE (menolak PHE atsu mengabulkan PHK 47

berdasarkan UU No.12 tahun 1964. Ini berarti bahws burnh
vang konflik

dengan pengussahs cenderung untuk dipu-

tuskan hubungan kerjanya (PHK), dengan prosedur rPengusa-

ha mengajukan ijin PHEK ke P4D/P.

C. APARAT BIROKRASI PENGAWAS PERBURUHAN

Pegawai pengawags perburnhan memegang peransan pen-

ting dslam

rangka penegakan hukum perburuhan, karens

sparat inilah vang diberikan wewenang mengawasi berlaku-

nysa ketentwan hukum perburuhan. Dengasn memperhatikan

kerangka berfikir dari Seidman, bahwa perilaks hukum

sesecorang 1tu akan banyak ditentukan oleh keputusan dan

pilihannya atas berbagai alternatif, dengan menimbang-

nimbang manz dari sekisn alternstif ituo vang paling me-

nguntungkan atau yang paling sedikit menimbnlkan keru-

gian. ZXaidah hukum hanysalsh merupakan salsh ssatu dian-
tara

sejumlah determinan institusional lain vang sakan

mempengarizhi kepotusannys.,

Dalam konteks ysng demikisn, maks efektivitas

perundang-undangan dibidang perburuhan, sangat ditentu-

kan oleh faktor-faktor ekstra yuridis stsu kekuatan-

47.) Data perselisihan hubungan industrial pada tahun
199771998 yang masuk pada Kepaniteraan P4D Irja sebanyak 214 kasus,
semua  menyangkut permobonan ijin PHK. Adapun permohonan  ijin  PHK
yang dika-bulkan sebanyak 172 kasus, permohonan ijin  PHK yang
ditolak (bwruh dipekerjakan kembali) ada 21 kasus. Dari kasus

tunggakan tahun 1996/ 1997 sebanyak 22 kasus, dan sisa kasus untuk
tahun 1997/1998 sebanyak 43 kasus.
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kekuatan sosisl, Adasnyvas pengsruh keklunstan-keknatan gogizl
‘ini, dengsn Jjelag digambzrkan oleh Siedman,48 gebagai

) |8
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Melihat dari sarah pansh pada

ragaan tersebut, dapsat

i diketahuni bahwa hasil akhir dari pekerisan tatansn dalam

masyarakat tidak bigs hanya dimonopoli oleh  hokum,
: nelsinkanoleh kekuatsn-kekuatan sosial lalnnys, seperti:
; mitos dan tradisi, nilsi-nilai dan sebagainya. Seldman
j disini memanfaathkan teori persepsi peranan dalam
bekerjanys hukom di wmasyarakail. Suatu peraturan

48

Satjipto Rahardio,

Tinjauan Sosiclogis, Op.cit.

Masalah Penegakan Hukum Suatu
hal.27.




hukum dibuat tentunya berisi harapan-harapan yang hen-

daknya dilskuksn oleh subyek hukunm sebagal pemegang

peran. HNamun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan

oleh kehadiran hukum semats, melainkan oleh berbagsi

faktor kekuatan-kekustan sosial di atas vang turut

menentukan bagaimana respons vang skan diberikan oleh

pemegang peran terhadap produk hukum vang diberlakukan.
Pegawal pengawas perbnruhan sebagal pemegang peran,

di dalam melakuksn bengawasan, maks oleh hukum di bidang

ketenagakerjaan vyang mengatur tentang kewenangan dsn

tanggung Jjawabnya, is diharapkan dapst melaksanakan
sesual dengan tujusn vang hendak aicapai vaitu terjadi
suatu mekanisme hubungan industrisl vyang adil. Akan
tetapi peran yang dilakukan itu dapat sesuai stsu tidak
dengan ketentuan hukum vyang berlaku baginya, akan
banyak ditentukan oleh faktor kekuatan sosial vang mela-

tar-belakangi tinda-kannya. Semsakin dominannyse kekusatan
sosial vang menghalangi pengawassn perburihsn berlang-
sung secara efektif, skan wmembawa akibst semakin lemah
proses penegakan hukum perburuhsan yang berarti membust
buruh semakin terpinggirkan, dan begitu pula sebaliknya.

Sebagai penegak hukum perburuhan, unsur DPENgawasan
ini diharapkan mampu bertindak sebagai pendeteksi awal
di lapangan, sehinggs masalahnys dsapat diselesaikan
secepatnya dan tindakan yang diambil dapat bersifat

preventif dan edukatif maupun represif baik yang vusti-

sial maupun non yustisial. Fungsi pengawasan perburuhan

Py
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ini meliputi a] mengawasi pelsksanasn ketentuan-keks-

tentuan hukum mengensi ketenagakerjaan; b]. memberi

penerangan teknis

serta nasehat kepada pengusaha dan

tenags kerja tentang hal-hsl vang dspat menjamin pelak-

sanaan efektif dari perzturan-peraturan ketenagakerjaan;

¢l. melsporkan kepads yang berwenang kecurangan dan

penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan vyang tidak

Jelas diatur dalam peratursn per—undamg—undangan.49
Membahas pengawas perburuhsasn khususnys dsn Departe-

men Tenaga Kerja dari aspek birokrasi, dikemuksksn oleh

I.5. Susanto, bahwa pada awslnya birokrasi diciptakan

untuk melayani kepentingan masyarakat luas, tetapl dalam

kenyataannys Justru masyarskat vang harus melayani

birokrasi. Dan dalam perkembangannya cenderung

menjadi birokrasi yang ambaudendo, yang serbs kussa.

Dari birokrasi seperti ini lahirlah kebudayaan birokrs-

tis, budays yang muncul di bawah bavang- bayang birokra-

si.

Keadaan vyang demikian ini wmerupakan ancaman bagi

masyarskat, khususnyas apabila kontrol dari masyarakst

lemah. Oleh karens itu untuk mengstasi hal tersebut

diperlukan pengawasan demokrasi oleh masyarakat terhadap

kekuasaan birokrasi, agar birokrasi bekerja demi kepen-

49-) Penjelasan pasal 16, U No.1i4 tahun 1969 Tentang Ketentuan
Pokok Ketenagakerjaan.
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tingsn masyarskat banyak.SO

Kondisi pengawas perburuhan darl segl kuantitas

vang sedikit, belum 1sgil segi hkuslitas vyang ssngat

dihasrapkan dapst memegang persn ysng nenjsdi tugss

dan
tanggungjawabnya, dihadang oleh berbsasgai kendals gseba-
gaimana dijelaskan oleh Seidman, bahwa ada pengsaruh

kekunatan-kekuatan sosial dalam bekerijanya hukun.

D. Pemberdayaan Hukum Kelompok Buruh.

Ketidakberdaysan hukum dalam melindungl hak-hak
buruh atas pelandgaran yvang dilshkuksn oleh pengusaha di
Javapura menggambsarkan tidak effektifnys hukum berikut
penegakannys dalam wmasyarskat. |
Untuk mengsatasi tidak effektifnya hukum diperlukan
suatu pemberdaysan hukum. Pemberdayssn berakar deri kats
dasarnys yaitu "daya” yvang artinya "mempunyai kemampuan”
bentukan kats rpemberdayasn mempunyai makns yang sams

dengan memberdayakan yaitu "membuat Jjadil berdaya”.51

L

gl

0.) 1.8, Susanto, 1998, Birckrasi yang Humanis, Makalah Seminar
Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan UU yang Demokratis (Kajian
Birokrasi) dan Konggres Asosiasi Sosiologl Hukum Indonesia, FH UNDIP.

S1.1  Bentukan kata pemberdayaan merupakan derivasi dari  kata
dasar daya. Daya sebagai kata dasar merupakan Jema atau entri
dengan penambahan pem-ber-daya-an, kata yang merupakan derivasi itu
dilakukan sebagai sublema atau subentri, baca Xamus Besar Bahasa
Indonesia hal xxvii. Dalam pada itu pemberdayaan merupakan bentuk
pasif dari bentuk aktif transitif memberdayvakan yang maknanya ialab
membuat jadi berdaya, tidek mungkin menyebutnya dengan peberdayaan,
pengberdayaan, penberdayasn, pemberdayakan ataupun penberdayakart.
Bandingkan dengan Jus Badudu dalam Inilah Bahasa Indonesia Yang
Benar, 1994, Bandung, P.T. Gramedia, hal 39.
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Pemberdayaan52 (empowerment), vang mengamsnalkan
kepada perlunya “power’ dan menekankan heberpihskan
kepads " the powerless”. Gerskan ini pada dasarnya ingin
agar semus dapat memiliki "kekustan’ yang menjadil moctal
dssar dari proses aktuslisasi eksistensi itu. Dan  hake-
kat manusia dan kemanﬁsia&nlah yang menjadi tolok ukur
normatif, struktural dan substansial.

Berksitan dengan hukam maka pemberdaysan hukum
berhubungan erat dengsn mekanisme bekerjanys hukomr dalam
masyvarskat, dalsm hal ini ialsh penegaksn hukur  sebagal
epatu sistem ysng terdiri dari sub-sub sistem atan
komponen substansial, strukiural dan caltural. Pember-
dsyasn hukum di sini berkaitan dengan bsgaimans cCars
menciptakan suatu keadaan atau kondisi agar hukum itu
menjadi lebih berdaya dan efektif dalam rsngha meﬁcipta—
kan 'supremssi hnkum dalam masyarskat.

‘Berkaitsn dengan komponen gsubstansi, vyaltu aturan
perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Ketené—
gakérjaan (YU Ho.25 tahun 1887), mengandung banyask kele-
mahsn dan kontroversial, bukan saja  pads  penggunaan
dans Jamsostek vang menyalahi prosedur untuk pembahasan
RUU Ketenagakerjsan di DPR, namun pada segi substanginya
dapst diketahui sebagal berikut
1}. Dalam hkonsideran, batang tubuhk memandang buruh seba-

gal sumber dava {modal);

92) prijono, Onny S., Pranarka, AMW, 1994, Pemberdayaan, Ko
sen, Kebijakan dan Implementasi, C8IS, Jakarta, hal.44.
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2.

31.

417.

5].

B1.

7.

Adanya pengintegragian kebijakan ketensagakerjaan
dengan pengaturan hubungan industrial. Dengan peng-
gabungan kedna bidang tersebut dapat mengaburkan
prinsip vyang terkandung pada masing-masing bidang.
Asas hukum perburuhan yang bertujuan melindungi
buruh berhimpitan dengan kepentingan menjamin per-
tumbnhan industri bagi perluasan kesempatan kerjs,
melalui penyediaan buruh murash yang berkualifiksasi
ketrampilsn tertentu dan patuh;

Buruh di sektor informal tidak secars tegas diztur
dalam perlindugan buruh;

Pssal-pasal vyang terdapat daiam batang tubuh UU
tidak operssional, sehinggs tidsk bisa dilihat dan
diukur akibat hukumnya, seperti HIP.

Larangan diskriminasi atas dssar jenis kelamin hsnya
dibuat dalam penjelasan tanpa pembatasan yang Jjelas.
Pemberian sanksi atas perbuatan diskriminasi juga
tidak Jelas;

Peluang bagi campur tangsan negara dalam hubungan
perburuhan Jjuga tidak terbatas. Tidak hanys pada
fungsi pengawasan dan penegakan hukum, tetapl men-
gendalikan organisasi buruh, kelembagaan konsultasi
dan penvelessian konflik perburuhan, kebijakan pe-
ngupahan, Jaminan sposial tenaga kerjs serts pasar
tenaga kerja.

Dilihat secars keseluruhan lebih banyak berpihsk dan

menguntungkan pengusaha atau pemilik perusahaan.

o
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81.

9]

10].

Ads beberapa hal yang tidak sejalan dengan konvensi
ILO, seperti tidsk dicantumkannys larangan dalsm Ul
dalam hal sktivis buruh yang sedang melakukan kegis-
tan dan memperjuangkan dalam organisasi seriksat
buruh untuk di PHK. Padahal Indonesis telah merati-

fikssi konvensi ILO térsebut.

. Kontrol terhadap pemogokan buruh, secsra sistemstis

membatasi pemogoksan melalni ‘pemberitahnen’. Pemogo-
kan hanya diakui di lingkungan psabrik. Disisi 1lain
legalitas pemogokan vyang hanvas boleh dilaknkan
ketika suatu perundingan mengalami jalan buntu,
merupakan sspek vang memperlemah posisi buruh.
Karenas menurut kenyataan perundingan tidask mungkin
diselesaikan dengan cepat karens harus melalui
beberapa prosedur. Dengan Sursat Edsran Menaker
Ho.B2/1893, vyang memberi batasan wakiu buruh boleh
absen padas waktu konflik perburuhan, adalah beﬁtuk
lain dari "pencegahan" agar pemogokan tidsk terjadi.
penanganan pada saat pemogokan berlangsung, sepertil
membubarkan, mengamankan dan melskukan penangkspan
dan dersan Ffisik terhadap buruh vyang melakukan
pemogokan dan unjuk rasa. Kasus Marsinsh, merupakan
bukti perlakuan pengsnisyaan yang mengakibatkan

kematian.

Berdasarksn beberaps kelemahsan substansizl dari  UU

No.25 tahun 1997 tersebut, vang disampaikan berbagail

organisasl LSM yang peduli terhadsp masalah buruh dan
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kelompok—keldmpok buruh, maka dengan UU No.11l tahun 1998

yang diundangkan pads tanggsl 10 November 1998, menunds

berlakunya UU No.25 tahun 1997 sampai 1 Cktober 2000.

Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum ketenagakerjsan

maks peraturan perundang-undangan vang dinyatakan tidak

berlaku berdasarkan pasal 198 UU No.25 tahun 1997

masih

tetap berlaku.
Untuk meningkatksn apresissi masyarakat agar atursn
hukum tersebut ditasti atsn dipatuhi, maka pemberdayaan

hukum dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Karena pada hakekatnys efektifitas hukum
berkorelasi dengsn tingkst kesadafan hukum masysraksat,
tegasnya kesadaran terhadap hukum merupsksn dasar bagi
dilaksanakannya hukum itu, artinya semskin merats kesa-
daran hukpnm dalam masyarakat, semakin kecil pula kemung-
kinan wuntuk bertingksah laku yvang tidak sesusi depgan
hukum.

Pembinsan kessdaran hukum kepasda masysrskst tidsak
dapat dilihst secarsa terpotong-potong, melainkan ber-

bagai faktor vysng mempengaruhi, misalnya dari aspek

aturan hukumnya sendiri. Dalsm rsngks menerspkan konsep

hukum sebsagai rekayvasa sosial [soecial engineering)l maka

pembuatan suatu aturan perundang-undangan harus memakai
metode teknik perundang-undangsn vang akurat dan
sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya. Karens
penggunaan teknik vyang tepat dan akurat menyerupai

dengan teknik pemecshsan masalah dalam manajemen ilmish.
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Berkaitan dengan teknik perundang-undangan — yang
tepat dan akurat ini A. Padgorecky mengemukskan empat
asas pokok vsng dapat dipsakai sebagai acuan dalam
membust sustu aturan perundang-undangan, ke empat as5as

[ A

pokok tersebut ialah:

i. Sustu penggambsaran yang baik mengenai situasi vyang
dihsadapi.

2. Membuat sustu snaliss mengenai penilaian-penilsian
vang ada dan menempatkannya dalsm suvatu urutan
hirarki. Analisis di sini meliputi pula perkiraan
mengenai apakah cars-cars ysng akasn dipakal tidak
skan lebih menimbulkan suatn efek yang malsh memper-
buruk keadaan.

3, Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti
apakah sustu cara yang dipikirkan untuk dilakukan
pads akhirnys nsntl memsng akan membawa kepada tujuan
sebagaimans dikehendaki.

4. Pengukuran terhadasp efek peraturan-perasturan yang
ada. 23

Ksrens hessdsran hukom itn sebagsi alat kontrol agar
hukuom itu dapst berlaku efektif nantinya dalam
masyarakat, maks selain ussha tersebut di atas, perlu
adanya usaha-ussha lain ke arah pembinasn kesadaran
hukum masyarskst. Pembinaan ini hendsknya berorientasi

pada usaha-ussha antuk menanamksn, memasysrakathkan dan

53.] p. Padgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1983, Op. Cit,
hal. 194 et seqg.




melembagakan nilsi-nilai yang mendassri peraturan ' hukum

atauw perundsng-undangan. Untuk itu perhatisan harus

difokuskan pads sosialisasi aturan hukum satau perundang-
undangan sehinggs dapat diketshui oleh anggotsa masya-
rakat sébagai sasaran pengaturan hukum itu. Dalam rangka
sosialisasi sturan peruﬁdang—undangan ini komunikasi

hukum mempunyzl peranan yang penting.

RKomunikasi hokum ialah menginformasiksn hukum kepada
pihak vang menjadi sasaran informasi tersebnt, vaitu

mesyarakat, bailk langsung ataupun tidak langsung vang

depat berupa lambang, kode, bahasa, bicars, gerak, dan
sebagainys, dengan harapan munculn&a resksi positif atan
negatif melalui perubahan sikap dan perilaku dari pihsak
vang menerima informasi tersebut .94

Hal penting vang perlu mendapat perhatian dalam
soginlisasi aturan perundang-undangan ini ialah pemaha-
man materil hukum pada masyarakat. Derajat konkritiéasi
perumnusan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan
hukum dalam masysrakat. Hal ini karens bahasa hukum atau
perundang-undangsn mempunyai ciril khas tersendiri vyaitu
berusahs untuk memaksa melslui penggunaan bahasa yang
rasional.

Dengan demikian masalah pembinaan kesadaran hokunm

masyarakst buksnlah masalah yvang sederhana, karena_hanya

mengetahni aturan perundang-undangsn sajsa tidak cuhup,

3.1 Hirani Martono, 1993, Komunikasi Hukum Dalam Pembangunarn,
dalam Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1993, FH. Undip, hal. 8
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diperlukan pemahsman, penghayatan dan pengamalan, untuk

itu diperluksn proses dan waktu.

Qleh sebab itu fiksi hukum vang berpandangan
ignoranta legis excusat neminem ysng menjadi jiwa dari
1egalisﬁe dogmatis harus sudah ditinggalkan, karens

suatu atursn perundang-undangan vyang telah memenuhi
syarat-syarat yuridis formal, yaitu dibuat oleh lembaga-
lembaga vyang berwenang, telah diumumkan dalsm lembsaran
dan beritas negara, dan seterusnysa atsu telah berlaku
secara vyuridis, akan tetapil secsras sosial belum ftentu
demikian.

Dalam perspektif kebijsksn publik jika sustu aturan
perundang-undangan telah memenuhl semua persyaratan
yvuridis formal dan telsh diuwmumksan buksn berarti tugss
wetgever telah gelegssl, tetapi digitulah awal dan proses
perjalansn panjang dsri sustu aturan perundang-undangan
dalam masyarshkst, perln monitoring dsen evalussi terhﬁdap
efektifitas dalam implementasinys.

Analisis melalui pendekatan sistem mengungkapkan
bahwa komponen substansi hokum walaupun dikatazkan ftelsh
amat baik outputnya, skan tetapi tidak akan berjalan
bsik Jjiks tidsk didukung oleh hkomponen atau subsisiem
lainnyse, dslam hal ini ialah komponen straktursl dan
budaya ataun kultur hukum.

Salah satu faktor pendorong tindakan pelanggarsan
terhadap hak—haklburuh ialah lemshnyva hkomponen sruktural

dari hunkum. Komponen struktural ialash kelembagsan vang
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diciptakan oleh gistem hukum dengan berbsagsai fungsinya

dalam ranghks mendukung meksnisme atau bekerjanys sistenm

huknum tersebut. Lembagas lembagas vang menjadi Fokus

penelitian ini ialah lembaga-lembaga yang berkaitan
langsung dengan mekanisme penegskan hukumn.
Wojud dari lemahnys peran komponen struktural dalam
melindungi hsk~hak buruh di Jayaspura lalah sampai sasat
ini belum sdas tindakan hukum spapun vang dilakukan oleh
rihsk pengaswas Depnsker sebagal pejabat pegawai negeri
sipil vang diberil wewensng untuk melakukan penyidikan,
sesuai dengan KUHAP (UU No.8 tahun 1881) pasal 1 ayat 1,
bekerja sama dengan pihak kepolisian, demikisn puls
dengan pihak kejakssan, oleh karena belum ada tindakan
hukum vang dilskukan, maka belum ads pula kssus tindak
pelanggaran di bidang ketensgakerjasn vang dilakukan
oleh pengusahs di Jayapura vang ssmpail ke meja hijau.
Untuk menzembaliksn wibawa hukum, maka langkah-
langkah pemberdaysan hukum guna melindungil hak-hak
buruh, dilakukan melaluil
1. Tindakan penerapan sanksi (penegakan hukum) oleh
pengawas perburuhan terhadap pelanggaran ketentuan di
bidsng ketenazgakerjasn seperti ketentuan UMK, Jamnsos-—
tek, Keselamstsn dan Kesehatan Kerja, hak upah lem-
bur, Tunjangan hari Raya, Cuti melahirkan, perlindu-
ngan buruh anak, perlu dilaksanakan. Sebab selama ini
fungsi pengawasan hsnys sebatas mendorong agar keten-

tuan vang ada dapat dilaksanakan (upava persuasif).
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Politik vpengupahan yang mengacu dan mendorong arus
masuknys investasi dan industrialisasi, sehingga
menswarkan upah buruh murah sebagsi daya tariknya,
sudzh sepsntasnys dihentikan. Sebab dasar falsafah
Pancaesils yang berasaskan kekeluargaan, memsndang
upah bukon sekedar ekspresi dari kontrsk atan perjan-
jian kerja, yang berisi perjanjian timbal balik untuk
memindshkan hak buruh untunk majikan dsn imbalan usng
dari majiken untuk buruh, vang merupakan kaidsh
keadilsn tnksr menukar, tetapi harus didasarkan pada
kaidah vysng lain yaitu "Usaha Bersama”™ atau Kemi-
traan. Karens kemitraan membawa-konsekuensi partisi-
pasi buruh dalam pembentukan keputusan dan kebijakan,
pembagian keuntungsn, turut serta dslsm kepemilikan
perusahaan (saham) dan manajemen. Disini mencerminkan
perlindungan dan keberpihaksn kepads yang lemsh.

Penentusn upah yang didasarkan atss KFM vang kemﬁdian
diganti dengan KHHM sudah seharusnya ditinggalkan.
Karena meskipun tubuh manusia kebutuhan figiknysa
memeriukan kalori, vang ukursn wminlimumnys 2.800
kaleri per hari,55 tetapi kebutuhan itu merupakan
ukuran kebutuhan .hewani. Manusis uvtuh itu terdiri
atas badan dan Siwa, sehinggs kebutuhsn hidupnys

mempunyai dimensi yang lebih 1lunas dari pada sekedar

93-) Besarnya kalori untuk pekerja lajang yang paling rendah

2,600 kalori perhari, sedangkan kebutuhan kalori tertinggi adalah

10,000 kalori perhari untuk pekerja, isteri dengan 3 orang anak).




kebutuhan fisik. Oleh karena itu KFM/KHM tidak bisa

dipakal sebagal ukuran penentuan upah winimum.
Struktur Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional

(DPPD/N) dengan komposisi vang hanya memasukkan 1
unsur burubh dari 18 unsur yang lainnya, dan fakta
tersebut menjadi salsah satu bukti dsri skema lemahnys
posisi buruh, dalam kebijakan pengupshan. Qleh sebab
itu untuk memberdayakan kelompok buruh dalam memper-
baiki sistem pengupshsn yang ada, struoktuor dslam
DPPD/N unsur buruh harus menunjukkan keseimbangan
sehingga mempunyai kekuatan dalam - bargaining posi-
sion.

Bertitik tolak dari Pernyatsan Hak Asasi manusia PBB
dan Konvensi Internssionsl tentang hsak-hak Sipil dan
Politik, buruh memerlukaﬁ kebebasan menggunakan hak-
hek sipil dsn politiknya dalam pembentukan struktur
orgsnisasi buruh dsalam penentusn nasib merekas sen-
diri. Selsin itu untuk mempercoleh hak-hak sosial,
ekonomi dan budays yang memadai, maka buruh perlu
dilibatksan dalsm penentuan Upah Minimum Regional.
Harus ads political will yang konsisten dari peme-
rintah untuk mewujudkan penyvelesaian konflik perburu-
han melalui arbitrase sukarela. Sebab selama ini
ketentuan. yvang menjamin penyelegaisn konflik diluar
P4D/P (melalui Arbitrase sukarela) tidsk difungsikan,

dan diarshkan melalui lembags arbitrasse wajib yaitu

PAD/P. Sedangkan penyelesaian honflik perburnhan
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mengensai perselisihan hak yang seharusnya melalui

pengadilan negeri, memerlunkan waktu yvang lama dsan

biaya yang tidak sedikit dsn seringkali diputus bahwa

Pengadilan tidsk berwgnang mengadili.




BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian vang telsh penulis sam-

psikan pada bab-bab sebslumnya, maka pads bab penutup

ini sksn dissmpsikan beberaps hasil kesimpulan, asebagai

begian akhir dari pembshssan fentsng Pemberdavasn Hukum

Dalam Meningkatksan Hak Ekonomi Dan Sosial Kelompok Buruh

padsa Masysrakat Industrial (Pendekatan Socio~-legal

terhadap Perlindungan Hak-hsk Burnh di Jayapura). Pads

bab ini jugs azhkan dikemukakan beberapsa saran.

A. Kesimpulan.

1. Faktor-faktor yvang menyebsbkan ketidak berdsvaan hu-

kum kelompok buruh adanys politik pengupshan vyang

mementingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperta-
hankan terjadinya upah murah; eksistensi organisasi
serikat buruh sebasgai aslat kontreol pemerintah, se-

hinggs dirasskan belum mampu memnberilisan kegunaan bagi
buruh dan belum bisa memperjuangkan aspirasi burnh
karena tidak ads kemandirian dalam berorganisasi;
pola hubungsn segitiga, buruh-pengusahs-pemerintsh
(negara), magsih memihak kepentingan pengusgaha; HIPF
dalam konsepsinys baik, namun dslsm implementasinvs

tidak bherialan seperti vang diharapkan; pengawassn

terhadap perasturan perundang-undangan olesh Depnahker

dalam hal ini pengawss perburnhan sangat lemah,

dipihak lain pengawsasan dari orgsnisssi sserikst buruh

tidsk berjslsan.
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Gerakan kelompok buruh di Jayspura yang dalsm kondisi
silencing meskipun hak-hak buruh mereks, baik hsk
ekonomi, sosial serts hak sipil dan politik masih
terabaiksn dan seringkali terjadi pelanggsran hak-hak
buruh, tidak ads upsaya untuk menuntut perbaiksn vyang
muncul melalui wuwnjuk rasa dan pemogoksn. Hal itu
dipengaruhi oleh faktor pengendslisn buruh yang
begitu ketat dengan pendekstan keamsanan demi menjagsa
stabilitas politik. Tingginya tingkat pengangguran,
sehingga jumlah permintasn tensga kerja tidak seban-
ding dengan Jumlah penawaran dsan ini mengakibatkan
upah rendsah, meun tidek msu harus diterima oleh para
buruh. Juga faktor sosisl budavs masyvarskst (lokall
dari pemenuhan kebutuhan hidup dari alam lingkungan
sekitarnya vang sehetika, membawa pengaruh pada
perilakn ketiks pekerjasannys beralih menjadi kaum
buruh, vaitu menerima kesdaan aps adanysa.

Langkah-langksah pemberdayaan hukum disusun dalsm per-
spektif hukum sebagsi sustu sistem yvang terdiri daril
komponen substansial ysng berkaitan dengan produk
hukum, vaitu aturan perundang-undangan, kKomponen
struktural yvang berksitan dengan mekanisme penegaksan
hukum, serta komponen kultural yang berkaitan dengan
nilai-nilai budays masyarakat vang berksitan dengan
hukum. Dan untuk lebih memperkust potensi dan daya
vang dimiliki oleh buruh, sntars lain perlunys re-

strukturisasi organisasi serikat buruh yang bebas dan
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independen dengan mengsacu pada kbnvensi TLO; buruh
perlu dilibatkan dslsm pengambilan kebijaksn penen-
tuan Upah Minimum Regional; Struktur dalam DPPD/N
perlu segers dirombak, sehingga kedudukan buruh ads
keseimbangan dan unsur pengusaha dan pemerintah;
Tolok ukur dalam perhitungan XKFM wmaupun KHM perlu
ditinjaun ulang dan diperbaiki.

Penegakan hukum di bidang ketenagakerjsan di Jayapura
tidak Dberjalan, hal ini dikarenakan belum adanva
keberanisn memproses pars pelanggar hukum yang keba-
nvakan dilskukan oleh pengusaha, mengenail ketentuan
UMR, Jemsostek, Keselamstan dan Kesehatan Rerjas, Upah
lembur, Tunjangan Hari Raya, Hak cuti melshirkan,
perlindungan buruh snak. Selams ini tindakan vang
dilakukan oieh pegawal pengswas barn dalam tahap
mendorong dilaksanakannya aturan, dan dslam wujud
peringatan.

Hubungsn buruh-pengusshas-pemerintah, atau digebut po-
13 hubungsn segitiga menunjukkan kecenderungan keber-
pihakan pemerintah pada pengusshs. Hal inl .tercermin
dari upaya pemerintah untuk menarik investssi asing
demi pertimbangan perekonomian, dengsn mempertahankan
upah rendah sebagal daya tariknva (keunggulsn kompa-
ratif), dan bermacam-macam fasilitas (perpajakan)
lainnys. Sehingga keberadaan buruh menjadi terdeva-
luasi, terpinggirkan dan meniadi apatis (silenecing)

skibatnya tidak berdaya.
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1.

Untuk mewnjudksn pemberdavasn terhadsp hukum, maks

melalul penegskan hukum vang selams ini belunm menyemn-

tuh para pelanggar aturan hukum perburuhsn di Jayapu-

ra, ' harus segera mulai dilakukan. Memberikan perha-

tian kepada fungsi pengawas perburuhsn untuk melakun-

kan penegakan hukum, yang menjadi wewenangnys dapat

mengembalikan wibawa hukum. Dan untuk itu diperlukan

political will dan keberanian dari sparat Depnsker.

Pemberdayaan hukvm dalam visi kelompok buruh, Jjugs

menghendaki diberikannya hkekusssan (power) kepada

organissasil buruh dalam berbagai aspek yz=ng menvangkut

kepentingan buruh dalam lingkup makro msupun mikro.

Sehingga kesadaan ketidak berdayaan hukum dari kelom-

pok buruh dalam kehidupan demokrasi, tidsk membizrkan

dalam posisi tertekan dan terhkendsli tetapi memberi-

kan alternatif lain mejadi sangat penting.
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pads masing-masing Propinsi.

Kepmenaker No.: KEP-72/MEN/1984 +tentang Dasar Perhitﬁ—

ngan Upah Lembur.

UU WNo. 3 tahun 1892 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PP No.

14 tahun 1993 tentang Penvelenggarasn Frogram

Jamsostek.

Permensker ¥o.: Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
Iuran, Pembayvaran Santunan dan
Pelayansn Jamsocostek.

Ronvensi ILO No.98, yang telah dirstifikassi dengan Ul

No. 18 +tshun 18956 tentang Dasar-
Dasar Hak Berorgsnisasi dan Berun--
ding Berssama (Right to organise and
collective bargaining).
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Konvensi ILO No.87, vang telah diratifikssi dengan

KEPPRES No.83 +tshun 1998 tentang

Kebebasan Berserikat dan Hak EBEeror-
ganisagi.




